
BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 181 / vil /TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat {2}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2o1T
tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu satu pintu
Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
standar Pelayanan perizinan pada Dinas penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu;

: 1' Undang-undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lggg Nomor ZS,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38S1);

2. Undang-Undang Nomor T Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju utara di provinsi Sulawesi selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Repubrik

Mengingat

Indonesia Nomor a2ZA);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200B tentang
Keterbukaan Informasi pubrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSaQ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
Pelayanan Publik (l,embaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
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J. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201+ tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan i-embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAH tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Aru Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679\;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 215, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah {l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AL6 Nomor L14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2AI4 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2077 tentang

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 2lO\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun

24rc tentang Pedoman Nomenklatur Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2076 Nomor 1906);

6,

7.

8.

9.

10.
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12. Peraturatt il'fenteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2077 tentang Penvelengga_raan Peiar.anan Terpadu

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 1956i;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modai Nomor 14 Tahun 2}ll tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 13 Tahun 2AI7 tentang Pedoman dan

Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanarnan Modal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Afi Nomor

1767\;

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

17. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu

Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2016 Nomor 46);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun

201,7 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non

Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2OL7 Nomor 55);

19. Peraturan Bupati Lurvu Timur Nomor 56 Tahun

2Ol7 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan

Non Pertzinan dari Bupati kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(Berita Daerah Kabupaten Luu,u Timur Tahun 2A17
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Bupati Lu*-u Timur Nomor 29glxi Tahun
2Ol7 tentang Pembentukan Tim Teknis perizinan dan
Non Perizinan Kabupaten Luu.u Timur.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZIANAN DAN NON PERIZINAN PADA DiNAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU.

Standar Pelayanan pada Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini;

Standar Pelayanan pada Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu meiiputi :

a. Standar Pelayanan yang

penyampaian pelayanan; dan

b. Standar Pelayanan yang

pengelolaan peiayanan.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kedua wajib dilaksanakan dan merupakan pedoman bagr

aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan

Terpadu satu Pintu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kedua akan dimonitoring secara regular tiap 6 (enam) bulan
sekali dengan meiakukan pertemuan disertai pengumpulan

data dari satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan
masyarakat, dan dievaluasi oleh Tim penyusun standar
Peiayanan dan standar operasional prosedur, serta dapat
dilakukan penyederhanaan / pengemban gan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan 

;

terkait dengan proses

terkait dengan proses
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KELIMA Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan

pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Luwu Timur;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 27 Juli 2o1B

BUPATI LUWU TIMUR,

MU THORIG HUSLER
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KEPUTUSAI{ BUPATI LUW-U TIMUR
lrorvloRlBl 7 VIr /TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

1. IZIN PENANAITIATII ITTODAL
Izin Penanaman Modal adalah kumpulan perizinan dan non perizinan
Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang
antara lain terdiri dari :

PendafLaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan pemerintah
yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan perizinan dan
pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
lzkt usaha Penanaman Modal adalah izir. yang wajib dimiuki
perusahaan untuk memulai produksiloperasi, kecuali ditentukan Lain
oleh peraturan perundang-undang€rn.
Izin Kantor Perwakilan adalah lzin yang diterbitkan oleh pemerintah
daerah untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, perusahaan
Perdagangan Asing, Badan usaha Jasa Konstruksi Asing dan KppA
Migas.

standar PelaSranan terkait proses pcnyampaian pelayanan (seruice
deliaeni

Pendaftaran Penanaman [rodal bagr yang telah berbadan hukum
Indonesia:
I. Keterangan Pemohon

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan

persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum
dan HAM;

3. Rekaman NPWP perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi
status wE'ib Pajak (KSwp) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

4. Bukti diri pemegang saham, berupa:
a" Daiam hal pemegang saham adalah pemerintahNegara Lain,

wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang
bersangkutan atau surat yang dikeruarkan oleh kedutaan
Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di
Indonesia;

b. Dalam hai pemegang saham adalah perseorangan asing, agar
melampirkan rekamarl paspor;

c. Dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar
melampirkan rekaman anggaran dasar(article of assaciationl
dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa
Indonesia;

d. Dairam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia,
agar meirampirkan rekamsn KTP dan rekaman NPWP yang telah
dilakukan Konlirmasi status wajib pajak {KSwp) sesuai dengan

e. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Dalam hal pemohon merupakan warga negara Indonesia

pemegang KMILN, agar melampirkan KMILN dan tidak
disyaratkan NPWP;

a.

b.

C.
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pe rubahannsadile n gkapi pe nge sahan dan pe rse ruj u an 7,h. Pemberitahuan dari \fenteri Hukum dan Fl,tlv{dan rekarnan
t{PS? }-ang telatr rtilekukanKonfirmasi Status Wajib Pajak
(KSWP) sesuaidengan peraturan perundang-undangan
yangberlaku, serta perizinan yang dimiliki perusahaan.

5. Dalam Hal tedadi Perubahan :

Perizinan yang dimiliki (Rekaman Pendaftaran Penanaman Modai/
Izin Prinsipllzin investasi/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Usaha dan
perubahannya bila ada.

II. Keterangan Rencana Penanaman Modal :

1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi {flow chart of
production) dilengkapi dengan penjelasan detailuraian proses
produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;

2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan
dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;

3. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila
dipersyaratkan;

4. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri,
melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi.

III. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir
(untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki izin);

IV. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
V. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara

langsung oleh pimpinan perusahaan
Vl.Apabila te4'adi perubahan rencarra permodalan, ditambah dengan:

1. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang
dituangkan dalam bentuk :

a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang
sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau Keputusan
Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham
dan telah dicatat (waarmerking) oieh Notaris; atau

b. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat
dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan
peraturan perundangundangan, yang secara tegas
mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah
disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para
pemegang saham.

2. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada;
3. Apabila ada perubahan nama pemegang saham, melampirkan

cerfficate change of name atau sejenisnya;

vll.Apabila teq'adi perubahan nama perusahaan, ditambah dengan:
1. Rekaman Risalah Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) yang

sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau Keputusan Sirkular
yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah
dicatat {waarmerking) oleh Notaris; atau Rekaman pernyataan
Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris,
yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris {perubahan}
dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM;

vIII. Apabila terjadi perubahan NPWP, ditambah dengan Npwp terbaru.
IX. Apabila terjadi perubahan alamat perusahaan danlatau lokasi

proyek, ditambah dengan:
1. Surat keterangal domisili;
2. Pe{anjian se\^ra menve\t'a;
3. Dokumen pendukung lalnnva;

X.Apabila te{adi perubahan bidang usaha dan jeni.s produksi, ditamt}ah
dengan:
I trntrrlz indrrctri lrenrna d;^--- ^li- --^,1"I.-] /fl^--, ^L^* ^f
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production; dilengkapi dengan pe njelasan detailuraian prose s
produksi dengan mencanrumkan jenis bahan baku;

2. untuk sektor jasa. berupa uraian kegiatan ].ang akan dilakukan
dan penjelasan produk jasa 1.ang dihasilkan;

3. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila
dipersvaratkan;

4. Dokumen pendukung lainnya;
Xl.Apabiia teq'adi perubahan nilai. investasi, luas tanah atau tenaga

kerja, ditambah dengan:
1. Alasan detil dan jelas mengenai perubahan dari pimpinan

perusahaan;
2. Dokumen pendukung lainnya.

Xll.Apabila terjadi perpanjangan masa berlaku, ditambah dengan:
1. Bukti progress kegiatan yang dilakukan perusahaan selama ini
2. Alasan detil dan jelas mengenai permohonan perpanjalrgan jangka

r,r,aktu penyelesaian proyek dari pimpinan perusahaan
3. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan
4. Dokumen pendukung lainnya.

Persyaratan untuk masing-masing jenis lzin usaha dan Pembukaan
Kantor Perwakilan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Perka BKPM
No. 13 Tahun 2A17 tentang pedoman dan tata carapeitzinan penanaman
modal.

Pelaganan Secara. Manual/luring :
a. Petugas Pendaftaran menerima berkas permohonan dengan

dokumen pendukungnya dari penanam modai, bagi perusahaan
yang belum berbadan hukum Indonesia ditandatangani di atas
materai cukup oleh caion pemegang saham atau kuasanya dan
yang telah berbadan hukum Indonesia ditandatangani di atas
meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempei
perusahaan, sebagai pemohon;

b. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan
sesuai yang dipersyaratkan dan menyesuaikannya dengan
dokumen asli yang dibawa oleh pemohon. Jika lengkap dan benar,
maka pedaftaran akan diregistrasi dan pemohon akan ditrerikan
tanda terima.

c. TIM Teknis Penanaman Modal melakukan pengkajian penerbitan
izin sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Untuk permohonan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, tidak dapat diproses iebih lanjut
dan akan diberikan surat penolakan.

e. Berkas permohonan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundalg-undangan, akan diteruskan ke Back Office / Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan, untuk prose s pencetakan izin.

f. Izin yang telah dicetak diverifikasi oleh Kepala Bidang Penanaman
Modal dan diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani.

g. Izin yang telah ditandatangani dikembalikan ke Bidang
Penanaman modal untuk di beri Nomor, Cap Stempel dan di
arsipkan.

h. Petugas informasi menghubungi pemohon untuk mengambil
perizinannya di loket penyerahan.

i. Petugas loket penyerahan menyerahkan berkas tzin kepada
pemohon, setelah terlebih dahulu memeriksa keabsahan pemohon
sesuai berkas pendafatarn izin.

Pelaganan secora ontine m-elalui SPTPISE /Daring:
a. Petugas SPIPISE menerima permohonan pendaftaran penanamart

modal dari calon penanarn modal dilengkapi dengan dokumen

Sistem. makenisme dan



spipise.bkpm.eo.id, .

di s'ebsite 
-\ arrg sarna

name dan kata kunci

setelah sebelumn-r-a
untuk mendapatkan
(passu-ord)

melakukan pendaftaran
hak akses, berupa user

b. Jika dokumen pendukung telah lengkap, pemohon d.apat
mencetak tanda terima melalui user acooun masing-masing
Jika dokumen pendukung belum lengkap dan benar, maka
petugas SPIPISE akan berkomunikasi dengan penanam modal
secara elektronik di portal BKPM
Jika penanam modal tidak dapat melengkapi dokumen
permohonan, maka penyeienggara Frfsp dapat menolak
permohonan izin daiam waktu 3 hari keq'a sejak permohonan di
terima, yang disampaikan melalui surat elektronik.
Jika Permohonan yang telah dinyatakan lengkap, maka investor
akan mendapatkan pemberitahuan secara elektronik maupun
telepon, agar melakukan validasi ke DpMpTSp dengan membawa
dokumen asli.
Jika dokumen tidak valid, maka investor akan menerima ernail
penolakan.
Jika Dokumen dinyatakan valid, maka akan d.iproses rebih ranjut
oleh TIM Teknis Penanaman Modal untuk pengkajian penerbitan
tzin.
Jika dalam proses pengkajian ini terdapat hal yang menyebabkan
permohonan tidak dapat dilanjutkan, maka investor akan
menerima email penolakan, jika tidak maka akan dilanjutkan ke
proses pencetakan dan pengesahan izin.
Petugas SPIPISE menyampaikan pemberitahuan persetujuan
permohonan perizinan secara elektronik ke alamat email
pemohon.
Pendaftaran Penanaman Modal yang telah dicetak, selanjutnya
ditandatangani dan dinomor secara elektronik sesuai peraturan
yang berlaku.
Pendaftaran penanaman modal yang tefah disahkan juga dapat di
cetak sendiri oleh pemohon melalui akun pengguna yang terdaftar
di SPPISB, atau dapat di ambili langsung ke loket penyerahan di
Front Office PTSP, dengan menunjukkan tanda terima.
catotan: Penanam Modal yang menyampaikan permohonan
secara daring/ online maupun manual dapat mengajukan
permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan sepan;ang
kewajiban yang tercantum dalam Izin sebehr-rw te'leh rlinenrrhi

C.

d.

e.

h.

1.

J.

k.

3! Jangka waktu pelayanan
Maksimal Zt'an kerja, sejak berkas permonon@
dan benar.

4) Biaya l'farif
Rp. 0,- {Bebas Biaya)

5) Produk Pelayanan
I'enctaltaran Penanaman Modal dengan Masa berlaku sama dengan
Jangka waktu Penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam izrn
Prinsip. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat hiberikan 1 {satu}
y-mpai 5 {lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha, dapai
diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digitat dalam
format PoertaLrle document format {pDF} dan dilingkapi dengan
lembar pengesahan, atau juga dapat di cetak di atas kertas F4 1oo
gram, resmi dengan tandatansan dan can stemne.l hnseh

6l Peaauganan Peqgaduan, saran dan masukan
a- Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang

Pengendalian, penga\\.asan dan pengaduan atau staf lokei
pengaduan di lingkungan DPMPlsp yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
saral dan adual disampaikan melaiui loket pengaduan, kotak
QArqtl q\{q 'I'elamr Fo=-i-.ii- ,-l^- ^--^.it -,^-- }^r^L ):^:^-'1' - ,-

b.
SaIan- S\,fS Telerx-rn Faxirnile dqn cmqil folaL' 

^i6i^ht.^-
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C.

DP\{P]-SP.
Saral dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengadual akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari keqa sejak pengaduan diterima

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal
(mcnuJacrunng)
1l Dasar Hukum

a. UU Nomor 25 Tahun 2OAT Tentang Penanaman Modal
b. UU Nomor 40 Tahun 2OA7 Tentang Perseroan Terbatas
c. UU Nomor 25 Tahun 2A09 Tentang Pelayanan Publik
d. UU Nomor 2A Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah
e. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
f. Perpres No 16 Tahun 2Ol2 Tentang Rencana Umum Penanaman

Modal
g. PP Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupate n I Kota;

h. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2OO7 tentang Dinas
Koordinasi Penanaman Modal;

i. Perpres No 39 Tahun 2OL4 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di
Bidang Penanaman Modal

j. Perpres No 97 Tahun 2AL4 tentang PTSP
k. Perka BKPM No 4 Thn 2AL4 tentang SPIPIStr
i. Perka BKPM No. 13 Tahun 2Afi tentang Pedoman

Penyelenggaraan Perizinan dan fasilitas penanaman modal.
m. PtrRATURAN PERUNDANG.UNDANGAN MASING-MASING SEKTOR

USAHA
n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 15 tahun 2Ol4 tentang pedoman penyusunan
Standar Pelayanan

o. Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

2! Sarana dan prasaratla, d,anl atau fasilitas
Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip,
Wffi, a-lat penyimpanan data (datatrase), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahaa Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang setver, ruang keda, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontroi, ruang entry
data, gudalg arsip.

Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis. sararla hibural TV dan akses internet

3l Kompeteasi Pelaksana
a. Pendidikan sekurang-kurangnr.a SLTA dan

Sertjfikat Sen'ice Excellent bagi Petugas Pelavanan
telah memiliki
di DPMF"ISP

d.

D^-.I;l:1-^- O^1.,,-^-^^ 1.,,-^----^ O 1 J^.^ .-^.-^1^^*.: r^-^^.. 1-^:1-



C.

d.

berbagai regulasi te.tait
Plp.t mengoperasikan komputer dengan baik
Minimal prnah mengikuti Bimtek Dasar SPIPISB

Interual
Pengawasan Internal d

tnpjT-,1:1.-1"..1" b.elkata o1.l rlrvr F*"g"*r" rnternal yansdibentuk dan ditugaskan khusus oleh
Jumlah Pelaksana

Minimal 2 orang di Front Office pTSp
Minimal 5 orang termasuk Kepala Dinas di Back oflice

a
b

6) Jaminan pela
Permohonan Izin 

- 
akan d

operational Prosedur (sop) dan standar pelayanan (sp) yars berlaku,dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan danatau pelaporan sesuai dengan peraturan pe.undang-unoangan yang
berlaku.

Jamina4 Keamanan dan X;selamatan
Setiap pemohon ytrs ;
mendapatkan jaminan keamanan selama di iuang perayanan (frontoffice), termasuk keamanan berkas permohon; -;;;;' o[;;:berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
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2. UETX LITGIfi'TGAff HIDI'P
Izin Lingkungan adalah izin 1-ang diberikal kepada setiap orang .vang
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan ,vang uajib Amdal atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh |i1ri Usaha danl ata:u Kegiatan.

A. standar Pela5ranan terkait proses penyampaian pelayanan {seruice
detiae

i.

Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front Offi.ce DPMPTSP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa I
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;
Staf l,oket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan izlrr dan pemohon diberikan bukti
pendaflaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikemtralikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di veri{ikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan biia diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izin kepada Kepaia DPMprsp selaku koordinator TIM
Teknis.
untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk d.iterbitkan surat
penolakannya.
untuk permohonan izin yang diterima, maka akan d.iteruskan ke
seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izin.
Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMprsp,
di cap stempel dan diarsipkan di seksi pengeloiaan Data dan
Sistem Inforrnasi.
Petugas loket informasi menghutrungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahwa iztnnya telah seiesai dan dapat di ambil di loket
penyerahan.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan teriebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

1.

waku

d.

e.

a.

b.

ob.

h.

J.

k.

a. Formulir Permohonan
b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha Lrerbadan hukum
c. Fotocopy KTPI Passport Penanggung jawab/Pemilik
a. Dokumen AMDAL atau Formuiir UKL-UPL
b. Surat Keputusan Kelayakan LH untuk AMDAL atau Rekomendasi

untuk UKL-UPL
Sistem. makenisme dan

Maksimal 7 i;rai keq'a, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
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l-ang beriaku selama usahalkegiatan masih
lidak ada perubahan, dicetak diatas kertas F4 80

resmi de tanda tan dan cap stempel basah.
saratr daa masukan

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan

Produk Pela
ldn Llngkungan
berlangsung dan
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Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPISP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPISP.
Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatrrya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima

n
1l Dasar Hulnrm

a. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan hidup

t). UU No. 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah
c. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang lzir.

Lingkungan
d. Permen LH Nomor 15 tahun 2OlA, tentang Persyaratan dan

tatacara license komisi penilai AMDAL
e. Permen Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2Ol2 Tentang Jenis

Rencana dan Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki ana-lisi
mengenai dampak lingkungan hidup

t. Permen LH Nomor 16 tahun 2Al2 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen LH

g. Perrnen LH Nomor 17 tahun 2AL2 tentang Pedoman Keterlibatan
Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup
de.rtlzin Lingkungan

h. Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana
Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta
Penerbitan Izin Lingkungan

i. Permen LH 3O/2OO9 Tentang Tata lakasana Perizinan dan
Pengawasan PLB3 Serta pengawasan pemulihan akibat
pencemaran LB3 oleh Pemda

j. Perbup Kabupaten Luwu Tirnur No. 56 tahun 2Ol7 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

2l Sarana dan prasarana, danal atau fasilitas
Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, Prktter,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, l,emari Arsip,
Wifi, alat penyimpanal data {database), aiat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan. rllang pela,vanan? ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
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Parkrr Gratis, sa-rana hiburan TV dan akses internet.
3l Xompeteas

a. Pendidik
sertiflkat service Excelrent bagi petugas pelayanan di DpMprspa. Pendidikan Sekurang-kurang s1 dan telah mengikuti Bimtek
Andal, UKL-upL dan Lingkungan Hidup bagi rim Teknis yang
ditempatkan di pTSp

4l Pengawasan Internal
Pengawasa
pimpinan dan secara berkala oleh rinn penga*as internai yang
dibentuk dan ditugaskan kbusus oleh Kepala DpMpTSp

5l Jumlah Pelaksana
a) Minim
b) Minimal 3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimal2 orang TIM Teknis dari SKPD terkait
Jaminan Pelayanan
Permohon"n
operational Prosedur (Sop) dan stand,ar pelayanan (spi Gns berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyalnpaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-unaangan yang
berlaku.

6l

7l Jaminan Kearyranan dan Kesel"@
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang t@
mendapatkan jaminan keamanan selama di iuang pelayanan {frontoffice), termasuk keamanan berkas permohonan seiam* proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta

_ pelayanan.yang tepa_t waktu.

Kesesuaian proses pelayanan te.hadap aa,
{sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu cintrol,
penyelenggaraal lurvey Kepuasan Masyarakat {sKM) dan aka,
dievaluasi minimal setiap 6 bulan obh bpuprsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal Lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan Oi puOtit<asikan dan diiaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.
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3. IZIT PERLITDINTGAT DAT PETGELOLAA.r LIGIfi'lTGAtr IIIDI'P {PPLH}rd', perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ]-ang seLanjutnl,a
disebut lzin PPLH adalah izin r-ang diterbitkan pada tafrap oper:asional usaha
sebagai pers\-aratan iztrl lingkungan dalam rangka perlindungan d.an
pengeloiaal lingkungan hidup.

Izin PPLH antara lain meliputi :

1. Pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
2. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke penyimpanan sementara

limbah 83;
3. Pengumpulan limbah 83;
4. Pemanfaatan limbah 83;
5. Pengoiahan limbah 83;
6. Penimbunan limbah B3;
7, Pembuangan air limbah ke laut;
8. Dumping ke media lingkungan;
q. Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi dan emisi;
1O.Dan/atau pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke

lingkungan.

A. Standar Pelayanau terkait proses penyampaian polayanan (Senfice
del

Pemohon mendapatkan informasi dan m@
pendaftaran di Loket Informasi Front office DpMprsp, atau melalui
tempat-tempat -vang telah ditentukan, seperti kantor Desa IKelurahan, Kecamatan dan juga meiaiui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersr-aratkal dan menvetorkannya ke loket pendaftaran;

a. Formulir Permohonan
b. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
c. Rekomendasi UKL-UPL
d. Izin-:u;irr terkait izin PPLH yang dimohonkan
e. Hasil pemeriksaan Laboratorium yang terakreditasi
f. Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup

bidanglsub-bidang kegiatan pengelolaan limbah 83 sesuai izin
yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan
penimbunan limbah B3);

g. Izin Lokasi; surat izin usaha perdagangan {sIUp} Izin Mendirikan
Bangunan {iMB);h Foto copy Asuransi pencemaran lingkungan hid"up;

i. Memiliki Laboratorium analisis atau alat analisa limbah 83 di
lokasi kegiatan;

l. Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengeloiaan LB3;k. Keterangan tentang Lokasi {Nama tempat/1etak, luas, titik
koordinat);

1. Daftar Jenis-jenis limbah 83 yang akan dikelola;
m. Jumlah limbah 83 {untuk peq'enis limbah B3) yang akan dikelola;n. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
o. Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;p. Flowsheet lengkap proses pengelolaan timbah 83;q. uraian jenis dan spesilikasi teknis pengelolaan dan peralatan

yang digunakan;
r. Perlengkapan sistem tanggap darurat;
s. Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan 1imbah 83 fasa

cair.

2 makenisme dan
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permohona].l.
pendafiaran
pendafrarax:

jrha dinr atakan lengkap.
permohonan utn dan

maka rlitakukan registrasi
prmohon diberikan bukti

d. Jrka belrrm lengkap, maka berkas permohona, Lidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan vang telah dinyatakan lengkip cliteruskan keseksi Administrasi perizinan dan Non perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan -yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu pintu 

-yang ada di Back Oflice, untuf
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ad,a, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonai ir*yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izrn kepada Kepala DpM},rsp selaku koordinator TIM
Teknis.

ob.

h. untuk permohonaniztrtyang ditolak, akan dikembalikan ke BidangPelayanan Terpadu satu pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.

i. untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan keseksi Pelayanan perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
Air:.

j. Izin yang telah d,icetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMprsp,
{1 ""p stempet dan diarslpkan di set<si pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.

k. Petugas ioket informasi menghubungi pemohon, merryampaikan kepemohon bahwa izinnya telah selesai dan dapat di ambil di loketpenyerahan.

kesesuaian identitas hon.

kepada pemohon
pendaftaran d;

L Petugas Loket penyerahan menyerahkan Izin
dengan terlebih rlahuiu memeriksa bukti

B. standar Pelal'alan terkait proses pengelolaan pelayanan internai(manufachtrina)
I 1l Dasar Hukum

@sejakue
Rp. O,- {Bebas Bi

Sertifikat lzin ppLH yt
berlangsung dan tidak ada perubahan, dicetak diatas kertas F4, 100m, resmi dengan tan4a tangan dan cap stemnel.

saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan m
Pengendalian, pengawasan dan per.gadua, atau staf loket_pengaduan di lingkungan DpMprsp yans ditunjuk oleh KeparaDinas.
saran dan aduan disampaikan melarui loket pengaduan, kotaksaran, SMS, Telepon, Faximile, dan emait yang telahdisiapkanDPMpTsp .

saran dan aduan segera ditangani dan ditind,aklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penangilnan pengaduan
selamtrat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja *"3*t pe"ngaduan diterima
dengan lenskao.
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b.
C.

d.

UU \omor 32 Tahun 20
Penge lolaan Lingkungan
UU \omor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintahan Daerah
PP Nomor 27 Tahun 2Ol2 Tentang lzin Lingkungan
Permen LH No 14 Tahun 2010 Tentang-ookrlmen Lingkungan
Hidup Bagi usaha Dan/Atau Kegiatan vang Terah Memiliki Izin
U.saha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup
Permen LH No 0s rahun 2orz rentang Jenis Rencana usahaDan/Atau Kegiatan yqrg wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup
Permen LH No 16 Tahun 2aL2 Tentang pedoman penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup
Permen LH No 17 Tahun zolz rentang pedoman Keterlibatan
Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hid,up
Dan lzin Lingkungan
Permen LH Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan
Hidup
Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana
Penilaian Dan Femeriksaan Dokumen Lingkun[an Hid.up serta
Penerbitan Izin Lingkungan

ob.

h.

2l Sarana dan ilanl atau fasilitas

Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
{omputer server, scanner, ccrv, Kamera, proyektor, Lemari Arsip,Wjt, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, ,f"i
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.

Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan,. ruang pelayanan, ruang pengaduan, **.r[penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang end
data, gudang arsip.

Fasilitas:
Media informasi da, pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hibl*an TV dan aksis internet

Pelaksana
Pendidikan sekurang-Ur.rr*
sertifikat service Bxcellent bagi petugas pelayanan di DpMrrsp
Pendidikan sekurang-kurang D3 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi terkait Lingkungan Hidup bagi Tim retcnis yang
ditempatkan di pTSp
Dapat mengoperasikan komputer

Pengawasan Internal
pimpinan dan secara

dilakukan langsung oleh masing-masing
Internal yangberkala oleh TIM pengawas

dibentuk dan di n khusus oleh Ke
5| Jumlah Pelaksana

Minima_l 2 orang di Front Office ffSp
Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
Minimal 1 orang TiM Teknis dari SKPD terkait

a)
b)
c)

6| Jaminaa Pela
Permohonan Iztrt akan diproses minimal sesuai dengan Standar
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dan jika tidak sesuai, pemohon
atau pelaporan sesuai dengan
berlaku.

dapat menyampaikan pengaduan dan
peraturan perundang-undangan yang

7| Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelavanan
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang teiah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanam selama di ruang pelayanan {front
Oflice), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, l:lak atas informasi serLa
pelayanan yang tepat waktu.

8l Evaluasi kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar Pelayanan
(SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang releval.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati seiaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintah Daerah.
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4. AETX LOKASI
Izir;l l,okasi adalah iztr, )-ang diberikan kepada perusahaan untuk
memperoleh tanah ]'ang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang
berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah
tersebut gLlna keperluan usaha penanaman modaln_va.

A. Standar Pela5rauan terkait proses penyampaian pelayatran {Seruice
de

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di Loket Informasi Front Office DPMPISP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa I
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas

f.

permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan iztr, dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
{daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
veri{ikasi keiengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutrrya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan tzin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izin kepada Kepala DPMPISP selaku koordinator TIM
Teknis.
Untuk permohonan izkr yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.
Untuk permohonan izin,vang diterima, maka akan diteruskan ke
Seksi Pelar.anan Perizinan dal Non perizinan untuk pencetakan
izrr..
Izin r-ang telah dicetak akan ditandatansani oleh Kepaia DPMP|SP.

d.

e.

ob.

t-r-
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a. Surat Permohonan
b. Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan bagi yang

berbadan hukum.
c. NPWP Perusahaan
d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
e. Fotocopy Surat Persetujuan Presiden / Kepala BKPM bagi yang

menggunakan fasilitas PMAIPMDN atau fotocopy Persetujuan
Prinsip dari Pemerintah Daerah untuk badan usaha yang tidak
menggunakan fasilitas penenaman modal.

f. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembebasan
tanah danlatau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik
tanah atau yang berhak di atas tanah.

g. Perlimbangan Teknis dari BPN
h. Surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah dan Camat
i. Uraian / Garis Besar rencana proyek
j. Gambar / Sketsa tanah yang dimohon
k. Fotocopy Surat / Dokumen Status Hak Tanah / Bangunan dalam

bentuk Sertifikat / Akta Tanah / Sewa / Kontrak
makenisme dan

h.
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Sistem ln-formasi.
k. Petugas loket informasi menghubungi pemohon, men]'ampaikan ke 

i

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal
maflu

a. UU Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang pemerintah Daerah
b. undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2ol2 tentang pelaksanaan

undang-undang Nomor 25 Tahun 2oog tentang peLayanan pubrik;
d. Peraturan Kepala Dinas Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pedoman Pertirnbangan Teknis pertanahan dalam
Penerbitan Izin l,okasi, Penetapan Izin Lokasi dan Izin perubahan
Penggunaan Tanah

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2AL4 tentang pedoman
Standar Pelayanan;

f. Permen Agraria dan tata ruang No. 5 tahun 2015 tentang Izin

Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 tahun 2Ol2 tentang RTRW
Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2O7Z tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Keputusan Bupati Luu'u Timur Nomor 298 Tahun 2AL7 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu IDPMF"ISP) Kab. Lurnu Timur tahun 2017

San'ana den

Reformasi
Penetapan

l.

pemohon bahrva izinnl'a telah selesai dan dapat di ambil di ioket
penYerahal.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebitr dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

3) Jangka waktu pelayanan
Maksimal
lengkap.

l0 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan

4l Biaya I Tarif
Rp. 0,- {Bebas Biaya}

5) ProdukPelayanan
Surat Izin l,okasi dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun di cetak di atas
kertas F4 80 gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel
basah.

6| Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan
DPMPTSP .

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari keda sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

1l Dasar Hukum

Saaaa.

rasarana daal atau fasilitas



Komputer Sener, Scanner, CCTV,
Wifi, alat pent-impanan data

Kamera, Prot'ektor, l.emari Arsip, 
:Wfr, a lat penlimpanan data (database), alat kontrol, alat

teiekomunikasi, sarana kebersihan dal keindahan Kantor.
Prasaraaa:
Instalasi listrik, teipon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu Lrer AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetqnsi Pelaksana
a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki

sertifikat service Excellent bagi Petugas pelayanan di DpMF"tsp
b. Pendidikan sekurang-kurangnya sl dan memahami dengan baik

berbagai regulasi terkait Surat lzin Iokasi bagi Tim Teknis yang
ditempatkan di PTSP

c. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
4) Pengqwasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan l;angsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh rIM pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DpMpTSp

5| JumlaL Pelaksana
Minimal 2 orang di Front Office PTSP
Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkaitC

a)
b)

6| Jaminan Pelayanan
Permohonan rztn akan diproses minimal sesuai dengan standai
operational Prosedur (soP) dan standar pelayanan (sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7l Jaminan Keamqqan dan Keselamatan pelayanan
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jarninan keamanan selama di ruang pelayanan (front
office), termasuk keamanan berkas permohonan- selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
peiayanan yang lepat waktu.

8) Evaluasi kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap sop aan standar pelayanan
(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan survey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DpMr/rsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak trksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan d,i publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.
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5. EIT UEIIDIRII(A.r BATGInTA1T
lzin \fendirikan Bangunan ]-ang selanjutnr-a disingkat IMB adalah perizinan
]-ang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung
fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubatr, memperluas, mengurangi, dan/atau
merarvat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis _vang berlaku.

A. standar Pela5ranan terkait proses penyampaian pelayanan (seruiee
de

f.

Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Forrnulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front Office DPMPTSP , atau
melalui tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa
/ Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;
Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
per:rnohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan izirl dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan iengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di Lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas yang telah diverifikasi diteruskan ke Bidang pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk menentukan
bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selarq'utnya
melakukan kajian teknis terhadap permohon an izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan dan atas dasar tersebut
menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izkt kepada Kepala DPMPTSP selaku koordinator
TIM Teknis, membuat dan menandatangani BAPL.
Untuk permohonan :u;in yang ditolak, akan dikembalikan ke
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya dan disampaikan ke pemohon sesuai dengan
standar u,aktu yang ditentukan.
Untuk permohonan idn !'ang diterima, maka akan diteruskan ke
Bendahara Penerima untuk dilakukan penghitungan retribusi dan
pencetakan SKRD.

l.

b.

C.

d.

e.

ob.

h.

a. Surat Permohonan
b. Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan bagi yang

berbadan hukum.
c. Pasfoto warna ukuran 4 x 6 cm
d. Bukti Kepemilikan tanah/lahan
e. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan untuk yang berbadan usaha
f. Fotocopy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan {PBB) tahun

terakhir
g. Surat Keterangan / Persetujuan tidak keberatan dari tetangga

diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Carnat
h. Gambar I Denah Lokasi
i. Gambar bangunan baru atau gambar bangunan lama bagi

pemohon IMB lanjutan
j. Surat Pernyataan tidak akan merubah bangunan
k. Dokumen ANDALLALIN untuk bangunan tertentu
l. Fotocoov NPWP
Sistem, makenisme dan

lqggas Loket Informasi di Front Office menghubungi pemohon,
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Braya I Retribusi dihitung
adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Pembangunan
Lah x Nilai Bangunan
Banngunan Baru.

retribusi dan meminta pemohon untuk
di Bark ]-ang ditunjuk oleh pemerintah

berdasarkan perda no. 6 tahun 201.2,

Gedung Bangunan Baru :

per m2 x Luas Bangunan x Indeks

m.en-r-ampaikan
membar arkan
Daerah.

besaran
retribusi

k. Bendahara Penerimaan Menerima bukti pembayaran retribusi dari
Pemohon

1. seksi Pelal'anan perizinan dan Non perizinan melakukan
pencetakan izin.
rzin yang telah dicetak akan ditanrlatangani oleh Kepala
DPMPTSP, di cap stempel dan diarsipkan di seksi pengeloiaan
Data dan sistem Informasi dan diteruskan ke loket penyerahan.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan lzin t<epaaa pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pend,aftaran, bukti
pembayaran dan kesesuaian identitas pemohon.

m.

n.

b. Retribusi IMB untuk perubahan/ Rehab Bangunan :

loh x Nilai Bangunan per m2 x Luas Bangunan x Indeks
Balgunan Rehab/ Renovasi

c. untuk bangunan dengan konstruksi khusus, meliput tower,menara air, kolam renang, pertamina/ SPBU,
Dermaga/Pelabuhan dan bangunan peiengkap lainnya, Kilang
minyak, bangunan industri {pabrik), DAM, Bangunan pengeloiaan
air dan jembatan di hitung berdasarkan Rencana enggaran Braya
(RAB) dikalikan g,S o/o.

f4qEL INDtrKS BANGUNAN BERDASARKAN FUNGSI BANGUNAN :
FUNGSI
BANGUNAN

JENiS BANGUNAN INDBKS
BANGUNAN
BARU

INDBKS
BANGUNAN
REHAB/
RENOVASi

Hunian a. Rumah Tinggal
Tlrnggal Sederhana,
meliputi rumah inti
tumbuh, Rumah
sederhana sehat,
dan rumah deret
sederhana

b. Selain Rumah
Tinggal Tunggal
Sederhana dan
Rumah Deret
sederhana

:. Pagar

0,05

0,50

0,00

0,025

o,25

0,00
Keagamaan la. Mesjid/ Mushola,

I Gereja, Vihara,
i Klenteng, pura dan
I bangunan
I pelengkap
i keagamaan
b. Pagar

0,00

0,00

0,00

00

waktu
hari keq'a, sejak berkas permohonan d,inyatakan

Tarif
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Komersial,
\{odern,
Rukan.

Pasar
Ruko,
Malll

B. Standar Pelayanan terkait proses pengeloraan pelayanan internal
manu

a. Undang-undang No. 23 tahun
b. Undang-undang No.28 tahun

Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 28

Gedung;

2014 tentang Pemerintahan Daerah
2OAg tentang Pajak dan Restribusi

Tahun 2OO2 tentang Bangunan

undang-undang Nomor 26 Tahun Zoar tentang penataan Ruang;uu Nomor 1 Tahun 2afi Tentang perumahan dan Kawasan
Perumahan
PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang peraturan pelaksanaan uu
Nomor 28 Tahun 2OO2
PP Nomor 88 Tahirn 2Ol4 Tcntqno Pemhinoo- Don-,^r^-^

Sosial dan
Budaya

Supermaket, Hotel
dan restoran

b. 1,00 0,50
a. Iiangunan Gedung

Kantor Milik
Negaral Daerah,
meliputi bangunan
gedung kantor
lembaga eksekutif,
legislatif fan
judikatif

b. Pagar
c. Selain Bangunan

gedung milik
negara/ daerah

0,00

0,00
1,00

1,00

0.00

0,00
0,50

0.50
Gandal
Campuran

a. Hotel-apartemen-
mall- shopping
center-sport hall,
hiburan, dsb

b. Pagar

4,00

1,00

2,00

0,50

Produk
Surat Izin Mendirikan Bangunan trerlaku
dan tidak ada perubahan, dicetak di atas kertas F4, 100 gram, resmi

n tanda tangan dan Ca
saf,an dan masukan

Pengaduan, saran, dan masut an Oitang@
Pengendalian, pengawasan dan pengad,uan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DpMprsp yang ditunjuk oieh Kepala
Dinas.
saran dan aduan disampaikan melalui roket pengaduan, kotaksaran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari keg'a seiato pJngaduan diterima

1l Dasar Hukum
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h. Permendagri \omor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian
lzin Mendirikan Bangunan

i. Permenpera Nomor 10 tahun 2Ol2 Tentang penyelenggaraan

J.

1.

Perumahan dan Kal+'asan Pemukiman dengan Hunian Berimbang
sebagaimsla telah diubah dengan Permenpera Nomor 7 Tahun
20 13;
Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 tentang
Izin Mendirikan Bangunan
Perda Kabupaten Luu.u Timur No. 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Perda Kab. Luwu Timur Nomor 6 tahun 2011
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2OLZ tentang Garis
Sempadan
Perda Kabuapaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2Al2 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 21fi tentang
Pendelegasian Kewenangan Peiayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor298 Tahun Z}fi tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu {D Kab. Luwu Timur tahun 2Ol7

m.

k.

n.

o.

2f Sarana dan prasarana, danl atau fasilitas
Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, GPS, Alat Ukur, Proyektor,
Lemari Arsip, Wffi, alat penyimpanan data {database), Kendaraan
Operational, alat kontrol, aiat telekomunikasi, sararla kebersihan dan
keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang peiayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3) Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki

Sertifikat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DpMpTSp
b. Pendidikan sekurang-kurangnya s1 dan memahami dengan baik

berbagai regulasi dan ketentuan terkait surat Izin Mendirikan
Bangunan {IMB) bagi Tim Teknis yang ditempatkan di Frfsp

c. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik
4! Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TiM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DPMPTSP

5| Jumlah Pelaksana
a) Minimal 2 orang di Front Office F"|SP
b) Minimal 3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimal4 orans TIM Teknis dari SKPD terkait

5l Jatninara Pelavanan
Permohonan lzan akan diproses minimal sesuai dengan Standar
Operational Frosedur (SOP} dan Standar Pelayanan (SP) -yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat men]'ampaikan pengaduan dan
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Setiap pemohon ] ang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jamin2n keamanan selama di ruang pelayanan (front
Office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung tringga kepada terbitrrya iztn, t'ak atas informasi serta

teoat waktu.
Evaluasi kine
Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar Pelayanan
{SP} akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 buian oleh DPMPISP bersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak Bksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintah Daerah.
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6. UTTX PIUBATGUIIA.r DAX PEIIGEUBAIIGAT XAWASAIT PERilI'I(IMAIT
DAIT PERI]UAHAT
Izin Pembalgunan dan Pengembangan Karvasan Permukiman dan
Perumahan adalah perizinan ]'ang diberikan untuk pengendalian kegiatan
Pembangunan Perumahan dan Karvasal Permukiman yang meliputi suatu
proses untuk untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Perumahan dan
Kanvasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan,
pembangunal, dan pemanfaatan.

A. Standar Pelayanan terkait proses pcnyampaian pelayanan (Seruiee
de

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front OfIice DPMPfSP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa I
Kelurahan, Kecamatan dan juga melaiui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan izirr- dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
{daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
Seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di veri{ikasi diteruskan ke Bidang
Peiayanan Terpadu Satu Fintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan trentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menertritkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan tdn kepada Kepala DPMPISP selaku koordinator TIM
Teknis.

h. Untuk permohonan izin )'ang
Peliavanan Terpadu Satu
penolakann-r-a.
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d.

e.

f.

atb'

ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pintu untuk diterbitkan surat

a. Mengisi formulir yang disediakan
b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan;
c. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan;
d. Fotocopy SruP, TDP, IUJK, NPWP;
e. Fotocopy Izin l,okasi;
f. Fotocopy Sertifikat/ Surat Kepemilikan Tanah;
g. Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar;
h. Rencana (site plan) Dan Jadwal Kegiatan;
i. Dokumen Pengelolaan Lingkungarl sesuai besaran;
j. Rekomendasi/ Keputusan Kelayakan Lingkungan/ Iztn Lingkungan

dari Dinas Lingkungan Hidu
k. Fotocopy STTS PBB;
1. Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan
m. Pernyataan Kesediaan memfasiltasi Tim Teknis ke Lapangan

{apabila diperlukan);

Sistem, makenisme dan
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B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal
|LU

a. Undang-Undang Nomor I Tahun 2}ll Tentang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman;

c.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2A14 Tentang Pembinaan
Penyeienggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2A16 Tentang Penyederhanaan
Perizinan Pembangunan Perumahan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor SIPRT/M/2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
Perda Kabupaten Luwu Timur No. 6 Tahun 2OL2 tentang
Perubahan atas Perda Kab. Luwu Timur Nomor 6 tahun 2011
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda Kabupaten Luvim Timur Nomor 5 tahun 2AL2 tentang Garis
Sempadan

7 Tahun 2A12 tentang

b.

d.

e.

ot'

Perda Kabuapaten Luwu
Rencana Tata Ruang dan
Perbup Kabupaten Luuu

Timur Nomor
Wilavah (RTRW)
Timur Nomor 56 tahun 2477 tentang

,: i-_ ^,-

zln \-ang tan z.ngaru oien i(epala u}'Mrlsr,
Seksi Pengelolaan Data dandi cap stempel dal diarsipkan di

Sistem Informasi.

1.

Petugas ioket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahw.a tzinnya telah selesai dan dapat di ambil di loket
penyerahan.
Petugas l,oket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

k.

3l Janeka waktu oelavanan
Maksimal 10 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan
lenskao.

4l Biava / Tarif
Rp. O ,- Gratis

5l Produk Pelavanan
Surat Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahanberlaku
selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan, dicetak di atas
kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan Cap stempel
Basah

6l PenangananPenuaduan. saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasall dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMffsP .

c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 {Tujuh) hari ke{a sejak pengaduan diterima
densan lenskao.

a.

b.

1l Dasar Hukum

h.



=r!I
iI
E
t
!I
t
it
ir
rI
!I
ir
!T
!T
ET

II
II
EI
ir
Ir
I

TI
IIrI
ts
5I
i

!r
IT
EI
Tr

b
Ir
ts

J. Keputusan BupaU Lugu Timsl Nomor 298 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Tim Tel<rris Pela].anan Perr2inan dan Ncn Perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dal Pelayanan Terpadu
Satu pintu {DpMpTSp) Kab. Luwu Timur tahun 2Afi

Saraaa dq.n atau fasilitas
Saraaa:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, lemari Arsip,
Wffi, alat penyimpanan data (database), aiat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapatlpertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis" sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki
Sertifikat Service Excelient bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
Pendidikan Sekurang-kurangnya 51 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi dan ketentuan terkait pembangunan dan
pengembangan perumahan bagi Tim Teknis yang ditempatkan di
PTSP
Dapat mengoperasikan komouter densan baik

4l Pengawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditusaskan khusus oleh Kepaia DPMPTSP

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimal2 orang di Front Office PISP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimal8 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

5l Jaminan Pelavanan
Permohonan lzin akan diproses minimal sesuai dengan Standar
Operational Prosedur {SOP) dan Standar Peiayanan {SP) yang beriaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang*undangan yang
berlaku.

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelavanan
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan {front
Oflice), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, lnak atas informasi serta
pelayanan yang tepat waktu.

8) Evaluasl kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelavanan terhadap SOP dan Standar Pelayanan
(SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat {SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMP|SP bersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan diiaporkan
secera tertuLis kepada Bupati seiaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintah Daerah.
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7. SERTIEII(AT I(EPETfILIKAIII BAITGI,rAII GEDIIITG (SI(BG)
Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung ]ang selanjutnva disingkat SKBG
ada-lah tanda bukti kepemilikan atas bangunan di atas barang milik
negara/daerah berupa tanah atau tanah u'akaf dengan cara selva

A. Standar Pelayanaa terkait proses penyampaian pelayanan (S,eruice
del

ratan
a. Foto copy KTP atau identitas diri
b. Foto cop,v Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
c. Foto copy Sertifikat Layak Fungsi Bangunan
d. kesepakatan dan/atau persetujuan dari kedua belah pihak dalam

bentuk perjanjian tertulis
kepemilikan dokumen IMB;
kesesuaian data aktual {terakhir) dengan data dalam dokumerr
status hak atas tanah; dan

g. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam IMB,
dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan gedung yang
semula telah ada/ dimiliki.

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front Office DPMPISP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumea
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas

f.

permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan izrr1, dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika beium lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
{daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan iengkap diteruskan ke
Seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Oflice, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, sela.njutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditoiaknya suatu
permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP selaku koordinator TIM
Teknis.
Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.
Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izin.
Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP,

di cap stempel dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.

i.

k. Petugas ioket tnformasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bah* a rzinnr a telah selesai dan dapat di ambil di loket
npn.-ero h o n

e.
f.

d.
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dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesua in n identjtas pemohon.

walrtrr
Maksimal 30 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan
len
Bia Tarif

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal

a. Undang-undang No. 23 tahun 2Al4 tentang Pemerintah Daerah
b. undang-undang No.28 tahun 2oog tentang Pajak dan Restribusi

Daerah.
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan

Gedung;
d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang penataan Ruang;
e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
f. UU Nomor 1 Tahun 2}ll Tentang perumahan dan Kawasan

Perumahan
g. PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang peraturan pelaksanaan uu

Nomor 28 Tahun 2OO2
h. PP Nomor 88 Tahun 2al4 Tentang pembinaan penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman
i. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang pedoman pemberian

Izin Mendirikan Bangunan
j. Permenpera Nomor 10 tahun 2AI2 Tentang penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimtrang
sebagaimana telah diubah dengan Permenpera Nomor 7 Tahun
2013;

k. Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 05/PRTIMr/2O16 tentang
izin Mendirikan Bangunan

i. Perrnen PU No. 2S/PRT/M /2AA7 tentang Pedoman Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Perbup Kabupaten Lur,,,u Timur Nomor 56 tahun 2017 tentang
Pendelegasian Keu,enangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu
Satu Prntu.
Keputusan Buoati Lug-u Timur ):omor 298 Tahrrn )O17 tentansr
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Gratis
5l Produk Pela

sertifikat kepemilikan Lrangunan gedung yang berlaku berdasarkan
masa berlaku surat tanah dan atau perjanjian tertulis, dicetak di atas
kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan Cap stempel
Basah

5 saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengav/asan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-Iamtratnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima

1l Dasar llukum

n.
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Satu Pintu PMPTSPI Kab. Lun u Timur tahun 2Al7
Sataga da-u danl atau fasilitas
Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, fumari Arsip,
Wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
date., gudang arsip.
Fasilitas:
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar Pelayanan
(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak trksternal lainnya yang relevan-
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan

!I
iItfI
bI
bt
F

dilaporkan
Pimpirran

Pelaksana
ffi-kurangnya SLTA dan telah memiliki
sertifikat service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPISP
Pendid"ikan Sekurang-kurangnya 51 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi dan ketentuan terkait Sertifikat kepemilikan
bangunan gedung bagi Tim Teknis yang ditempatlan di I/[SP

rasikan komputer densan baik
4 Internal

Penga*asan hternal dilakukan langsung oieh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal Yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DPMPISP

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimal 2 orang di Front Office PTSP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimal 8 orans TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan
permofronan lzin akan d"iproses minimal sesuai dengan Standar
Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

7l Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
Office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta

tepat waktu.
8l Evaluasl

Pemerintah Daerah.
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8. SERTIFII(AT I.AYAI( FMSGSI BATG{ITA.r

Serrifrkat l^ar ak Fungsi Bangunan selanjutnva disingkat SLFB adaLah
Sertjftkat ]-ang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecual.i untuk
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan
kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif
maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

A. Standar Pela5raaan terkait proses penJrampaian pelayanan (sentice
deli

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front Office DPMPISP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperLi kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, m'aka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan lzin dan pemohon diberikan Lrukti
pendaftaran;
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a. Berita acara telah selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai
IMB.

b. Laporan Direksi Pengawas lengkap (1 set) yang terdiri dari :

1. Fotocopy Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas
berikut Koordinator Direksi Pengawasnya ;

2. Fotocopy TDR/SIUJK Pemborong dan surat izi.n bekerja/SIPTB
Direksi Pengawas ;

3. Laporan lengkap Direksi Pengawas sesuai tahapan kegiatan ;
4. Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas bahwa

bangunan telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB.
c. Fotocopy IMB i1 set) yang terdiri dari :

1. Surat Keputusan IMB ;

2. Peta Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak
Bangunan (RTLB)/ Blokplan lampiran IMB ;

3. Gambar arsitektur, Struktur dan Instalasi Bangunan lampiran
IMB.

d. Hardcopy dan Softcopy Gamtrar As Build Drawing
e. Untuk bangunan Sedang dan Tinggi, selain dilengkapi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s/d 4, harus diiengkapi juga
dengan Rekomendasi dan Berita Acara dari Instansi terkait tentang
hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan, yang meliputi :

1. Instalasi Listrik Arus Kuat dan Pembangkit Listrik Cadangan/
Genset,

2. Instalasi Kebakaran isystem alarm, instalasi pemadaman api,
hydran, dsb.)

3. Instalasi Transportasi Dalam Gedung {Lift), Instalasi Tata Udara
dalam Gedung (AC)

4. Instalasi Penyalur Petir, dsb.
5. Untuk bangunan 1ama, khusus bangunan gedung sedang dan

tinggi pemeriksaan kelayakan struktur bangunan, f;asilitas dan
aksibilitas.

f. Foto bangunan,
g. Foto perkuatan utk keamanan bangunan parkir {Penahan ban mobil,

railing dan atau parapet).
h. Foto Sumur Resapan Air Hujan yang telah dilaksanakan disertai

gambar SRAH, ukuran dan perhitungan kebutuhan dan
Iaksanaannva.

makenisme dan nrosedur
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e. Berkas pcr:rohonan 
,\ ang teiah arn

Seksi -dci".i-i:istrasi perrzrna:r dal \on perrzrnan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dal kesesuaian berkas permohonan.

f. Berkas permohonax ]-ang telah di verifrkasi diteruskan ke eidang 
1

Pela

B. Standar Pelavanan terkait proses pengeloiaan pelayanan internal
(manufacturinot
1l Dasar Hukuu

a. Undang-undang \o. 23 tahun
b. Undang-undang No.28 tahun

Daerah.

2474 tentang Pemerintah Daerah
2009 tentang Pajak dan Restribusi

rela\-anar 'l'erpadu Satu pintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnva
melakukan kajian teknis terhadap permohonan tzin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izin kepada Kepala DpMprsp selaku koordinator TIM
Teknis.
untuk permohonan izinyang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu pintu untuk diterbitkan 

"r.ripenolakannya.
untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
Seksi Pelayanan perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
::.in.
rzin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepaia DpMprsp,
di cap stempel dan diarsipkan di seksi pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahwa winnya telah selesai dan dapat di ambil di loket
penyerahan.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pentlaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

J.

k"

1.

3l Jangka waktu pelayanan
rvraKslmal ru hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan
lenekao.

@
Sertifikat
berdiri dan tidak ada perubahan, dicetak di atas kertas p+,-too gram,

, Iesmi dengan tanda taryan dan Cap stempel Basah
6l r"r"rg"*"r P.rg"do*rr r*iffi

a. renga0uan, saran, clan masukan ditangani oleh Kepaia Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengad,ua, atau staf roket
pengaduan di lingkungan DpMF"tsp yang ditunjuk oleh Kepaira
Dinas.
saran dan aduan disampaikan meralui loket pengaduan, kotaksaran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

saran dan aduan segera ditangani dan ditindakianjuti untuk
diselesaikan.

b.

C.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 {Tujuh) hari kerja sejak pengaduar. dit*rima
dengan lenskap.
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Gedung:
Undang-L-ndang \omor
UU \omor 1 Tahun
Perumahan

26 Tahun 2OO7
20 i 1 Tentang

tentang Penataan Ruang:
Perumahan dan Karvasan

PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang peraturan pelaksanaan uu
liomor 28 Tahun 2OO2
PP Nomor 88 Tahun 2ol4 Tentang pembinaan penyelenggaraan
Perumahan dan Karvasan Pemukiman
Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang pedoman pemberian
Izin Mendirikan Bangunan
Permenpera Nomor 10 tahun 2al2 Tentang penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang
sebagaimana telah diubah dengan permenpera Nomor 7 Tahun
2AL3;
Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 05/pRT/Ml2016 tentang
Izin Mendirikan Bangunan
Permen PU No. 251PRT/M /2oa7 tentang Pedoman sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2OlT tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpad,u
Satu Pintu.
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298 Ta.hun 2OtZ tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu

ob.

h.

1.

J.

k.

m.

saru ymtu {DpM}vi'sp) Kab. Luwu Timur tahun 2aL7
2) Sarana dan prasarana;

Saranal
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, proyektor, Lemari Arsip,
Wifi, aiat penyimpanan data {database}, alat kontrol, alit
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keind.ahan Kantor.
Prasarana:
Instairasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Meclia informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan tetatr rnemiut i
sertifikat service Excellent bagi petugas peiayanan cli DpMF"lsp
Pendidikan sekurang-kurangnya s1 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi dan ketentuan terkait sertifikat Layak Fungsi
Bangunan Lragi Tim Teknis yang ditempatkan di pTSp
Dapat mengopelqsikan komputer dengan traik

4l Pengawasan Internqrl
Pengawasan Internal diiakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DpMpTSp

Jumlah Pelaksana

b) Minimal 3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimal 8 orang TIM Teknis dari SKPD terkait
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Jaminan Keamanan dffi

layanan yang tepat waktu.

Setiap pemohon S,""g

ffi*1lr*1r^11T*f1 lea-anar, "*tr**'di il;G- petayanan {fronto{fice), termasuk keamanan berkas p".*orrorr;1ll;;"ol;:;;
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta

Kesesuaian proses pei
{sP} akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,penyelenggaraafi lurvey Kepuasan Masyarakat 1s[il1 aa;";;;dievaluasi minimal setiap 6 

-bulan 
oleh bpuprsp bersama sKpDTeknis Terkait dan pihak-Eksternal lainnya yang .*t u"..Hasil Monitoring dan evaruasi akan oi purlur<isikan dan dilaporkanseca-ra tertulis kepada Bupati sehkl pembina dan nimpinanPemerintah Daerah.



9. strRAT rzrr USAEA PERDAGAnGA.r (srupl
surat lzln usaha Perdagangan -\-ang selan-iutn-r-a disingkat srLip surat rzin
-\ ang diberikan oieh pemerintali daerat 

-kepada 
pengusaha untukmelal<salakan usatra di bidang perdagangan dan jasa.

A. Standar Pelayarraa terkait proses penyampaian perayanan (senticedeliae
t

PENDAFTARAN BARU
Pentsahaan berbadan Hukum perseroan Terbatas {pfl :a. Surat Permohonan
b. Fotocopy akta notaris pendirian perseroallc. Fotocopy aktaperubahan pe.usahaan {apabila ada perubahan)d. Fotocopy sK pengesahan badan Hukum perseorangan Terbatasdari Kementerian Hukum & HAM.
e. surat pernyataan dari pemohon sIUp tentang Lokasi usahaPerusahaan
f. Fotocopy KTp pemiuk / Dirut / penanggung Jawab perusahaan
g. Pasfoto Penanggungjawab atau Diret<tur uLma perusahaan 3 x 4

Cln

Pentsa,In;aa:n Berbentuk Koperasi :
a. Surat Permohonan
b. Fotocopy Akta Notaris pendirian Koperasi _yang telahmendapatkan pengesahan dari Instansi berwinangc. Fotocopy KTp pemilik / Dirut I penanggung Jawar atau pengurus

Koperasi
d. s_urat pernyataan dari pemohon sIUp tentang Lokasi usahaKoperasi
e. Pasfoto Penanggungjawab atau pengurus Koperasi 3 x 4 cm

a. Surat Permohonan
b. Fotocopy Akta Notaris pendirian p-erusaha an / Akta Notar:is yangtelah didaftarkan pada pengadilan Negeri.c' Fotocopy KTp pemilik / penanggung Jawab atau pengurus

Perusahaan
d' surat pernyataan dari pemohon sIUp tentang r,okasi usahaPerusahaan
e' Pasfoto Penanggungjawab atau pengurus perusahaan 3 x 4 cm

Pentsahac;n Ua.ng berbentuk perorangan :a. Surat Permohonan
b. Fotocopy KTp pemilik / Dirut / penanggung Jawab atau pengurus

Perusahaan
Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang
Perusahaan
Pasfoto Pemilik atau penanggungjawab perusahaan

PERIVIOHONAN PTNDAFTARAIY ULAIT[G :a. Surat Permohonan
b. SIUP Asli
c. Neraca Perusahaan

terbatas)
d. Surat pernyataan

Perusahaan

C.

d.

{Tahun terakhir

dari Pemohon

Lokasi Usaha

3x4cm

khusus untuk perseroan

tentang Lokasi Usaha
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Pertnohona.n Pembukazn Kan*or cabang / perunkilan pettsaha-a.n:
a. Surat Permohonan
b. Fotocopr- SIUP Kantor Pusat Perusahaan -vang teLah dilegalisir oleh

Pejabat Penerbit SIUP
c. Fotocop-v Dokumen Pembukaan Kantor cabang / perwakilan

Perusahaan
d. Fotocoplz Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat penunjukan

sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang / perwakilan
Perusahaan

Permohonrl;n Pentbahan:
a. Surat Permohonan SIUP
b. SIUP Asli
c. Neraca Perusahaan (Tahun terakhir khusus untuk perseroan

terbatas)
d. Data Pendukung Perubahan
e. Foto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4

CII1

STUP YANG HILANG:
a. Surat Permohonan
b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
c. Fotocopy SruP yang lama (apabila ada)
d. Foto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm

STUP YANG RUS,4I(:
a. Surat Permohonan
b. SIUP Asli
c. Foto Pemilik atau Pe Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 cm

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formurir
pendaftaran di Loket Informasi Front office DpMprsp, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan merengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke ioket pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran rnemeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan iengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan iztrl dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak d"iregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Peiayanan Terpadu satu Pintu yang ada di Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
rnelakukan kajian teknis terhadap permohonan tzin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP selaku koordinator TIM
Teknis.

h. Untuk permohonan izin yang ditolak,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
penolakannva.

i. untuk permohonan uin l'ang diterima, maka akan diteruskan ke
Seksi Pelar-anan Perizinqn rlqn Nnn nerizinan rrntrrlz npnnptolzor

d.

e.

f.

ob.

akan dikembalikan ke Bidang
untuk diterbitkan surat

Sistem. makenisme dan
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izln-
Izrn r-ang tel,ah
di cap stemp€l

dicetak akan
dan diarsir

ditandatangani
kan di Seksi

oleh Kepala
Pengelolaan

DPMPTSP,
Data dan

k.
Sistem In_formasi.
Petugas loket inJormasi menghubungi pemohon> menyampaikan ke
pemohon bahrva izinnya telah selesai dan dapat di ambil di loket
penverahan.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebitr dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

1.

3l Jangka waktu pelayatan
Maksimal3 hari kerl'a, sejak berkas peffinohonan dinyatakan lensiiaE

4l Biaya / Tafif
Rp. 0,- (Bebas Biaya)

S) Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama Usaha tidak mengalami
perubahan, dicetak diatas kertas F4 100 gram, resmi d.engan tandat
tangan dan cap stempel basah.

6! Penanganan Pengaduan, safan dan masukan
Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di iingkungan DPMPISP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

saran dan aduan segera ditangani dan ditindakranjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-iambatnya 7 (Tujuh) hari keq'a sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

C.

B. Standar Pelayanan terkait proses pengeloiaan peiayanan internal

a. uu No. 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil, oan nrenengah
b. UU No. 7 Tahun 2Ol4 Tentang perdagangan
c. PP No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan uu No 2o rahun 2009
d. Permen Perdagangan Nomor z6/M Dag/per/g/2ooz rentang

Penerbitan surat rzin usaha perdagangan, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan permen perdagangan No.
39/MDag/Per/72/ZOLL

e. Permen Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/PER/t2lza13 Tentang
Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan Bagi perusahaan
Perdagangan

f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:46/M-DAGIpER/g /2aog
Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha perdagangan.

g. Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun zarr tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Mod.a1 dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

h. Keputusan Bupati Lus.u Timur Nomor 298 Tahun 2aLT tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelavanan pef,zinan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu IDP\'IPTSPi Kab. Lurru Timur tahun 2Al7

1l Dasar Hukum
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Saraaa dan , den 1 atau fasilitas
Sarasa:
Meja, kursi. alet tulis kantor, checklist, alm2fi, komputer, printer,
Komputer Server..Scanner, CCTV, K?-".u, proyektor, Lemari Arsip,wjq, aht pen-vimpanan data {database), 

'alat kontrol, alattelekomunikasi, sarala kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang se.er, ruang kerja, ruangrapat/pertemuan,. ruang pelayanan, ruang pengaOuan, ,o"r,!penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang e.rtd
data, gudang arsip.
Fasilitas:
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, LapanganParkir Gratis, sarana hiburan TV dan aksis intirnet

3l Kom Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya
sertifikat service trxcellent bagi petugas pelayanan di DpMprsp
Pendidikan sekurang-kurang D3 dan memahami d"engan baik
berbagai regulasi terkait surat lzin usaha perdagangan {sIUp}bagi Tim Teknis yang ditempatkan di IyISp
Dapat mengoperasikan komputer

Pengawasan Internal dilakuk
pimpinan dan secara berkala oleh rrnr F"rg.*** Interial yan;
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepah npilptsp5| Jumlah Pelatsana

Minimal 2 orang di Front Ofiice t}ISp
Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back office
Minimal 1 orang TIM Tqknis dari SKPD terkait

a)
b)
cJ

6| Jaminan
Permohonan lzin,akan dipro
operational Prosedur {sop) dan standar pelayanan {sp} ir"g beriaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
ltau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-unaangan yang
berlaku.
Jamiqan Keamanan dan Xejetarnatan

anall yang tepat waktu.

Setiap pemohon yang mengik
mendapatkan jaminan keamanan selama-d,i iuang pelayanan {frontc)ffice), termasuk keamanan berkas permohonir- **ir*. proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta

8l Evaluasi
Kesesuaian proses pelayanan a

{sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu cintrol,penyelenggaraan lurvey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akandievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DpMprsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternar rainnya yang relevan,
Hasil Monitoring dan evaluasi akan ai puuur<isikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan riirpinan
Pemerintah Daerah.
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10. TAf,DA DAI.TAR PERIISAEAAf, (TDp)
Tanda Daftar Perusahaan -\-ang selanjutrn-a disingkar TDP adalah surat
talda pengesahan I ang diberikan oleh P"rsp kepada perusahaan
pe rdagangan -\-ang telah meiakukan pendaftanan perusahaan.

A. staudar Pela5raaan terkait proses penyampaian pelayanan (senrice
de

tan
Pentsahaan Berbentuk Perseroan Terbatas (PT
a) Surat Permohonan
b) Fotocopy akta pendirian perseroan
c) Fotocopy akta perubahan pendirian perusahaan (apabiia ada

perubahan)
d) Asli dan Fotocopy Keputusan Pengesahan sebagai badan Hukum dan

Persetujuan Perubahan Lragi PT yang telah berbadan hukum
sebelum ditrerlakukannya Undang - undang Perseroan Terbatas.

e) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk {KTP) atau Paspor pemilik,
pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

f) Fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berw,enang.

g) Fotocopy NPWP
h) Pasfoto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan 3 x 4 cm

P e ru s q.haa;n B e rbentuk Ko p e r asi
a) Surat Permohonan
b) Fotocopy Akta Notaris Pendirian Koperasi
c) Fotocopy KTP Pengurus atau Penanggung Jawab
d) Fotocopy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan

dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
e) Pasfoto Penanggungjawab atau Pengurus Perusahaan 3x 4cm
f) Fotocopy NPWP

Pentsa,hao:n Berberrtuk CV
a) Surat Permohonan
b) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
c) Fotocopy KTP atau Paspor pengurus atau penanggungjawab.
d) Fotocopy Izin usaha atau surat Keterangan yang dipersamakan

dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
e) Pasfoto Penanggungiawab atau Pengums perusahaan 3 x 4 cm
f) Fotocopy NPWP
Pertts aho,an B erbe ntuk ?a
a) Surat Permohonan
b) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bila ada)
c) Fotocopv KTP atau Paspor pengurus atau penanggungiawatr.
d) Fotocopy Izin usaha atau surat Keterangan yang dipersamakan

dengan itu -yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
e) Pasfoto Penanggungjawab atau Pengurus perusahaan 3 x 4 cm
f) Fotocopy NP\IfP
Pentsahaan Berbentuk Perora ngan
a) Surat Permohonan
b) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bila ada)
c) Fotocopy KTP atau Penanggungjawab / Pemilik
d) Fotocopy Izin usaha atau surat Keterangan yang dipersamakan

dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
e) Pasfoto Penanggungjar,r,ab atau Pengurus Perusahaan
q Fotocopy NPWP

Pe ntsahrz,an Berbentuk Lain
a) Surat Permohonan
b) Fotocopv Akta Pendirial Perusahaan (bila ada)
c) Fotocopl'KTP atau Paspor Penanggungjarvab Perusahaan
d) Fotoc Izin Usaha atau Surat Ketera vans di rsamakan
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dengan itr.l 1-ang diterbitkan oleh instansi ]'ang bersr,enang.
Perusahaane)

q
Pasfoto Penanggungjan-ab atau pengurus
Fotocop-r- \PWP

Kantor caba.ng, Kantor Pemhantu dan perutalcllan penrsalr.aan
a) Surat Permohonan
b) Fotocopv Akta Pendirian Perusahaan {bila ada) atau surat penunjuk

atau surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai
Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan perwakilan.

c) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung Jawab
Perusahaan

d) Pasfoto Penanggungjawab atau pengurus perusahaan
e) Fo NPWP

Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formurir
pendaftaran di Loket informasi Front office DpMprsp, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas

1.

permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan iztrr dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap d.iteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di iakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu Pintu yang ada di Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, seianjutrrya
melrakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menertritkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izin kepada Kepala DpMprsp selaku koordinator TIM
Teknis.
untuk permohonan tzin yang ditolak, akan d.ikemtralikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.
untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izin.
Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oteh Kepala DpMprsp,
di cap stempei dan diarsipkan di seksi pengelor;aan Data dan
Sistem Informasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahwa izinnya telah selesai dan dapat di ambil di loket
penyerahan.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan lzin kepad,a pemohon,
dengan terlebih dahuiu memeriksa hukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

a,

b.

d.

e.

(I
t!'

h.

k.

2l Sistem. ma&enisme dan
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Rp. 0, tBebas Biar-a
Produk
Surat Talda Daftar perusahaan selama tidak ada perubahan

gram, resmi dengan tanda
berlaku
F4, 100perusalraan, di cetak di atas

dan cap stempel basah.

B. Standar Peiavanan terkait proses pengeloiaan pelayanan
interna marut

Sarana:
Meja, kursi, aiat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, proyektor, l,emari Arsip,
wi{i, alat penyimpanan data (database}, alat kontror, alat
telekomunikasi, sarana kebersihal dan keindahan Kantor.

Prasarana:
Instnlasi listrik, telpon. ruaxg server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pela-vanan, ruang pengaduan, ruang
rtcnt-imnonon orci- /rlnLrr-^-+^-j ^:^+^* 1-^-a-^r

6 saran dan masukan
Pengadual, saran, dan masukan ditang;ni@
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DpMprsp yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

saran dan aduan segera ditangani rlan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengad,uan
selambat-lambatnya 7 {Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima

1l Dasar Hukum
a. UU Nomor 23 Tahun 2O14 tentang pemerintahan naerah
b' uu Nomor 3 Tahun 1982 Tentang wE'ib Daftar perusahaan
c. UU No. 4O Tahun 2AA7 Tentang perseroan Terbatas
d. uu Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan, sebagaimana telah

dubah dengan UU Nomor 28 Thn 2OO4
UU Nomor 17 Tahun 2O12 tentang perkoperasian
PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan uu rentang
Yayasan, sebagaimana telah dubah dengan pp Nomor 2 Tahun
2013
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor s7 / M-DAG/PF,R/Tl2oo7
Tentang Penyelenggaraan pendaftaran perusahaan
Permen Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/PERI12/2013 Tentang
Penerbitan SIUP dan TDp secara simultan Bagi perusahaan
Perdagangan
Permen Perdagangan Nomor 90/ M-DAG/PBR/12/2014 Tentang
Penataan Pembinaan Gudang
Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor s6 tahun zafi tentang
Pendelegasian Kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 29g rahun 2oLT tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan perizinan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpad,u
Satu Pintu {DPMPTSP) Kab. Luwu Timur tahun ZALZ

2l Sarana dan danl atau fasilitas



data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengad.uan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akJes intirnet
Kompetensi
a. Pendidikan

sertiflkat service Excellent bagi petugas pelayanan di DpMprspb. Pendidikan sekurang-kurang D3 dan memahami d,engan baik
berbagai regulasi terkait Tanda Daftar perusahaan bagi rim
Teknis yang ditempatkan di Frlsp

c. Dapat mengoperasikan komputer

4l Pengawasan Internal
l'engawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-maslng
pimpinan dan secara Lrerkala oleh :riu p.r,ga*a* Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepata OpnnpTSp

5) Jumlah Pelaksana
a) tvtinima
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back office
c) Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6l {aminan Pelalranan
Permohonan rzin akan diproses minimA@dar
operational Prosedur (sop) dan standar pelayanan (sp) y:ans berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan p*ng"l,rrn dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perurdarr.g-undangan yang
berlaku.

Setiap p
mendapatkan jaminan keamanan selama di iuang pelaya-nan (front
off,rce), termasuk keamanan berkas permohonar- seia*a proses
berlangsung hingga kepada terbitrrya irin, hak atas informasi serta

=. Eelalanlt {ang- tepaj yrjktu.
8l E-valuasi kinerja pelaEsana

Ke-sesuaian proses pelayanan terha nsn(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraa:n lurvey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh irpnaprsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal rainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan Ai puOtit<asikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pirnpinan
Pemerintah Daerah.
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11. TAITDA DAT'TAR USAEA PARTWISATA
Tanda Daftar Usaha Parinjsata ]"ang selanjutnva disingkat TDUp adalah
dokumen resm i 

-\ ang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pengusaha
Pariw-isata untuk dapat menvelenggarakan usaha pariwisata

A. staadar Pela5raaqa terkait proses penyampaian pelayanan (sentice
deliverul
1l Pe

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front office DpMprsp, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melaiui Website.

Ll. Pemohon mengisi formulir permohonan dan merengkapi d.okumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;

c. Staf l,oket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan izir' dan pemohon diberikan bukti
pendafbaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikemtralikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas per:rnohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu Pintu yang ada di Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ad.a, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang d,iterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan iztn kepada Kepala DPMPfSP selaku koordinator TIM
Teknis.

h. untuk permohonan izin -yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelal,anan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannva.

i. untuk permohonan izin ]'ang diterima, maka akan diteruskan ke
Seksi Pelar-anan Perlzinan dan Non nerizinan rrnfrrlz nennetqlean

d.

e.

f.

Itb.

a. Mengisi formulir permohonan Tanda Daftar usaha pariwisata yang di
tanda tangan oleh direktur dan disertai cap perusahaan.

b. Fotocopy KTP Pemohon dengan menunjukan KTp yang asli
c. Fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha

kawasan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya,
d. beserta perubahannya apabila ada.
e. Fotocopy bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
f. Surat Kuasa Pengurusan bila melalui pihak tain/perantara.
g. Fotocopy Akte pendirian bagi yang berbadan hukum.
h. Fotocopy NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan.

Syarat Tetnis :

a. Surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata
b. izin Mendirikan Bangunan.
c. Izin Lingkungan

makenisme dan2
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Sistem lnformasi

1.

Perugas loket in-formasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahna izinnl'a telah selesai dan dapat di ambil di ioket
penl-erahan.
Petugas l,oket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

k.

3l Jangka waku pelayanan
Maksimal 5 hari k!4q, sejak berkas permohonan ainvatat<an tenskao.

4l Biayq / Tarif
Rp. 0,- {Bebas Biaya}

5) Produk Pelayanan
Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan masa tertat u S
{tiga) tahun, dapat diperpanjang dalam waktu yang sama, resmi
dengan t4nda tangan dan cap stempel basah.

6l Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
a' Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oreh t<-pata eiaang

Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DpMprsp yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.

b. saran dan aduan disarnpaikan meralui roket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMmsP .

c. saran dan aduan segera ditangani dan dltindaklanjuti untuk
diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan dlterima
dengan l!:ngkap.

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan peiayanan internal
acfuri

uu Nomor 3 Tahun lg82 Tentang wajib oartar pemsarraan
UU No. 40 Tahun 2AO7 Tentang perseroan Terbatas
uu Nomor 1.6 Tahun 2oo1 Tentang yayasan, setragaimana telah
dubah dengan UU Nomor 28 Thn ZOO4
UU Nomor 10 tahun 2AOg tentang Kepariwisataan
PP Nomor 52 Tahun 2Ol2 Tentang Sertifikasi
Sertifikasi Usaha di Bidang pariwisata
Peraturan Presiden No. 63 Tahun ZOL4 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Kepariwisataan

g. Permen Perdagangan Nomor
Penerbitan SIUP dan TDp
Perdagangan

h. Permen Perdagangan Nomor g0l M-DAG/PER/L212o14 Tentang
Penataan Pembinaan Gudang

i. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor
PM.85/HK.501/MKP I 2o1a tentang Tata cara pendaftaran usaha
Jasa Perjalanan Wisata

j. Permen Pariwisata Nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan
Sertifikasi Usaha Pariwisata

k. Permen Pariuisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran

1.

Usaha Pariu-isata
Perbup Kabupaten Lusi-u

a.
b.
C.

Izin 
-r ang teiah

di cap stempel
dicetak akan dimndatangani
dan diarsipkan di Seksi

oleh KepaLa DP\{PTSP,
Pengeloiaan Data dan

Kompetensi dan

77 I M-DAG/PBRI 1212013 Tentang
Secara Simultan Bagi Perusahaan

1l Dasar Hukum

Timur Nomor 56 tahun 2017 tentang



kepada Kepala Dinas penanaman
Satu Pintu.

Modal dan Pela1'anan Terpadu
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Kepurusal Bupati Lugr-r Timur Nomor 29g Tahun 2ol7 tentang
Pembentukan Tim Teknis pelayanan perizinan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pinfu {DPIV'IPTSP) Kab. Lrrwrr Timrrr tahrrn coir

m.

2l Sarasa dan prasarana, dan/ atau fasititas
Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer Server, scanner, ccrv, Kamera, proyektor, Lemari Arsip,Wffi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, *f"i
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi iistrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapatlpertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas:
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

8l Kompetensi Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan tetan rnemititcl
sertifikat service Excellent bagi petugas pelayanan di DpMprsp
Pendidikan sekurang-kurangnya s1 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi terkait Pendaftaran usaha pariwisata bagi rim
Teknis yang ditempatkan di pTSp
Dapat qlengoperasikan komputer dengan baik

a.

b.

C.

4l Pengawasa4lntornal
Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh rnasirrg-rnasins
pimpinan dan secara berkala oleh rIM pengawas internal yang
4Qentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DpMFrfSp

5l Jumlah Pelakqqna
a, Mmrmai 2 orang di Front OIIice fTSp
b) Minimal 3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan Pelayanaq
Permohonan lztrr akan d.iproses minimal sesuar aensan standar
operational Prosedur (soP) dan standar peiayanan (sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Jaminaa Keamanan dan Keselamatan pelayanan7l
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur tang @
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
office), termasuk keamanan berkas permohonan* selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, ]nak atas informasi serta
pelayanan yang tepat wqktu.

8l Evaluasi kinerja pelaklana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap soP dan Sry
(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan survey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DpMprsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan d,ilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.
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12. rzfl[ usArrA rrDUsTRr EIII)
lzirr Usaha trnd-,rstr-i ] ang selanjum-r-a disingkat IUI ada-iah izin ,vangdiberikan kepada setjap orang untuk melakukan kegiatan usaha Ind,ustri
r-aitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi -yang mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber day'a ind.ustri sehingga menghasilkan
barang ]-ang mempunvai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk
jasa industri.

A. standar Pela5ranan terkait proses penyampaian pelayanan (seruice
deliae

a. Pemohon mendapatkan inforxnasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di Loket Informasi Front office DPMPTSP, atau meralui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;

c. Staf l,oket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan izl:.:, dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;

d. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

e. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.

f. Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu Pintu yang ada di Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.

g. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas d.asar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan isin kepada Kepala DpMF"rsp selaku koordinator TIM
Teknis.

h. untuk permohonan iztryang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Peiayanan Terpadu satu pintu untuk ditertritkan surat
penolakannya.

i. untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
ain.

j. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMprsp,
di cap stempel dan diarsipkan di seksi pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.

k. Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahu'a iztnnya telah selesai dan dapat di ambil di loket
penr.erahan.

1. Petugas Loket Penverahal menverahkan rzin kepada pernohon,
4engan terlebrh dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan

ratan
a.
b.
c.
d.
e.

Fotocopli KTP atau Penanggungjawab / Pemilik
Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahamn
Foto Pemilik atau Penanggung Jawab Perusahaan
Pernyaaan sanggup menjaga kelestarian iingkungan {SppL)
Pernyataan sanggup memberikan informasi Industri setiap
(enam) Bulan

irian bagi CV, PO dan PT
Sistem. makenisme dan



kesesue ie n identitas pemohon.
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Rp. 0.- iBebas Bia
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Surat lzin Usaha lndustri
Tahun, dicetak di atas

berkas rmohonan din atakan len

(IUI) Kecil
kertas F4,

Menengah
100 gram

berlaku selama 5
, resmi dengan
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tanda dan cao stem I basah

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal

Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip,
Wifi, alat penyimpanan data (datatrase), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasaraaa:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapatlpertemuan, ruaxg pelayanan, ruang pengaduan, marlg
pen-vimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entr1r.
data, gudang arsip.
Fasilitas :

6 saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf ioket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui ioket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telatr
disiapkanDPMPTSP .

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima

1l Dasar Hukum
a. UU Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
b. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
c. PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang usaha Industri
d. PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
e. PP Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan

Industri Nasional Tahun 2015-2035
f. Permen Perindustrian Nomor 4\/M-INDI PER/612008 Tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin
Perluasan dan Tanda Daftar Industri

g. Permen Perindustrian Nomor 64/M-iNDl PE'R/7l2All Tentang
Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan
Dinas di Lingkungan Kementerian Perindustrian

h. Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2Ol7 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad.u
Satu Pintu.

i. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298 Tahun 2OtT tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPM Kab. Luwu Timur tahun 2017

Sarana dan dan/ atau fasilitas

Media informasi dan nensadi;an Rrrans trinrymr her AC. Lar:'erroqrt
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3 I(ompeteusi Pelatsaaa
a. P.rrdiait

Service Excellent bagi Petugas peia.vanan di DpMpTSp
b. Pendidikan sekurang-kurang D3 dan memahami dengan baik

berbagai regulasi terkait Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin usaha
Industri (IUI) bagi Tim Teknis yang ditempatkan di pISp

c. Dapat mengoperasikan komputer

4l Pengawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM pengawas Internar yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DpMpTSp

5| Jumlah Pelaksana
a) Minimal2 orang di Front Office PTSP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Ofiice
q) Minimal 2 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan Pelayanan
Permohonan rzin akan diproses minimal sesuai dengan standar
operational Prosedur (soP) dan standar Pelayanan (sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
Lrerlaku.

7f Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelavanan
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
trerlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelayanan yang tepat waktu.

8| Evaluasi kinerJa pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap soP dan standar pelayanan
(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DpMFrrsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.



13. TArDA DATTAR TtrDUSTRr (TDrl
Tanda Daftar Industri ]-ang selanjutnl-a disingkat TDI adalah bin vang
rvajib diperoleh oleh orang pribadi atau perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha industri/pengolahan barang Oafam kategori industri keci1

A. standar Pela5raaaa terkait proses penyampaian pelayanan
delioeni

(Seruiee

Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil FormuUi
pendaftaran di Loket informasi Front office DpMF,rsp, atau melalui
tempat-tempat yang teiah ditentukan, seperti kantor Desa I
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;

c. Staf l,oket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas

f.

permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran perrnohonan izlr. dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas perrnohonan tidak diregistrasi
{daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
Seksi Administrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang teiah di verifikasi diteruskan ke Bid,ang
Pelayanan Terpadu satu Pintu yang ada di Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, seranjutnya
meirakukan kajian teknis terhadap permohonan izan yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperrukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izin kepada Kepala DpMprsp selaku koordinator TIM
Teknis.
untuk permohonan ain yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.
untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izirr.
rzrn yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMF"rsp,
di cap stempel dan diarsipkan di seksi pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahwa izkn_va telah selesai dan dapat di ambil di loket
penyerahan.
Petugas Loket Penverahan menyerahkan lzin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

1.

d.

e.

ob'

h.

k.

a.
b.
C.

d.
e.

f.

Fotocopy KTP atau Penanggungjawab / pemilik
Surat Keterangan dari Kepaia Desa / Kelurahamn
Foto Pemilik atau Penanggung Jawab perusahaan
Pernyaaan sanggup menjaga kelestarian lingkungan (SppL)
Pernyataan sanggup memberikan informasi Industri setiap
(enam) Bulan
Folocopy akte pendirian bagi CV, PO dan pT

2 makenisme dan



EIh
h
Eh
h
h
h
E
h
h
h
h
hIrt
h
h
h
htt
hf
t
I
t
I
I
I
I

Rp. 0,- fBebas Biava
Produt
Surat fzin Usaha industri
Tahun, dicetak di atas

(I-ui) Kecii
kertas F4,

fuienengah
100 gram

berlaku selama 5
, resmi dengan

tandatan dan cao stem 1 basah
saran dan masukan

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan peiayanan internal
n

Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, proyektor,-l,emari Arsip,
W-rfi,, alat penyimpanan clata (datatrase), alat kontrol, atat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan,. ruang pelayanan, ruang pengaduan, ,oarr[
penyimpanan arsipldokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan T\r dan akses internet

\Iaksimal 5 had nrrohonal dinvatn ka:t le

Pengaduan, saran, dan masukan d,itangani@
Pengendalian, pengawasan dan pengarluan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DpMprsp yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklaniuti untuk
diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengadual
selambat-lambatnya 7 {Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima
dengan lenskao.

1| Dasar Hukum
UU Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintafran Oaerafr
UU Nomor 3 Tahun 2OI4 Tentang perindustrian
PP Nomor 1O7 Tahun 2015 tentang usaha industri
PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
PP Nomor 14 Tahun 201s rentang Rencana Induk pembangunal
Industri Nasional Tahun 201S-2O3S

PBR/6/2008 Tentang
Usaha industri, Izin

a.
b.
n

d.
e.

Permen Perindustrian Nomor 4|/M-IND/
Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin
Perluasan dan'I'anda Daltar Industri
Permen Perindustrian Nomor 64/M-IND / PF,R/T l2otr rentang
Jenis-Jenis Industri Dalam pembinaan Direktorai Jenderal dan
Dinas di Lingkungan Kementerian perindustrian

lerb_up Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2ol7 tentang
Pendelegasian Kewenangan perayanan perizinan clal Non perizinan
kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 29g tentang pembentukan
Tim Teknis Pelayanan perizinan dan Non perizinan rerpadu pada
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpad,u Satu pintu
(DPtuIPTSP} Kab. Luwu Timur tahun ZOtj

Sarana dan atau fasilitas



3| Kompetensi Pslake-ans
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C.

renololKan seKuralg-kurangnl'a SLTA dan telah memiiiki sertifikat
Service Excellent bagi Petugas pelayanan di DpMpTSp
Pendidikan sekurang-kurang D3 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi terkait Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin usaha
Industri (IUI) bagi Tim Teknis yang ditempatkan di pTSp
Dapat mengoperasikan komputer

Internal

a.

b.

Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepaia DpMpTSp

5| Jumlah Pelaksana
a) Minimal 2 orang di Front Office PTSP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Ofiice
c) Minimal2 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan Pelayanan
Perrnohonan rzin akan diproses minimal sesuai dengan standar
operational Prosedur (soP) dan standar pelayanan (sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7l Jamlqan Keamanan dan Keselamatan pelayanan
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya :.r;in, lnak atas informasi serta
pelayanan yang tepat waktu.

8) Evaluali kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap sop dan standar pelayanan
(sP) akan di:nonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan survey Kepuasan Masyarakat (sKMi dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bul,an oteh DpMprsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Bksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.
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14. TAf,DA DAI.TAR GtrDArc (TDG)
Tanda Dafta-r Gudang )-ang selanjutnl-a disingkat TDG adalah bukti
pendaftaran gudang _vang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik
gudang.

A. stanrdar Pelayaaaa terkait proses penyanpaian pelayanan (seruice
delive

Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front Office DPMPTSP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.
Pemohon mengisi formulir permohcnan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;
Staf l,oket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan iz:irr dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
{daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
Seksi Admirristrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Oflice, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP selaku koordinator TIM
Teknis.
Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikemtralikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.
Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
Seksi Pelayanan Peizkran dan Non perizinan untuk pencetakan

Izin 1"ang telah dicetak akaL ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP,
di cap stempel dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan Data dan
Sistem Informasl.

a. Mengisi Formulir Permohonan
b. Fotocopy KTP Perorangan"f Pimpinan Perusahaan;
c. Fotocopy Akte Pendirian/ Per-ubahan Perusahaan yang telah

disahkan;
d. Fotocopy SiUP;
e. Fotocopy TDP;
f. Fotocopy IMB atau rekomendasi kesesuaian tataruang untuk

bangunan lama
g. Denah lokasi dan d,enah bangunan yang diusulkan;
h. Pas Photo warna 3 x 4 = 2 lembar.
i. Pernyataan Kesediaan Menyampaikan Laporan Penyimpanan

Barang kepada Dinas yang membidangi perdagangan bermaterai
Rp. 6.000,-;

j. Pernyataan Mematuhi Ketentuan Perundang-Undangan;
k. Fotocopy STTS PBB;
Sistem, makeuisme dan
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k. Perugas ioket informasi menghubungi pemohon,henyampait rc
pemohon bahn-a izinnl.a telah selesai dan dapat di ambil di ioket
pem-erahan.

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal
manu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun
L962 tentang Perubahan undang-undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang Pergudangan;
undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor
9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor g rahun
1 962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam pengawasan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962
tentang Perdagangan Barang-Barang Da1am pengawasan
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2OA4;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996
tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana terah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4g
Talrun 1997 terrtang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Ncmor
33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimtrunan Berikat;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16IM-DAG/PER/ Z / 2A06
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;
Perbup Kabupaten Luwrr Timur Nomor 56 tahun 2OlT tentang
Pendelegasian Keu,enangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

b.

d.

e.

ob.

t. Petugas l,oket Penverahan menyerahkan Izin
dengan terlebitr dahulu memeriksa bukti
kesesuaian identitas pemohon.

kepada pemohon
pendaftaran dan

3l Jaagka waku pela5ranaa
Maksima-l 7 lnan kerja, sejak berkas permohonan oinvaiakan tenekao.

4l Biaya l?arif
Gratis

5l Produk Pelayanan
Tanda Daftar Gudang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diregistraii
setiap tahun, dicetak di atas kertas F4, 100 gram? resmi dengan tanda
tangan dan Cap stempel Basah

6f Penanganan Pengaduan, sararl dan masukan
Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuhi hari kerja sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

1| Dasar Hukum

h Kenttfrrs.en Rrrnqti T Tirnrrr Nnmnr IOR 'T'ohrrn ){\1'7 fanlana



Terpadu pada Dinas Penanaman
Kab. Luu.r:

Modal
Timur

da:r
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Pelavanan
2077

Terpadu
Saru Pintu {DPMPIS
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2l Sarana da.o prasaraaa, dan/ atau fasilitas
Saraaa:
Meja, kursi, al.at tulis kantor, checklist, alrnari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip,
Wi{i, a-lat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas:
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Komoetensi Pelaksana
a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki

Sertifikat Service trxcellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
b. Pendidikan Sekurang-kurangnya Sl dan memahami dengan baik

berbagai regulasi dan ketentuan terkait Tanda Daftar Gudang bagi
Tim Teknis yang ditempatkan di FrISP

c. Dapat mengoperasikan komputer dengan traik
4l PeaEawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditusaskan khusus oleh Kepala DPMPTSP

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimal 2 orang di Front Office PTSP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimal S orans TIM Teknis dari SKPD terkait.

6l Jaminan Pelavaaan
Permohonan lzin akan diproses minimal sesuai dengan Standar
Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan {SP) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7l Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelavanan
Setiap pemohon yang mengikuti. prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pela,yanan {front
Office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelavanan yang terrat waktu.

8l Erraluasi kineria oelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar Pelayanan
(SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPISP bersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan eva-luasi akan di publikasikan dan dilaporkan
seca-ra tertuiis kepada Bupati selaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintah Daerah.
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15. IzrI{ USAITA JASA KOtrSTRtTKSr (ruJI(}
Surat izin L saha .iasa Konstruksi ]'alg selanjutrrva disrngkat SIUJK adalah
izrn 

-r ang dibe rrkan kepada badan usaha ul:ltuk menvelenggarakan kegiatan
jasa konstruksi dt daerah.

A. standar Peraya:raa terkait proses penyampaian pelayaran (sentice
deliue

Pertnohonan izin bantt :
a. Mengisi Formulir Permohonan;
b. Menr.erahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
c. Menverahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha {SBU) yang teiah

diregistrasi oieh lembaga;
d. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) danlatau

Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik
Badan Usaha {PJT-BU) yang te}ah diregistrasi oleh tembaga;

e. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan
Usaha {PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri
Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan
Usaha (PJU-BU).

Perpanjangan izin :
a. Mengisi Formulir Permohonan;
b. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah

diregistrasi oleh Lembaga;
c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau

Sertifikat Keterampilan {SKT} dari Penanggung Jawab Teknik
Badan Usaha (PJT-BU)yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

d. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung .Iawab reknik Badan
usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri
Tenaga AhlilTerampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan
Usaha (PJU-BU); dan

e. Menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan (pph
atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

P e r sg ar at an p e rub q.han d at a
a. Mengisi Formulir Permohonan;
tr. Menyerahkan rekaman:

1) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data
nama dan direksi/pengurus;

2) surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat
BUJK;

3) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
4) sertifikat Badan usaha untuk perubahan klasifikasi dan

kualifikasi usaha.

Persg aratan penutup an :
a. Mengisi Formulir Permohonan;
b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
c. Menyerahkan Surat Paiak Nihil.

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambii Formulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front office DpMprsp, atau melalui
tempat-tempat J-ang teiah ditentukan, seperti kantor Desa I
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
]'ang dipersr.aratkan dan menvetorkannya ke loket pendaftaran;

c. StaJ Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonal. jika dinr atakan lengkap, maka dilakukan registrasi

2 makenisme dan
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pendaltaran:
d. Jika belum lengkap. maka

(da-ftarl dan dikembalikan ke
berkas permohonan tidak diregistrasi
pemohon untuk dilengkapi;

Berkas permohonan ],ang telah dinl,atakan lengkap diteruskan ke
Seksi -{rlministrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelavanal Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan Lrentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan tzin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izkt kepada Kepala DPMIrISP selaku koordinator TIM
Teknis.
Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.
Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izln.
Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP,
di cap stempel dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahwa izinnya telah selesai dan dapat di amhil di loket
penyerahan.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

e.

f.

ob'

h,

j.

k.

1.

.3| Jangka waktu pelayanan
Maksimal3 hari kerl'a, seiak berkas permohonan dinyatakan lenskap.

4l piaya I Tartf
__Bp, 0,- (Bebas Biaya)
5l Prg4uk Pelayanan

surat Izin usaha Jasa Konstruksi {IUJK) berlaku selama 3 Tahun,
dicetak diatas kertas F4 100 gram, resmi dengan tanda tangan dan
cap stempel basah

6l Penangqnan Pengaduan, saran dan masukan
Pengaduan, sar€Ln, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oieh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima
denqan lenskao.

a.

b.

B. Staldar Pelavanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal

1l Dasar Hukua
a. UU Nomor 2 tahun 2077 tentang Jasa Konstruksi.
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C. Perail.r:-ar ?emeri:itah
Peran \[asr-arakat Jasa
Peraruran Femerintah
Penl elengga-raa-n Jasa
Indonesia Tahun 2000

\omor 28 Tahun 2000 tentar:Ig Usaha dan
Konstruksi;

Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Konstruksi (kmbaran Negara Republik

No. 64, Tamfo266r-, l,embaran Negara Nomor

d.

e.

v r, rr..-vq

3956;
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000
Penvelenggaraan PembinaanJasa Konstruksi;
Peraturan Menteri PU No 4lPRTlMl'2011 Tentang

tentang

Perloman

1.

Persyaratal Pemberian IUJKN
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.
369/KPIS lMrl2OOl Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional
Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2Al7 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298 Tahun 2OL7 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu {DPMPISP'I Kab. Luwu Timur tahun 2Ol7

ob.

h.

2l Sarana dan prasarana" dan/ atau fasilitas
Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip,
Wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, mang
rapatlpertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan teiah memiliki
Sertifikat Service Bxcellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
Pendidikan Sekurang-kurang D3 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi terkait Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi
{SIUJK) bagi Tim Teknis yang ditempatkan di mSP
Dapat mengoperasikan komputer

a.

4l Pensawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk rlan ditueaskan khusus oleh Kepala DPMPTSP

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimai 2 orang di Front O{Iice PTSP
bi Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimai 1 orang TiM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan Pelayanan
Permohonan lzin akan diproses minimal sesuai dengan Stand.ar
Operational Prosedur {SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlakrr,
dan jika tidak sesuai. pemohon dapat men)'ampaikan pengaduan dall
ararr rrelanoran sesrrai densan Deraturan oerundans-undangan Yaftq



berlaku.
I ?) Ja.mi-nan Kea.maaaa da-n Keselamatan Pelayanan

Setiap pemohon ]-ang mengikuti prosedur J-ang telah ditetapkan akan
mendapatkal jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
OfIice), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izkt, hak atas informasi serta

Yanan van t waktu.
Evaluasi
f<esesuaian proses peiayanan terhadap SOP dan Standar Pelayanan
(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akan
al".raiur"i minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD

Teknis Terkait dan pihak Bksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan
Pemerintah Daerah.

dilaporkan
Pimpinan
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16. IZI1T USAIIA RTIUAE POTOITG ETWAIT
Izin Rumah Fotong Hen-an -\-ang selaljutnl-a disingkat IRPH ada-lah izin
]-ang diberikan kepada p€rorangar] lBadan hukum ]'ang ingin mendirikan
rumah potong he*-an. .

A. standar Pelayaaen terkait proses penJrampaiau pelayanan (seruice
detitrc
1l Pe

a. Mengisi formulir permohonan rzin Usaha Fasilitas pemeliharaan
Hewan, Pasar Hewan Dan Rumah Potong Hewan yang diketahui
oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan Setempat.

tr. Fotocopy KTP Pemohon.
c. Fotocopy IMB
d. Tanda Lunas PBB yang sedang beq'alan.
e. Fotocopy Akte pendirian bagi yang berbadan hukum.
f. Fotocopy NPWP Pribadidan NPWP Perusahaan.
g. jenis ternak yang dipotong.
h. l,okasi Rumah Potong Hervan.
i. Luas tanah dan luas bangunan.
j. Status hak tanah. Jika tanah bukan milik pribadi, maka harus

menyertakan surat pernyataan dari pemilik tanah dimana pemilik
tanah tidak keberatan tanahnya digunakan untuk usaha Fasilitas
Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan Dan Rumah Potong Hewan"

k. Kapasitas pemotongan.
L Jumlah tenaga kerja.
m. Gambar kasar tanah dan bangunan.
n. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan

Hidu

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di Loket informasi Front office DPMprsp, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa I
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonal, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan iznL dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di veri{ikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu Pintu yang ada di Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, seianjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
meiakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan win kepada Kepala DPMPISP selaku koordinator TIM
Teknis.

h. untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
PeLavanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakann'a.

i. untuk permohonan izin ]'ang diterima, maka akan diteruskan ke
Seksi Pelar-anen Perizinan riqn Nnn nerizinqn rrnfrrlz nennptalzon

d.

e.

ct'

2 makenisme dan
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di cap srempel dan diarsipkan di Seksi
oleh Kepala DP\IF{'SP.
Pengelolaan Data dan

Sistem Inlbrmasi.
k. Petugas loket rnformasi menghubungi

pemohon bahs-a izinnt:a telah selesai
penr'erahan.

Pengaduan akan diselesaikan
seiambat-lambatnya Z (Tujuh)

pemohon,
dan dapat

menyampaikan ke
di ambil di loket

l. Petugas l,oket Penyerahan menyerahkan lzin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

Pengaduan, saran, dan masutuan a
Pengendaiian, pengawasan dan pengadua' atau staf loket
pengaduan di lingkungan DpMprsp yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotaksaran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTsp .

saran dan aduan segera ditangani dan ditind,aklanjuti untuk
diselesaikan.

oleh tim penanganan pengaduan
hari kerja sejak pengaduan diterima

dengan le

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal
manufa

Undang-Undang Nomor i8 Tahun ZAO}

c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun lqTZ Tentang Usaha

undang-undang Nomor 23 Tahun zot4 tentang pemerintahan
!1eqah sebagaimana telah d,iubah dengan Und,anglgndang Nomor
9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 9s rahun 2an rentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan;
Peraturan Pemerintah Nomor 4g rahun 2013 Tentang Bud,idaya
Hewan Peliharaan;
Keputusan Menteri pertanian Nomor a4 /kpts/ or.zlo / 6 / 2ao}
tentang Pedoman Perizinan Dan pendaftaran usaha peternakan;
Peraturan Menteri pertanian Nomor 13/permentan/or.14o
l1l2o10 Tentang Pers,yaratan Rumah potong Hewan Ruminansia
Dan Unit Penangalan Daging (Meat Cutting piant);
Peraturan Menteri pertanian Nomor st Trermentan/or. L4a/Z
/2a14 Tentang Pedoman Budi Da-,ra Ayam pedaging Dan Ayam
Petelur Yang Baik;

Kesehatan Hewan sebagaimana telah
Undang Nomor 41 Tahun 2OI4;

Peraturan N,lenteri penanian
12015 Tentang Sr arat. Tata

tentang Peternakan dan
diubah dengan Undang-

Nomor 26lPerrnentanlHK. MA l4

f.

ob.

Maksimai 5 hari kerja, sejak berka
/ Tarif

Rp. 0,- (Betras Biava

Surat lzin Rumah potong Ue*
dapat diperpanjang daram wakt, yang sama, resmi dengan tanda
@gan dan cap stempel trasah.

saran dan masukan

1l Dasar Hukum

h.

Cara Dan Standar Operasional I
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Kepu:uya;r \Ienten Penaman \omor l3l2 Kpts hP.3+0 12
201+ Tentang Pendeiegasian \\'eu-enang Pembenan lzrn Usaha Di
Bidang Pertaman Dalam Rangka Penanaman ll,lodal Kepada
Kepala Dinas Koordrnasi Penanaman Modal.

k. Perbup Kabupaten Luq,u Timur Nomor 56 tahun 2Ol7 tentang i

Setiap pemohon ]'ang mengikuti prosedur yang telah diteta"pkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan {front
O{hce}, termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnva uin, hak atas informasi serta
pelavanan )-ang tepat s-aktu.

Pendelegasian Kervenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

1. Keputusal Bupati Lurn'u Timur Nomor 298 Tahun 2Al7 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan clan Non Perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Luwu Timur tahun 2Al7

Sarana dan
Sarana:

dan/ atau fasilitas

Meja, kursi, alat tulis kantor, checkiist, almari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip,
Wffi, aiat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, rllang pengaduan, mang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas:
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki
Sertifikat Service trxcellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
Pendidikan Sekurang-kurangnya 51 dan memahami dengan baik
berLragai regulasi terkait Usaha Peternakan bagi Tim Teknis yang
ditempatkan di ffSP
Dapat mengoperasikan komputer dengan baik

b.

C.

4l Pengawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan iangsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DPMPTSP

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimal2 orang di Front Office PTSP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas dJ Back O{fice
c) Minimal 1 orang TiM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan Pelayanan
Pennohonan lzin akan diproses minimal sesuai dengan Standar
Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yarg
berlaku.

7l Jaminan Keamanan dan Keselamatan
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Esalued
Kesesuaian prurcs petrayar:an terhadap SOP dan Standar Pelayanan
(SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi rninimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD
Teloris Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintatr Daerah.
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L7. IZIJ1 USA.EA PETERTAI(AT
izrn Usaha Pe,ier:rpkan adalah izin r-ang diberikan kepada perorangan/
Badan usatra l'ang akan memulai usaha di bidang peternakan ]-ang telah
siap melakukan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak dan
pembibitan ternak.

A. standar Pelayaaaq terkait proses penJranpaian pelayanan (seruice
deliaent)

a. N{engisi FormuLir Permohonan
b. Fotocopy Akte pendirian perusahaan yang telah d.isahkan;
c. Fotocopy KTP Perorangan;
d. Fotocop-y SruP dan TDP;
e. Fotocopy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah {IppT), atas lahan

lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar;
f. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi kehutanan atas lahan

yang berada dalam Kawasan Hutan.
Rekomend asi I Izn Lingkungan;
Fotocopy IMB;
Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar
Fotocopy ST:IS PBB;
Rekomendasi Dinas yang membidangi Peternakan/ Tim Teknis;
Pernyataan kesediaan melakukan budidaya peternakan yang baik;
Penyataan kesediaan mena i dam hidu

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di l,oket informasi Front Office DPMmSp, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan tzlr. dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang teiah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi d.iteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu Pintu yang ada di Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonat iztrt kepada Kepala DPMPISP selaku koordinator TIM
Teknis.
Untuk permohonan izin yang
Pelayanan Terpadu Satu
penolakannya.
Untuk permohonan lu;in yang diterima, maka akan diteruskan ke
seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
iz1n.

Izin vang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMpTSp,
di cap stempel dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.

ob.
h.
i.
j.
k.
1.

m.

d.

otr'

ditoiak, akan dikemtralikan ke Bidang
Pintu untuk diterbitkan surat

Sistem, makenisme dan

h.
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k. Perugas noket informas-Eenghuburrgi pemohon, menyampaikan kepemohon bahn-a izinnr-a telah selesai dan dapat di ambil di loket ipenr erahan.
1. Petugas Loket penr.erahan men3rerahk an lzin

dengan tertebih dahulu memeriksa bukti
kesesuaian identitas pemohon.

kepada pemohon
pendaftaran 4.,

2OI2 Tentang Kesehatan
Hewan;
2Ol3 Tentang Budidaya

B. Standar Pelayanal terkait proses pengelolaan pelayanan internalnu

b.

d.

C
b.

h.

Undang-Undang Nomor 1g
Kesehatan Hewan sebagaimana telah d.iubah 

"d"rrg*r, 
undang-

Undang Nomor4l Tahun ZAl4;
undang-Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemerintahan
!1eqah sebagaimana telah diubah ciengan Undanglgndang Nomor9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun rgrr Tentang usaha

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun
Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan
Peraturan Pemerintah Nomor +g tahun
Hewan Peliharaan.
Keputusan Menteri pertanian Nomor a4 /kptsl or.zrc I 6 / 2oa2tentang Pedoman perizinan Dan pendaftaran usaha peternakan;
Peraturan Menteri pertanian Nomor 13/permentan/or" 140
L1/29rc Tentang persyaratan Rumah potong Hewan Ruminansia
Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting pLnt);
Peraturan Menteri pertanian Nomor stlyermentan/ar.14$lz
/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam pedaging Dan Ayam
Peteiur Yang Baik;
Peraturan Menteri pertanian Nomor 26 /petmentan/HK. r4a I 4/2a15 Tentang Svarat, Tata cara Dan standar operasional
Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin usaha ol siar.rg
Pertanian Da,lam Rangka penanaman Modal;
Kentlttisan \{entcri Pcrto-j^- ^:^--^- 1 .1 a rt,t.

Maksimal 5 hari keria, seiati Oert<as dinyatakan lenskao.
Tarif

. 0,- fBebas Biava
5) Produk Pela

tangan dan cap stempel basah.

(lima) tahun,
dengan tanda

surat Izin usaha peternakan dengan maia uertat uT
dapat diperpanjang dalam waktu yang sama, resmi

saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan masuk
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf roketpengaduan di iingkungan DpMprsp -rrrg ditunjuk oieh KepalaDinas.
saran dan aduan disampaikan melalui roket pengaduan, kotaksaran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telahdisiapkanDPMPfsp .

saran dan aduan segera ditangani dan ditindakianjuti untuk
diselesaikan.

d' Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
seiambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja *.jri. pengaouan d]terima

1f Dasar Hukum
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Kepala Diaas Koordinasi Penanaman \Iodal.
k. Perbup Kabupaten Lum: Timur Nomor 56 tahun

Pendelegasian Keu-enangan Peiavanan perizinan dan
2077 tentang
Non Perizinan

kepada Kepala Dinas Penanaman Moda_l dan pelayanan Terpadu
Satu Prnru.
Keputusan Bupati Luwu Timsl Nomor 298 Tahun 2O17 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMFrISP) Kab. Luwu Timur tahun 2ALZ

L

2) Sarana dan prasaraaa, d,anl atau fasilitas
Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip,
Wifi, alat penyimpanan data {database), airat kontrol, alat
teiekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilltas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana

C.

Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki
Sertifikat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
Pendidikan Sekurang-kurangnya 51 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi terkait Usaha Peternakan bagi Tim Teknis yang
ditempatkan di Fr|SP
Dapat mengoperasikan komputer dengan baik

b"

4) Pengawasatx Internal
Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DpMpTSp

5) Jumlah Pelaksana
a) Minimal 2 orang di Front Office PTSP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
q) Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jamirran Pelayanan
Permohonan lzin akan diproses minimal sesuai dengan standai
operational Prosedur (soP) dan standar pelayanan {sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporarr sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

!| Jaminqn Keamanan dan Keselamatan pelayanan
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah d.itetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan {front
office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
Lrerlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelayanan yang tepat waktu.

8l Evaluasi kinerja pelaksaaa
Kesesuaian proses pelayanan terhadap soP dan standar pelayanan
{SPi akal dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPl,{PlsP trersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnva yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan Fimpinan
Pemerintah Daerah.
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18. IZIT USAHA I.EHBAGA P IIrEUPATAIT TETAGA IGR^IA SWASTA
Surat lzi:rr Usaha kmbaga Penempatan Tenaga Kerja Srvasta -Yang
selanjutnl-a disebut iLLmKS adaLah izin yang diberikan oleh pemerintah
daerah kepada lembaga srvasta berbadan hukum yang akan
me nye le nggarakan pe la-vanan pe nem patan te naga keq' a.

A. Standar Pela5ranaa terkait proses penyampaian pelayanan (Sentice
deli

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengamtril Formulir
pendaftaran di Loket Informasi Front O{Iice DPMPTSP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melaiui Website.
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;
Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan :-iztr. dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi

{daftar} dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke

Seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
veriflkasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Offlce, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis'
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izkt kepada Kepala DPMPTSP selaku koordinator TIM
Teknis.

h. Untuk permohonan izin ]-ang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelavanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat

a. Mengisi formulir yang disediakan
b. Fotocopy akte pendirian dan/atau akte perubahan Badan hukum

yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
c. Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan;
d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. Fotocopy trukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masitr beriaku;
f. Fotocopy anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di

bidang jasa penempatan tenaga ke{a;
g. Fotocopv sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor

atau perjanjian kontrak minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan
dengan akte notaris;
Bagan struktur organisasi dan personil;
Rencana kerja lembaga penempatan tenaga keda minimal 1 (satu)

tahun;
j. Pas foto pimpinan perusahaan benvarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak

3 {tiga) lembar;
k. Rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan/ Tim teknis;
1. Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Peraturan

perundang-undangan;

Sistem. makenisme dan
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Seksr Pe.ai alan Penzraan dan \on pe.rrrnan Lr.rtut perrcetat an
1Z),r1.

Izrn r ang telah dicetak akan ditandatangani
di cap stempel dan diarsipkan di Seksi

2QL2 Tentang Retribusi pengendalian Latu
Perpanjangan izin Memperkeq'akan Tenaga

oleh Kepala
Pengelolaan

DPMFrfSP,
Data dan l

B. Standar Pelayanan terkait proses pengeiolaan perayanan internal
marLu /1

Undang-lJndang
Undang-Undang
Ketenagakerjaan;

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AOq tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23
Daerah;

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang penanaman
Modal;

f. PP Nomor 97 Tahun
Lintas dan Retribusi
Ke{a Asing;
Perpres nomor 39 Tahun 2ol4 Tentang Daftar Bidang usaha yang
Tertutup dan Bidang usaha yang Terbuka d,engan persyaratan di
Bidang PM;
Perpres Nomor 97 Tahun '2O\4 Tentang pTSp;
Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Tentang pedoman dan Tata
cara Perizinan dan Non Perizinan pM setragaimana teiah diubah
dengan Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2O73;
Peraturan \{enteri renaga Kerj'a Dan Transmigrasi Nomor 16
Tahun 2015 Tentarrg Tara Cara penggunaan Tenaga Kerja Asing;

ab'

1.

Sistem Informasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahu'a izinnva telah selesai dan rlapat di ambii di loket
penl.erahan.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

k.

3) Jangka waktq pelayanan
Maksimal 5 hari keq'a, sejak berkas permohontn dinyatakan lenskao.

4l Biaya / Tarif
Rp. 0,- {Bebas Biaya}

5) Produk Pelayanqn
Izin Penempatan Tenaga Kerja swastadengarl masa oeiiat<u s ltigaitahun, dapat diperpanjang dalam waktu yang sama, resmi dengan
tanda tangan dan catrl stempel basah.

6lPenanganan Pengaduan, saran dan masukan
a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang

Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DpMprsp yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.

C.

saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPISP .

saran dan aduan segera ditangani dan ditind,aklanjuti untuk
diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oreh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 {Tujuh) hari keq'a sejak pengaduan diterima
dengan lenakao.

b.

1) Dasar Hukum
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kepada Kepala Dinas Penanaman \{odal dan pelar-anan Terpadu
Saru Pinru.

1. Kepurusan Bupati
Pembentukan Tim

Timur Nomor 298 Tahun
Pelavanan Perizinan dan

2017 tentang
Non Perizinan

Luriu
Teknis
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Terpadu pada Dinas
Satu Pintu (DPN{PTSI

Sarana dan prasaraaa. (

Penanamatt Modal
Kab. Luwu Timur
ln/ at'au fasilitas

a,LLL,7"LL (lianl 1\ UII rC]L tzu,Lil, Ll

dan Pelayanan Terpadu
tahun 2Afi

Saraaa:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer Sewer, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, kmari Arsip,
Wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, mang
rapatlpertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana

C.

Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki
Sertifikat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
Pendidikan Sekurang-kurangnya 51 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi terkait Surat Izin Penempatan Tenaga Keqja
bagi Tim Teknis yang ditempatkan di PTSP
Dapat mengoperasikan komputer dengan baik

4l Peagawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM pengawas internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kefrala DpMpTSp

5l Jun{ah Pelaksana
Minimal2 orang di Front Office PISP
Minimal3 orang termasuk Kepaia Dinas di Back OIIice
Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

a)
b)
c)

6| Jaminan Pelayanan
Permohonan Tzin akan diproses minimal sesuai dengan stanclar
operationai Prosedur {soP) dan standar pelayanan {sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7l Jaminan 4eamanaa dan Keselamatan pelayanan
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah Oitetapt an at an
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
oftrce), termasuk keamanan berkas permohonan serama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelayanan yanLg tepat waktu.

8) Evaluasi kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap sop dan standar pelayanan
(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat {SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oieh DPMPTSP bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.



=II 19. tzrfr LEUBAGA PELATTHAIT I(ER^,A (rLpK)
Izin Lembaga Pelatihan Kefa ]'ang selanjutnl-a disingkat ILpK adalah izin
,\ ang diberikan oleh pemerintah daerah kepada lembaga swasta berbadan
hukum ]'a,,g akan mem-elenggarakan pelatihan bagi teniga kerl'a.

b.

C.

d.

f.

0t!'

h.
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A. Staadar Pelaya-oaa terkait proses pe'yampaian pelayanan (seruice
delite

tara
a. Fotocop.v IMB/Surat Tanah sebagai tanda tut U

penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja
kurangnya 3 {tiga} tahun

b. Fotocopy KTP pemilik/penanggungjawab
c. Daftar Inventaris sarana dan prasarana yang digunakan
d. Daftar Nama dan Alamat pengelola t embaga dan struktur

Organisasi lembaga
Program Pelatihan Berbasis Kompetensi
Daftar Instruktur sesuai kompetensidan Tenaga Kepelatihan
Fotocopy ijazah pengajar
Contoh Serifikat kelulusan yang dikeiuarkan lembaga
Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 1embar
Fotocopy surat pengesahan sebagai Badan hukum
Bagi LPK yang merupakan cabang dari lembaga
rnduk, wajitr melampirkan surat rrenuniukan se 1Ca

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengamuit rormuiir

i.

pendaftaran di l,oket Informasi Front office DpMF,rsp, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;
staf l,oket Pendaftaran memeriksa keiengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran pennohonan izir. dan pemohon ditrerikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi perizinan d"an Non perizinan untuk c1i lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu pintu yang ada d.i Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutrrya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan tzin kepada Kepala DpMprsp selaku koordinator TIM
Teknis.
untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembaiikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu pintu untuk d,iterbitkan surat
penolakamya.
Untuk permohonan tzin,yang diterima, maka akan d,iteruskan ke
Seksi Pelavanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izLn.
Izin -vang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMprsp,
di cap stempel dan diarsipkan di seksi pengeloiaan Data dan
Sistem lnformasi.

kepemilikan atau
untuk sekurang-

pelatihan keq'a

2 makenisme dan



pemohon bahrr-a izinnl-a telah selesai dan dapat di ambi-l di loket
penverahan.

l. Pe l,oket Pe han rahkal kepada horetugas Lot(et Henveranan menyeralu
dengan terlebih dahulu memeriksa
kesesua ian identitas pemohon.

1 Lzl'rr kepacla pemo
bukti pendaftaran

10n,
dan

3l Jangka wa&tu oelaYanan
Maksimal 5 hari keria, seiak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

4l Biaya / Tarif
Rp. 0,- (Bebas Biaya)

5l Produk Pelavanan
Surat Izin kmbaga Pelatihan Kerja (ILPK) dengan masa berlaku 3

ttiga) tahun, dapat diperpanjang dalam waktu yang sama, resmi
densan tanda tangan dan can stemoel basah.

6l Penanganan Pengaduan. saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMFTSP .

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari keija sejak pengaduan diterima
densan lenskao.

a.

b.

C.

d.

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal
acttt

a. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;
c. PP Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja

Nasional
d. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2OL6

tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan

f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 34 tahun 2ALO tentang
Akreditasi LPK

g. Peraturan Menaker[rans RI Nomor : Per.I7/MBN/VII/2OO7 Tahun
2AL6 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran I-embaga
Pelatihan Ke{a

h. Kepmenaker No. 133 | lMer,/87 tentang Sistem Latihan Kerja

t. Keputusan Diq'en Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga
Kerja Nomor 76lBL/2000 tentang Petunjuk Teknis Perizinan dan
Pendaftaran kmbaga Latihan Swasta
Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2OL7 tentang
Pendelegasian Kewenangan Peia}uanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
Keputusan Bupati Luuu Timur Nomor 298 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelavanan Pertzinan dan Non Perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu

k.

1l Dasar Hukum



2l Sara.raa dan prasaraaa, da:e/ atau fasilitas
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Meja, kusi. alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer Server. Scalner, CCTV, Kams12, proyektor, Lemari Arsip,
Wifi, alel penyimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasaraaa:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pela5ranan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3) Kompetensi Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki
Sertifikat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
Pendidikan Sekurang-kurangnya 51 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi terkait surat Izin Pendirian Lembaga pelatihan
Keq'a {LPK) bagi Tim Teknis yang ditempatkan di pTSp
Dapat mengoperasikan komputer dengan baikC.

4| Pengawasan Interaal
Pengawasan Internal dilakukan Langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara Lrerkala oieh TIM pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DpMpTSp

5| Jumlah Pelaksana
a) Minimal 2 orang di Front Office pTSp
b) Minimal 3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Oflice
c) Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan P layaaan
Permohonan rzin akan diproses minimal sesuai dengan standar
operational Prosedur (soP) dan standar pelayanan (sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelayanan yaqg tepat waktu.

8) Evaluasi kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap sop dan standar peiavanan
{sP} akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyeienggaraan survey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DpMprsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak trksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di putrlikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.



20. PERPATJAXGAIT IXTA
Perpanjangan IIITA adalah Perpanjangrn surat izin mempekeqakan tenaga
keda asing bagi pemberi kerja Tenaga Kerja Asing ).ang bekerja dalarn satu
daerah.

A. standar Pela5raaaa terkait proses penyampaian pelayanan
delhtentl

(Seruice

f.

a. Alasan perpanjangan IMTA
b. Fotocopy IMTA yang masih berlaku
c. Fotocopy keputusan Rencana Penggunaan TKA yang masih

berlaku
d. Paspor TKA yang masih berlaku
e. Pas photo berwarna dengan latar belakang warna merah

1.

ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
Fotocopy bukti wa3'ib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
Fotocopy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
Fotocopy bukti gaji/upah TKA
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Wajak bagi TKA yang bekerja
lebih dari 6 (enam) bulan
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Keda TKA
Bukti poiis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum
indonesia
Fotocopy tlukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial
Nasional bagi TI(A yang bekerja lebih dari 6 (enam) trulan
Fotocopy surat penunjukan Tenaga Kerja Indonesia
pendamping
Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Tenaga Keq'a Indonesia pendamping dalam rangka alih
teknologi disertai dengan copy bukti sertifikat pelatihan
dan/atau sertiflkat kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perUUan
Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari
instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di
instansi teknis terkait

p. Laporan keberadaan TKA / surat Keterangan Keberadaan TKA
dari instansi teknis terkait.

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil tr'ormulir
pendaftaran di Loket Informasi Front Office DpMpTSp , atau
melalui tempat-tempat yang telah d"itentukan, seperti kantor Desa
/ Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Wetrsite.
Pemohon mengi,si formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaral;
staf Loket Pendafiaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan izirL dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
{daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk d.ilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Admini.strasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dal kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu -y-ang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya

(,
b.
h.
i.

j.
k.

m.

n.

o.

b.

C.

d.

e.

C
b.

2 makenisme dan

melekukan kajian teknis terhadap permohonan izjn,yang diterima, i
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Kemrhemenar<er Kl serta meraKuKan KunJungan Epangan apaou€r
diperiukan dan menuangkan hasiln-va dalam Berita Acara
Pemeriksaan l"apangan dan atas dasar tersebut menerbitkan
rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan u.in
kepada Kepaia DPMP|SP selaku koordinator TIM Teknis.

h. Untuk permohonan izlr. yang ditolak, akan dikembalikan ke
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penoliakannya dan disampaikan ke pemohon sesuai dengan
standar waktu yaxg ditentukan.

i. Untuk permohonart izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
Bendahara Penerima untuk dilakukan penghitungan retribusi dan
pencetakan SKRD.

j. Petugas l,oket informasi di Front Oflice menghubungi pemohon,
menyampaikan besaran retribusi dan meminta pemohon untuk
membayarkan retribusi di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah.

k. Bendahara Penerima merima bukti pembayaran dari pemohon.
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan non perizinan melakukan

pencetakan iztn.
m. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala

DPMPISP, di cap stempel dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi dan diteruskan ke loket penyerahan.

n. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran, bukti
pembayaran dan kesesuaian identitas pemohon.

3l JanEka waktu nelavanan
Maksimal3 hari keria, se'iak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

4l Biaya / Tarif
US$100 / Jabatan perbulan untuk setiap TKA
dan dibayarkan didepan untuk 1 tahun atau
waktu nekeriaan.

{Tenaga Ke{a Asing}
disesuaikan dengan

5l Produk Pelayanaa
Surat Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing {IMTA)

yang berlaku seliama 12 bulan dan dapat diperpanjang sesuai
dengan Persetujuan masa ke{a yang tertera pada RPTKA. Tetapi
untuk pekerjaan yarrg sifatnya sementara, dapat pula mengajukan
IMTA Sementara yakni IMTA untuk pekerjaan yang dilakukan
dibawah 12 bulan.

6l PenangananPengaduan. saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
sela-rnbat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterfurra
dengan lenskap.

B. Standar Pelavanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal
manufactun

terhubung
naker zu i
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rta me
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PeLa-vanan
kuniunsai:

Penggunaan TKA
lapangan apabila
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b. UL- \omor i3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
c. UU Nomor 25 Tahun 2AO7 Tentang Penanaman Modal
d. UU Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah
e. PP Nomor 97 Tahun 2Ol2 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu

Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Ke{a Asing

f. Perpres Nomor 39 Tahun 2Ol4 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di
Bidang PM

g. Perpres No 97 Thn 2014 tentang PTSP
h. Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2AI3 Tentang Pedoman dan Tata

Cara Perizinan dan Nonperizinan PM sebagaimana telah diubah
dengan Perka BKPM No 12 Thn 2013

i. Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

j. Peraturan Menaker Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Peraturan lvlenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Ke{a Asing

k. Pertrup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2AL7 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinal
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu {DPMffiSP) Kab. Luwu Timur tahun 2OL7

2l Sarana dan orasaraila. dan/ atau fasilitas
Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip,
Wffi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, mang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas:
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki
Sertifikat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
Pendidikan Sekurang-kurangnya 51 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi dan ketentuan terkait Ketanagakerjaan bagi
Tim Teknis yang ditempatkan di PTSP
Dapat mengooerasikan komnuter densan baikC.

4l Pengawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan langsung oieh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DPMPTSP

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimal 2 orang di Front Office P|SP
b) Minimai 3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimal 1 orang TiM Teknis dari SKPD terkait

Ol .laminan Petayanan
Permohonan lzin akan diproses minimal sesuai dengan Standar
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7l Jaminan Keanaa.an daa Keselamatan pelavalan

Setiap pemohon -yarrg mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkal jaminan keamanan selama di mang pelayanan (front
Office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, trak atas informasi ser[a
Delavanan vans teoat waktu.

8l tvaluasi kineria nelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar Peiayanan
(SP) akan dimonitoring meialui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat {SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertuiis kepada Bupati selaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintah Daerah.
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21. SURAT PEITCATATAII PER^TATJIAM(ER.rA WAI(TU TERTEI{TII (PKPTI
DAII PER.TAIIJIAT IGR^IA WAI(IL TIDN( TERTETTU (PI(E?T)
Pencatatar Peq'anjian Kerja Waldu Tertentu adalah perjanjian te{'a antara
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja
dalam w'ahu tertenfu atau untuk pekery'a tertentu.

Pe4'anjian Keq'a Waktu Tidak Tertentu adaiah adalah pe4'anjian kerja
antara pekeq'a/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan
keda yang bersifat tetap.

standar Pela5ranaa terkait proses pcnlrampaian pelayanan (setwlce
delhtentl

C.

Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di Loket Inforrnasi Front office DpMprsp, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperli kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;
staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan iengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan iztfl dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
idaftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Peiayanan Terpadu satu pintu yang ada di Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan nin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas d"asar
terseLlut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan lz;in kepada Kepala DpMprsp selaku koordinator TIM
Teknis.
untuk permohonan tzin yang ditolak, akan dikembarikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.
Untuk per:nohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
iz1rr.
rzin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMprsp,
di cap stempel dan diarsipkan di seksi pengelolaan Data dan
Sistem InJormasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahrva izinnl'a telah seiesai dan dapat di ambil di loket
penr-erahal.

A.

b.

d.

crb.

h.

k.

a. Surat Permohonanlzin dari Perusahaan
b. Fotocopy kontrak kerja per Jabatan
c. Fotocopy KTP
d. Surat Kuasa dari pemilik Badan Usaha apabila di wakili
e. Rekomendasi Teknis (Dinas Nakertra

makenisme dan
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kesesuaia n identitas pemohon.

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal

Sarans:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, proyektor, Lemari Arsip,
Wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server? ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, fllang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.

Fasilitas :

Merlia informasi dal pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapalgan

3l Jangta ealrtn pelayaaaa
Maksimal2 hari keria, seiak berkas permohonan dinvatakan le

a) Biaya / Tadf
Rp. O,- (Bebas Bial.a)

5) Produk Pelayaaaa
Surat Izin Pendidikan Dasar dengan masa berlaku selama usaha berdiri
dan tidak mengalami perubahan sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, dapat diperpanjang dalam waktu yang sama,
resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.
6l PenanganaD Pengaduan. saran dan masukan

Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterirna
dengan lengkap.

1| Dasar Hukum
a. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
b. PP Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem pelatihan Kerja

Nasional
c. Perpres No 97 Thn 2014 tentang PTSP
d. Permenakertrans No. loolMEN /vl/20a4 tentang ketentuan

Pelaksanaan Pery'anjian Kerja Waktu Tertentu
e. Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2Afi tentang

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanama,n Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

f. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298 Tahun 2orr tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan per:.r,inan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpad,u
Satu Pintu fDPM Kab. Luwu Timur tahun 2ALT

2l Sarana dan atau fasilitas



Pelatsana

Pengawasan Internal
pimpinan dan secara

dilakukan langsung oleh
berkala oleh TIM pengawas

masing-masing
Internal yang

dibentuk dan di n khusus oleh
Jumlah Pelaksana

Minimal 2 orang di Front Office ptTp
Minimal3 orang termasuk Kepara Dinas di Back office

TIM Teknis dari SKPD terkait

a)
b)
c)

6l Jaminan Pela
Permohonan lzin akan diproses
operational Prosedur (sop) dan standar pelayanan (sp) yarg berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan danatau pelaporan sesuai dengan peraturan perurndang-undanga, yang
berlaku.
Jaminaa Keamanan dan Keselamatan
Setiap pemohon yang mengik
mendapatkan jaminan keamanan selama di iuang pelayaian (frontoflice), termasuk keamanan berkas permohonJrr- 

""i^*. pio"r"
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta

Kesesudan proses pelayanan t
11"] ,akan dimonitoring melalui mekanisme kartu c6ntro1,penyelenggaraan lurvey Kepuasan Masyarakat (sKM) a"" .t#dievaluasi minimal setiap 6 butan oteh irpuprsp bersama sKpDTeknis Terkait dan pihak Eksternal lainrrya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan ai puuiil<isikan dan dilaporkansecara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan rirnpinan
Pemerintah Daerah.

b.

Pendirlikatr sekurang-turan
Sertifrkat Service Excellent bagi petugas pelaSzanan di DpMpfSp 

-- 
IPendidikan sekurang-kurangnya s1 dan memahami dengan baikberbagai regulasi-terkait keienagakerjaan bagi Tim tekiis yang

ditempatkan di PTSP
c. Dapat me rasikan kom uter den baik
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22. 17rTI SARAIIA DAX PRASARATA IG'SEEATAIT
lzin Sarana dal Prasarana Kesehatal adalah izin vang diberikan oleh
pemerintah daerah bagi perorarlgan atau Badan hukum J-ang akan
mendirikan dan atau mengoperasionatkal sarana dan prasarana terkait
layanan kesehatan.

A. Standar Pela5raaan terkait proses pen5rampaian pelalranan (sentice
delhte

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front office DpMprsp, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperli kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi for:rnulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke 1oket pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan trerkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan iztr' dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tid,ak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas perrnohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di Lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verilikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengal surat tugas yang ada, selanjutnya
meiakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknva suatu

d.

e.

ob.

a. Formulir Permohonan
b. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi usaha berbadan

hukum
c. Foto Copy KTP Penanggung jawab 1 pemilik
d. Daftar perbekalan kesehatan, sarana dan prasarana yang

digunakan
e. Pas Foto 3x4 2lembar
f. Gambar denah ruangan/sarana, daftar tenaga medis dan uraian

tugasnya
g. Foto Copy Izin Tenaga Kesehatan
h. Rekomendasi Asosiasi dan surat pengantar puskesmas setempat

(Pengobatan Tradisional)
i. Foto Copy sertilikat / tlazah tenaga kesehatan
j. Pendirian Rumah Sakit dan Klinik ditambahkan :

k. Daftar Jenis Layanan dan Tarif sesuai ketentuan peraturan
perundang*undangan.

1. Daftar tenaga medis dan paramedic.
m. Studi kelayakan, master plian, dan penamaan.
n. Persyaratan pengolahan limbah.
o. Izin Lingkungan bagi yang memerlukan
p. Surat Pernyataan sanggup bekerjasama dengan Rumah Sakit

rujukan.
q. Dan persyaratan administrasi & Teknis iainnya sesuai dengan

turan dan perundang-undansa vans berlaku
Sistem, makenisme dan

permohon an iirt kepada Kepala DPMmsP selaku koordinator Tttvt i



Pelasanan Terpadu Saru Pinru unrlrk diterbitkan surat
penolekannsg

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal

a. UU Nomor 29 Tahun 2AA4 Tentang praktik Kedokteran
b. UU Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintahan Daerah
c. UU Nomor 36 Tahun 2OL4 Tentang Kesehatan
d. UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
e. UU Nomor 38 Tahun 2A74 Tentang Keperawatan
f. Peraturan Menkes Nomor 1331/Menkes/ SK/ry2AAz Tentang

Pedagang Eceran Obat
g. Peraturan Menkes Nomor 2S4lPERlIil/2AA7 Tentang Apotek

Rakyat
h. Peraturan Menkes Nomor 9 Tahun 2Al4 Tentang Klinik
i. Peraturan Menkes Nomor 56 Tahun 2ol4 Tentang Klasifikasi Dan

Perrztnan Rumah Sakit
j. Peraturan Menkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang pusat

Kesehatan Masyarakat

k. Perbup Kabupaten Luurr Timur Nomor 56 tahun 2O1T tentang
Pendelegasian Kervenangan Pelavanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penalaman Moda-l dan Pelavanan Teroadu

L. Untuk permohonan izin vang diterima, maka akan diteruskan ke
seksi Pelal-anan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
iitr;'.
Izin 1-ang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMprsp,
di cap stempel dan diarsipkan di Seksi pengeiolaan Data dan
Sistem Informasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyarnpaikan ke
pemohon bahwa izinnya telah selesai dan dapat di ambil di loket
penyerahan.
Petugas l,oket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahuiu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

1.

J.

k.

3| Jangka walitu pelayanan
Maksimal6 hari keria, seiak berkas permohonan dinvatakan lenskao.

4) Biaya / Tarif
Rp. 0,- (Bebas Biava)

5l Produk Pelayanan
Sertifikat izin Pendirian Sarana dan Prasarana Kesehatan yang
berlaku selama 5 (lima) tahun, dicetak diatas kertas F4 100 gram,
resmi ditandatangani dengan cap stempel basah.

6) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepaira Bidang
Pengendalian, penga\Masan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di iingkungan DPMPISP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMmsP .

c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

b.

1l Dasar Hukum



2Ol7 tentang
Non Perizinan
rnan Terpadu

i. Keputusan Bupati Lunu Timur Nomor 298 Tahun
Pembentukan Tim Tekris Pelar.anan Perizinan dan
Terpadu pada Dinas Penanaman ModaL dan Pela1,
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r.crPiaLrLr l}aua rJnriati rcltianliiluiill lYluu.L4r ualt rcra-Yatrall rcrl)auu
Salu Pintu (DPMPTSP) Kab. Luwu Timur tahun 2Ol7

2
Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, Lemari Arsip,
Wi{i, alat penyimpanal data {database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.

Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ru€Lng
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis. sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki
Sertjfikat Service Bxcellent tragi Petugas Pelayanan di DPMPISP
Pendidikan Sekurang-kurang D3 dan memahami dengan baik
berbagai regulasi terkait Izin sarana dan prasarana Kesehatan
bagi Tim Teknis yang ditempatkan di PTSP
Darrat mengoperasikan komputer

C.

d.

4l Penuawasail. Internal
Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditusaskan khusus oleh Kepala DPMPTSP

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimal2 orang di Front Office PTSP
b) Minimal3 orang termasuk Kepaia Dinas di Back Offrce
c) Minimal 2 orans TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan Pelayanan
Permohonan Izin akan diproses minimal sesuai dengan Standar
Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7f Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
OfTice), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, l;rak atas informasi serta
pelayanan vans tepat waktu.

8l Evaluasi kineria oelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar Peiayanan
(SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPISP bersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintah Daerah.



23. IZIT T-ETAGA ITESEEATAT
Izin Tenaga Kesehatan adalah izin 1-ang diberikan oieh pemerintah daerah
kepada setiap orang _l'ang mengabdikal diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatal ]'ang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan
untuk melakukan upai,a kesehatan.

A. Standar Pela5ranan terkait proses penyampaian pelayanan (S,eruice
de

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di Loket Informasi Front Office DPMP{ISP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa I
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;

c. Staf l,oket Pendaftaran memeriksa keiengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan izfil dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
{daftar) dan dikemtralikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
Seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di iakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan tzin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditoiaknya suatu
permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP selaku koordinator TIM
Teknis.

h. Untuk permohonan izir;r yang ditolak, akan dikembaiikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.

i. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izin.

d.

e.

C
b.

Izin vang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepaia
di cap stempel dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan
Sistem Informasi.

DPMPTSP,
Data dan

tas
a. Formulir Per:nohonan
b. Foto Copy KTP Penanggung jawab / pemilik
c. Foto Copy STR yang masih berlaku dan telah dilegalisir
d. Surat Keterangan Sehat fisik dari dokter yang merniliki tempat

praktik yang iegal
e. Surat Pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di

fasilitas pelayanan kesehatan di iuar praktik mandiri
f. Pas Foto warna 4x6 cm sebanyak 3 {tiga) lembar
g. Rekomendasi dari organisasi profesi
h. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja

pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau
Lainnva secara ourrra waktu

2l Sistem, makenisme dan
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l. Perugas l,oket penverahan menverahkan Iztrt

dengal terlebih dahulu memeriksa bukti
ke sesuaian identjtas pemohon.

kepada pemohon
pendaftaran dan

raku
Maksimal 3 hari ke berkas onan din takan

Tadf

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal

UU Nomor 2g Tahun ZOO+
UU Nomor 36 Tahun 2AOg Tentang Xesehatan

g. PerMenkes No Hk.o2.o2lMenkes/ l4s/r/2or0 Tentang Izin DanPenyelenggaraan praktik perawat, sebagaimana telah diubahdengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2OlB

uu Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang pemerintahan Daerah
UU Nomor 38 Tahun 2Ol4 Tentang Keperawatan
PP Nomor 51 Tahun 2oog Tentang pekeq'aan Kefarmasian
PerMenkes No 2052/ Menkes/ perjx/-zatt rentang Izin praktik
Dan Pelaksanaan praktik Kedokteran

PerMenkes No 8€9/Menkesl per/y/2arl Ttg Registrasi, rzinPraktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
PerMenkes No !46f/ Menkes/ per/X/2OLO Ttg lzin DanPenyelenggaraarl praktik Bidan, perMenkes No sg Tahun zoLZ
I*l?"q Penyeleng-garaan pekeq'aan perawat Gigi
PerMenkes No 19 Tahun zarc Tentang penyelenggaraan pekerjaan
Refraksionis Optisien Dan Optometris

h.

k.

n.

1.

PerMenkes No 26 Tahun ZAfi Tentang penyelenggaraan
Dan Praktik Tenaga Gizi
PerMenkes No 8O Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan
dan Praktek Fisioterafis

Pekerjaan

Pekerjaan

m. Kepmenkes No 1026/MENKtrs/sKl vII/2003 tentang
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
Perbup Katrupaten Luwu Timur Nomor s6 tahun zafi tentangPendeiegasia, Kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan peiayanan Terpadu
Satu Pintu.
Keputusan Bupari Luriu Timur Nomor 29g rahun 2ol7 tentang

Rp. 0,- (Bebas Biava

Sertifikat izin Tenaga
dicetak diatas kertas ]<9s9!atan yang berlaku seiama. pimal tafmra

F4 100 gram, resmi ditandatangani dengan cap

saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan mai
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf roketpengaduan di lingkungan DpMprsp y*ng ditunjuk oreh KepalaDinas.
saran dan aduan disampaikan merarui roket pengaduan, kotaksa-ran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTsp .

saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oreh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Trrjuh) hari keq'a 

""3rt 
pJngaduan diterima

dengan lenskan

1) Dasar Hukum

o.



Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan
tahun

Pelar-anan Terpadu
2077Saru Pintu {DPMPI'SP) Kab. Luuu Timur

2l Saraas dag dan/ atau fasilitas
Sararea
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Meja, kursi, alat tulis kaLtor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, proyektor, Lemari Arsip,
Wifi, alat penvimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.

Prasarana:
instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpalan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3) Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki

Sertifikat Service trxcellent bagi Petugas Pelayanan di DPMP|SP
b. Pendidikan Sekurang-kurang D3 dan memahami dengan baik

berbagai regulasi terkait Izin Tenaga Kesehatan bagi Tim Teknis
yang ditempatkan di PTSP.

c. Dapat mengoperasikan komputer
4) Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DpMpTSp

5| Jumlah Pelaksana
a) Minimal2 orang di Front Office IyTSP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Oflice
c) Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6| Jaminan Pelayanan
Permohonan rzin akan diproses minimal sesuai dengan standar
operational Prosedur {soP) dan standar pelayanan (sp) yang berraku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

?l Jaminan Kealn,anan dan Keselamatan pefayanan
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan atian
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan {frontoffice), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelayanan yang tepat waktu.

8l Egluasi kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap sop dan standar pelayanan
(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan survey Kepuasan Masyarakat {sKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DpMprsp Lrersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal iainnya yang relevan.
Hasii Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.
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21,. IZttr PRODI'X,$ XAIIATAX DAr UIIII'UAr ITDTISTRI RT]UAE TAtrGGA
rirrt Produksi \[akanan dan L{inuman pada Industri Rumah rangga
adalah izin valg diterbitkan oleh pemerintah daerah bagi Industri Rumah
Tangga ]-ang bergerak dalam usaha produksi makanan dan minuman.

A. staadar Pelayaaaa terkait proses peayampaian pelayanan (senfice
de

a. surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran
dan keabsahal dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

b. Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTp), Kartu
Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP), atau WNA : KITAS
/ Visa, Paspor

c. IUI Kecil dan Menengah
d. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi PIRT
e. Sertifikat Penjamah Makanan bagi Pengeiola
f. Hasil cek laboratorium untuk produksi makanan dan minuman

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil For:rnulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front Office DPMPTSP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Wetrsite.

b. Pemohon mengisi for:rnulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;

c. Staf l,oket Pendaftaran memer:iksa keiengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan iztrl dan pemohon diberikan trukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di iakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutrrya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan win kepada Kepala DPMI,rsp selaku koordinator TIM
Teknis.

h. untuk permohonan iztn yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.

i. untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izin'.

i. Iztn yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMpTSp,
di cap stempel dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahw,a wfunya telah selesai dan dapat di ambil di loket
pen_verahan.
Petugas l.oket Penverahan menverahkan lzin kepada pemohon,
denoan tarlahih rlohrrlr, tra-^;l--^ L,,,i-+l -^-I^f+^-^- l^..

d.

e.

g.

k.

2 makenisme dan
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wathl
\{aksimal 6 hari ke
Bia Tarif
Rp. o,- {Bebas Bi
Produk

berkas rmohonan din atakan le

Senifikat izin produksi tvlakanan
l11S8a1.rrrg berlaku selama 5 (lima)
100 gram, resmi ditandata.rg...i d.rr*

Dan Minuman
tahun, dicetak

cap stempel

Industri Rumah
diatas kertas F4

basah.

B. Standar Pelayanan terkait proses pengeioiaan pelayanan internal

a.
b.
C.

maTLU

Saraaa dan

Undang-Undang Nomoi
undang - undang No. 23 Tahu zoL4 tentang pe-merintahan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3g2JMenkes/per/
PendafLaran Makanan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 222/Menkes/per/IX / rgggtentang Bahan Tambahan Makanan.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1700/B/sK/7gg2 tentangKriteria Pendaftaran jenis tertentu Minuman it"rr* dan Maka ,,an fMinuman yang mengandung alkohol
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor azgL l1/sK/rxl19g6 tentangPenyuluhan bagi perusahaan Makanan Industri'Rumah ranggasurat Keputusan Dirjen poM Nomor 03s3/B/sK/ vr/sg tentangPetunjuk Pelaksanaan peraturan Menteri Kesehata, Nomor sg2Tahun 1989 tentang pendaftaran Makanan.
Keputusan Dirjen. poM Nomor a298TlBlsK/vII/9O tentang pendaf-
taran Bahan Makanan Tertentu
Keputusan Diden poM Nomor ozsgz/F.lsK/vrli/90 tentang Tatacara Pendaftaran Makanan, prod.usen dan irrodut drnl.Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor s6 tahun zorr tentangPendelegasian Kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan pelay.r.o Terpadu satuPintu.
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298 Tahun 2aLZ tentangPembentukan Tim Teknis perayanan perizinan dan Non periainan
lerpadu pada Dinas penanama., tuoaai dan pelayanan Terpadu satuPintu (DPMP|SP) Kab. Luvi,rr Timur tahun 2Afi

Daerah
VI tentang

saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loketpengaduan di lingkungan DpMprsp irr.g ditunjuk oreh KepalaDinas.
saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotaksaran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telahdisiapkanDPMpTsp .

saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untukdiselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
serambat-lambatnya z {Tujuh) hari ke4'a *.irt p""rrg"ar*n diterimadengan lenskao.

1) Dasar Hukum

Sararea:
daol atau fasilitas



lvifi, aiat pemimpanan data (database), a-lat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor
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Prasaraoa:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, l,apangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3| Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki Sertifikat

Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
b. Pendidikan Sekurang-kurang D3 dan memahami dengan baik

berbagai regulasi terkait periziaan di bidang Kesehatan bagi Tim
Teknis yang ditempatkan di P|SP

c. Dapat mengoperasikan komputer
4f Pengawasan Internal

Pengawasan Internai dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DPMPTSP

5) Jumlah Pelaksana
a) Minimal 2 orang di Front Office PTSP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan Pelayanan
Permohonan rzin akan cliproses minimal sesuai dengan standar
operational Prosedur {soP) dan standar Pelayanan (sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

7! Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelavanan
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
office), termasuk keamanan berkas permohonan serama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelayanan yang tepat waktu.

8l Evaluasi kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap sop dan stand,ar pelayanan
(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan survey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DpMprsp brersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.
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25' rz[Jr PETYELETGGARAAT PAITD, PEIIIDIDIXAT DASAR DAn toil
FORUAL YA][G DISELETGGARAI(AI{ OLEH UASYARAI(A'T
Izin Penvelenggaraan PAUD, pendidikan Dasar dan Non Formal oleh
Masl-arakat adalah izin --vang diterbitkan oleh pemerintah daerah bagi
perorangan atau lembaga s\\'asta yang akan menyelenggarakan PAUD,
Pendidikan dasar dan non formal.

A. Staadar Pela5ranan terkait proses penyampaian pelayanan (seruice
deliae

Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Fol-lnuur
pendaftaran di Loket Informasi Front office DpMprsp, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melaiui Website.
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke ioket pendaftaran;
staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan tzir' dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di Lakukan
verifi.kasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Peiayanan Terpadu satu pintu yang ada di Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melrakukan kajian teknis terhadap permohonan ain yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izin kepada Kepaia DpMprsp selaku koordinator TIM
Teknis.
untuk permohonan izin yang ditoiak, akan dikembalikan ke Bidang
Pela1'anan Terpadu satu pintu untuk diterbitkan surat
penolakannva.
untuk permohonal izin ]'ang diterima. maka akan d,iteruskan ke

b.

C.

d.

e.

0b.

h.

a. Fotocopy IMB dan surat Tanah sebagai tanda bukti kepemiukan
atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk
sekurang-kurangnya 3 {tiga) tahun

b. Fotocopy KTP pemilik/penanggungiawatr
c. Daftar Inventaris sarana dan prasarana yang d.igunakan
d. Daftar Nama Pengelola Lembaga dan struktur organisasi

I"embaga
Program Pelatihan Berbasis Kompetensi
Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan
Fotoc opy ljazah pengajar
Contoh Serifikat kelulusan yang dikeluarkan lembaga
Foto berwarna 4x6 sebanyak S lembar
Fotocopy surat pengesahan sebagai Badan hukum
Bagi LPK yang merupakan cabang dari lembaga pelatihan keria
induk, wajib melampirkan surat penunjuka, sebagai cabang.
Hasil penilaian keiayakan bagi penyelenggaran pAUD
Rencana Induk Pengembangan {RIp) bagi TK/TKLB/PAUD
Rencana pencapaiqlq stan dar penyelenggaraan TK / TKLB / PAUD

e.
f.
(,
b.
h.
i.
j.
k.

Sistem, makenisme dan
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lzin 1-ang telah dicetak akan ditandatangani
di cap stempel dal diarsipkan di Seksi
Sistem Informasi.

oleh Kepala DP\,fmSP.
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B. Standar Pelayanan terkait proses pengeiolaan pelayanan internal
manura

Sarana:
Meja. kursi. alqt tuhs

Petugas ioket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahrra iztnnya telah selesai dan dapat di ambii di loket
penyerahan.
Petugas lnket Penyerahan menyerahkan lzin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

k.

1.

3) Jangka waktu pelayanan
Maksimal 5 hari keria, seiak berkas pefinohonan dinvatakan lenskao.

4) Biaya / Tarif
Rp. O,- {Bebas Biaya)

5| Produk Pela5ranan
Surat Izin Pendidikan Dasar dengan masa berlaku selama usaha berdiri
dan tidak mengalami perubahan sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang trerlaku, dapat diperpanjang dalam waktu yang sama,
resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.
6| PenangananPengaduan, saran dan masukan

Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oieh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

c. saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diseiesaikan oieh tim penanganan pengadual
selambat-lamtratnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

b

1) Dasar Hukum
Permendiknas No.44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun zaag
tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum pendidikan yang
Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/Atau Menengah dan
Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar danlAtau Menengah
Sebagai Badan Hukum Pendidikan
Keputusan Menteri Dinas Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor A60/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah
Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2OL7 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanarl Terpadu
Satu Pintu.
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPM Kab. Luu,rr Timur tahun 2017

Sarana dau , danl atau fasilitas

karttor. checklist^ almari. komnuter- Printer
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Wifi. alnt penr-impanan data {database), a,1at kontroi. alat
telekomunikasi. sarana kebersihan dan keindahan Kantor.

: Prasanana:
: Instalasi iistrik, telpon, ruang server, rt.ang kerja, ruang

rapat/prtemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penvimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengadual, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan teiah memiliki
Sertifikat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
Pendidikan Sekurang-kurangnya 51 dan memahami dengan baik
bertragai regulasi terkait Surat Izin Pendirian Pendidikan Dasar
yang diselenggarakan oleh Masyarakat bagi Tim Teknis yang
ditempatkan di PTSP
Dapat menqoperasikan komputer densan baik

a.

b.

c.
4l Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yaxg
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DPMPTSP

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimal2 orang di Front Office FrISP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Oflice
cl Minimal 1 orans TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan Pelavanan
Permohonan lzin akan diproses minimal sesuai dengan Standar
Operational Prosedur {SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Jaminan Keamaaan dan Keselamatan
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
Of{ice), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
beriangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelayanan yang tepat waktu.

8! Evaluasi kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar Pelayanan
{SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak Bksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitcring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintah Daerah.
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26.IZTN TRAYEK
Izin Trar-ek adal.ah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau
mobil penumpang umum pada jaringan tra-y-ek yang telah ditentukan sebagai
lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan
mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjatanan tetap, lintasan tetap
dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

A. Standar Pela5ranan terkait proses penyampaian pelayanan (seruice
delioe

Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran di Loket Informasi Front Office DPMP|SP , atau
melalui tempat-tempat yang teiah ditentukan, seperti kantor Desa
/ Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke ioket Pendaftaran;
Staf l,oket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan :u;trr dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang teiah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas yang telah diverifikasi diteruskan ke Bidang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk menentukan
bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izinyang diterima,
menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan rzin kepada Kepala DPMPTSP selaku koordinator
TIM Teknis, membuat dan menandatangani BAPL, melakukan
perhitungan dan menetapkan retribusi.
Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya dan disampaikan ke pemohon sesuai dengan
standar w'aktu yang ditentukan.
Untuk permohonan tzin yang diterima, maka akan diteruskan ke
Bendahara Penerima untuk dilakukan pencetakan SKRD.
Petugas l,oket InJormasi di Front Office menghubungi pemohon,

b.

d.

e.

ob'

h.

1.

a. Surat Permohonan
b. Fotocopy KTP
c. Fotocopy NPWP
d. Fotocopy STNK
e. Fotocopy buku uji yang masih berlaku
f. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum (BUMN,

BUMD, PT atau Koperasi) yang bidang usahanya Transportasi
Darat;

g. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
h. Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpan

kendaraan bermotor (Pool/ Garasi Kendaraan) ;

i. Pool Kendaraan minimai untuk 5 kendaraan
j. Surat Perjanjian kerjasama dengan Bengkel yang bersertifikat dari

Di4'en Perhubungan Darat;
k. Akte Pendirian untuk yang berbadan hukum yang relevan (BUMN,

BUMD, PT, atau Koperasi
2l Sistem, makenisme dan
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k. Benia-aara Peneimaan \lenerima buku pe xnba\ arax re*Ll-1busi dari
Pemohon

1. Seksi Pelar anal Perizinan dan Non Perizinan melakukan
pencetakan izin.
lzin ] ang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala
DPMPTSP. di cap stempei dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi dan diteruskan ke loket penyerahan.
Petugas l,oket Penverahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran, bukti
pembayaran dan kesesuaian identitas pemohon.

3tJ"ng@
Maksimal 7 lnan kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

/ Tarif

No
JENIS

KENDARAAN

DAYA ANGKUT
{Gwr)

KENDARAAN

TARIF'
{Rp)

1 a. Mobil
Penumpang

t. Bis Kecil
c. Bis Sedang
d. Bis Besar

8 orang ke
bawah
9 * 18 orang
Lg - 29 orang
30 orang ke atas

30.000/tahun
35.000/tahun
50.000/tahun
65.000/tahun

2 Izin insidentil (L4
hari)
a. Mobil

Penumpang
b. Bis Kecil
c. Bis Sedang
d. Bis Besar

8 orang ke
trawah
9 - 18 orang
19 * 29 orang
30 orang ke atas

2O.OAO lbn
30.000/izin
4A.OAAliz:,:'r
50.000/izin

Produk Pelayanan
Surat Izin Pelayanaan Angkutan Perkotaan, yang berlaku selama 5
(1ima) tahun, dicetak diatas kertas F4 100 gram, dan resmi
ditandatangani dengan cap stempel basah
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepa1a Bidang

Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMFrISP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.

b. Saran dan aduan rlisampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang teiah
disiapkanDPMFrfsP .

c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal
{manu
1l Dasar Hukum

n.
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a. UU Nomor
Jalan

b. UU l'Iomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
c. PP Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan rekavasa,

analisis dampak. serta manajemen kebutuhan lalu iintas
d. PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

22 Tahun 2OO9 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
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PP \omor 7-i Tahun 201+ Tentang.{ngkutan Jalan
Perpres \o 97 Thrr 2014 tentang msp
Permenhub \o. pm26 tahun 20i5 tentang standar Keselamatan
I^alu Lintas dan Angkutan Jalan
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Permenhub No. PM 40 tahun 201s tentang standar pelayanan
Pen-velenggaraan Terminal Angkutan Orang
Permenhub No. PM 133 tahun 2015 tentang pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
PerMenhub Nomor PM 108 Tahun 2oL7 Tentang penyelenggaraan
Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam
trayek.
Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2orr tentang
Retribusi Izin Trayek
Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun zAfi tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298 Tahun 2otr tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan perizinan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu

k.

m.

satu i,mtu [u},Mt/l'Spl Kab]. Luwu Timur tahun 2OIT
2l Saranq dan prasarana,

Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer server, scanner, ccrv, Kamera, proyektor, Lemari Arsip,
Wi{i, alat pen;rimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor"
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruallg
rapatlpertemuan, ruang peiayanan, ruang pengaduan, .uarrg
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangal
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3) Kompetensi Pelaksana
a. penOiA

sertifikat. service Excellent bagi petugas pelayanan di DpMprsp
b. Pendidikan sekurang-kurangnya s1 dan memahami dengan baik

berbagai regulasi dan ketentuan terkait usaha transplrtasi di
daerah bagi Tim Teknis yang ditempatkan di pTSp

c. Dapat mengoperasikan komputer densan baik
4l Pengawasan Internal

PenSawai
pimpinan dan secara berkala oleh rIM penga*as Internal yang
dibentuk dan ditugqskan khusus oleh Kepaia DpMpTSp

5l Jumlah Pelakiena
Minimal 2 orang di Front Office pTSp
Minimal3 orang termasuk Kepa1a Dinas di Back Oftice
Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

a)
b)
C

6l Jaminan Pqlayanan
Permohonan rzin akan diproses minimal sesuai dengan standar
operational Prosedur (soP) dan standar pelayanan (sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan _yang
berlaku.
.Io-ioaa l(ga;rranan dan Keselanatan pelayaaan
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mendapatkan jaminan kearnanan
Office), termasuk keamanan berkas permohonr].,- 

""i"-" 
proses

berlangsung hingga kepada terbitnya izin, i.ak atas informasi serta
t waktu.

Evaluasi
Kesesuaian proses pelayanan
(sP) akan dimonitoring meralui mekanisme kartu c6ntro1,penyelenggaraan survey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh opnnprsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasii Monitoring dan evaluasi akan ai puutit<asikan dan diiaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.
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27. IfiII USAIIA TRAXSPORTASI
Izin Usaha Transportasi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah
bagi perorangan atau Badan hukum yang akan menyelenggarakan usaha
terkait bidang transportasi.

A. staadar Pela5raoan terkait proses penyampaian pelayanan (sentice
deliaeni
1l Persjraratan
Usaha Angkutan Taxi atau semacamnya :

a. surat permohonan bermeterai BESBRTA zuNCIAN DAITTAIR
KBNDARAANNYA dan berkas lampirannya dalam rangkap 2 (dua)
dari Direktur Perusahaan ataupun pimpinanrrya yang ditujukan
kepada Kepala DPMPISP Luwu Timur

b. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan/ Badan Usaha.
c. Fotocopy KTP Direktur Perusahaan ataupun pimpinannya
d. Fotocopy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor {srNK) setiap

kendaraan yg masih berlaku.
e. Fotocopy Buku uji kendaraan bermotor / KIR setiap kendaraan yang

masih berlaku.
f. ASLI Rekomendasi resmi dari Dinas Kabupaten yang memtridangi

Lalu Lintas dan Angkutan Jaran iLLAJi di domisili pemohon, yang
dirinci untuk masing-masing kendaraarulya yang mencantumkan
Identitas / Nomor Polisi kendaraan.

g. surat keterangan memiliki fasilitas penyimpanan / pool kendaraan,
DISERTAI DtrNAI{ LOKASINYA

h. Surat pernyataan bermeterai bahwa memiliki bengkel sendiri untuk
perawatan kendaraan yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan
ataupun Pimpinannya ataupun surat keterangan bekerjasama
dengan bengkel kendaraan lainnya untuk perawatan kendaraan
yang ditandatangani oleh Pemilik Bengkel (ditand.atangani disertai
cap perusahaan bengkel)

i. Surat Keterangan bermeterai mengenai kondisi dan komitmen usaha
ditandatangani oleh Direktur perusahaan ataupun pimpinannya.

j. surat pernyataan bermeterai tentang Kesanggupan untuk memenuhi
seluruh kewajiban sebagai pemegang izin Operasi

Angkutan Laut Pelayaran :
a. surat permohonan bermeterai dari pimpinan perusahaan yang

ditujukan kepada Kepala DpMpfSp
hr. Fotocopy Akta Pendirian dan perubahan perusahaan.
c. Fotocopy Pengesahan Akta pend.irian / perubahan perusahaan dari

pihak yang berwenang. (untuk Jenis PT disahkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM, untuk Koperasi disahkan oleh instansi yang
berwenang)

d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib pajak {NpWp}e. Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotocopy KTp
Direktur Perusahaan atau Ketua Koperasi.

f. Menempati tempat usaha baik berupa milik sendiri maupun sewa,
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari
instansi yang berwenang {kepala d.esa/kelurahani.

g. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang
ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar atau tehnis pelayaran niaga
tingkat dasar.

h. Rekomendasi dari Adpel/Kakanpel setempat-
untuk jenis usaha transportasi iainnya melampirkan persyaratan
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i Z) qisten, Eak6lisme aan proseaur
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Kelurahan, Kecamatan dan juga meiralui Website.
b. Pemohon mengisi formulir pennohonan dan melengkapi dokumen

,vang dipersr.aratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;
c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas

d.

permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran perrnohonan izlrr dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka Lrerkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
Seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
verilikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonanizin yang diterima,
melakukan kuqjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan izin kepada Kepa1a DPMPTSP selaku koordinator TIM
Teknis.
Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.
Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteniskan ke
Seksi Pelayanan Perkinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izin.
izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP,
di cap stempel dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahwa annnya telah selesai dan dapat di ambil di loket
penyerahan.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan lzin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

e.

f.

c,b.

h.

J.

k.

1.

3) Jangka waktu pelayanan
Maksimal 7 lran keria, seiak berkas permohonan dinvatakan lenskau.

4) Biaya / Tarif
Gratis, Rp. 0

5) ProdukPelayanan
Surat lzin Usaha Transportasi, yang trerlaku selama S {lima) tahun,
dicetak diatas kertas F4 100 gram, dan resmi ditandatangani dengan
cap stempel basah

6) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oieh Kepala Bidang

Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui ioket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah

b.

disiapkanDPMPTSP .

c. Saral dan adual segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
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B. Standar Pelar-anal terkait proses pengelolaan pelayanan internal(manufa
i 1l Dasar Hu-knm

f.
atb.
h.

Tahun 2ol4 tentang pemerintahffi
22 Tahun 2OOg Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

c. PP Nomor 32 Tahun 2orL Tentang Manajemen dan Rekayasa,
_ Analisi Dampak serta Manajemen rebutuhan t-alu Lintas;d. PP Nomor 55 Tahun 2Al2 Tentang Kendaraan;
e. PP Nomor 79 Tahun 2arc Tentang Jaringan Laru Lintas dan

Angkutan Jalan;
PP Nomor 74 Tahun ZAI4 Tentang Angkutan Jalan;
Perpres No 97 Thn 2014 tentang pTSp;
PerMenhub Nomor pM 26 Tahun 201s rentang standar
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
PerMenhub Nomor pM 40 Tahun 201s rentang stand.ar peiayanan
Penyelenggaraan Terminal Angkutan Orang;
PerMenhub Nomor PM 133 Tahun 20Is rentang pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor;

}<. Undang-Undang No 17 Tahun 200g tentang pelayaran
1. PP No 51 Tahun 2AOZ tentang perkapalan;
m. PP No 61 Tahun 2OOg tentang tcepelabuhanan
n. PP No 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
o. PP No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di perairan;
p. PP No 21 Tahun 2010 tentang perlindungan Lingkungan Maritim;q. PerMenhub No. pM 54 Tahun 2ao2 tentang penyelenggaraan

Pelabuhan Laut;
r' PerMenhub No. pM 60 rahun za],4 Tentang penyelenggaraan dan

Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;--s. Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM.3i Tahun 2aal
tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan Angkutan Laut.t. l"rd, Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Trayek

u' ferbup Kabupaten Luwu Timur Nomor s6 tahun 2otr tentang
Pendelegasian Kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan perayanan Terpadu
Satu Pintu.

v. Keputusan Bupali Luwu Timur Nomor 29g rahun 2alr tentang
Pembentukan Tim Teknis pelayanan perizinan dan Non perizinan
lerpadu pada Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMpTSpi Kab. Luwu Timur tahun ZAiZ

a. UU Nomor 23
b. [iU llomor

Jalan;

Sarana:

J.

Meja, kursi, elat tulis kantor, checklist, armari, komputer, printer,
Komputer Server,.Scanner, CCTV, Kamera, proyektor, Lemari Arsip,W]q, alat penyimpanan data idatabase), alat kontrol, aiattelekomunikasi, sarana kebersihan dan keindairan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruangrapat/pertemuan,- ruang pelayanan, ruang pengaOuan, .*nrr[penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang end
data, gudang arsip.
Fasilitas :
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

2| Sarana dan dan/ atau fasilitas

3) Kompetensi petatsana



berbagai regulasi dan ketentuan
Teknis -\-ang ditempatkan di pTSp

terkait Izin Tra-vek bagi Tim

EIa
tsr
E
b
iEL-

ta
LLd
i-L'
LLd

t=
LrLd
L-L'
L,L.
LrY
L-L'

tsr
E
tr
H
Er
tr
tr
E
5
Er
I'
Tr
En
E
Tr
ET

=I

C Dapat me rasikal komputer densan baik
4) Peagawasqn Interaal

Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing.rnasing
pimpinan dan secara berkala oieh rIM pengawas Internal yalg
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DpMpTSp

5) Jumlah Pelaksana
Minimal2 orang di Front Office FyISp
Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
Miniryal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

a)
b)
c)

6l Jaminan Pelayanan
Permohonan rzin akan diproses minimal sesuai dengan standar
operational Prosedur {soP) dan standar Pelayanan (sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
office), termasuk keamanan berkas permohonan serama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, lnak atas informasi serta
playanan yang tepat waktu.

8l Evalqqsi kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap sop dan standar pelayanan
{sP) akan dimonitoring mel,alui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan survey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DpMprsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Bksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan ditaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.
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28. IzxX IISAEA XOPERASI SIUPAIT PITJAU
Izin Usaha Koperasi Simpan pinjam adalah iztr- yang diberikan olehpemerintah daerah kepada Koperasi yang akan melaksanakan kegiatan
usaha simpan pinjarn.

A. Sjydar Pela5raaaa ter&ait proses pcnyampaian
detiueni

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mensambil Formulir

C.

pendaftaran di Loket Informasi Front oflice DpMF"tsp, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.
Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaffaral;
staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka d.ilakukan registrasi
pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika beium lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non perizinan untuk di Lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu pintu yang ada d.i Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, seranjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila d.iperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau d.itolaknya suatu
permohonan izin kepada Kepala DpMmsp selaku koordinator TIM
Teknis.
untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.
untuk permohonan ain yang diterima, maka akan diteruskan ke
seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izin.
rzim yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMplsp,
di cap stempel dan diarsipkan di seksi pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.
Petugas ioket inforrnasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon Lrahwa izknya telah selesai dan dapat di ambil di loket
penyerahan.
Petugas l,oket Penyerahal men-trerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pend,aftaran dal

1.

pelayanan (Seruice

b.

d.

e.

ob.

h.

1.

J,

k.

a.
b.
C.

d.

e.
f.

Mengisi Formulir Permohonan
Fotocopy Badan Hukum Koperasi;
Fotocopy KTP Pengurus Koperasi;
surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,-; dari pengurus ke Ketua untuk
bertindak atas nama koperasi Simpan pinjam -
Pas photo ukuran 3 x 4 : 3 lembar
surat Penyataan tunduk pada peraturan perundang-undangan
perkoperasian bermaterai Rp. 6.000:

makenisme dan



3) Jengka ralftr petayaaaa
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5| Produk Pelayaaan
Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dengan masa berlaku
dapat diperpanjang dalam waktu yang sama sepanjang
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
tanda tangan dan cap stempel basah.

5 (lima) tahun,
sesuai dengan
resmi dengan

6| Penanganan Peagaduan, saran dan masukan
Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala.
Dinas.
Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximlle, dan email yang tetah
disiapkanDPMPTSP .

Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

B. Standar Peiayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun lgg2 tentang
Perkoperasian;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1gg5 tentang Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil Menengah
Republik Indonesia Nomor I5IPER/M.KUKM/XII/2OO9 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor: 191 PER/M.KUKM/XI /2AAS;e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 20/ptrR/M.KUKM/200S tentang
Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam;

t. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor: t4/ ptrR/M.KUKM/2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha
Kecil Menengah Nomor 20/PER/M.KUKMIXI /ZAAS tentang
Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam;

g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX /2}fi tentang
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

h. Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun ZOLZ tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non periainan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Tim Teknis Peiayanan Per..tzinan dan Non Perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMffSP) Kab. Luwu Timur tahun 2Afi

Saraaa dan prasaraaa, dtnl atau fasilitas

a.

b.

1l Dasar Hukum

Sarasa:
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Wifi, alat pen].impanan data (database), alat kontrol, aiai
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas :

Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3f Itompetensi Pelaksana
a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki

Sertifikat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
b. Pendidikan Sekurang-kurangnya 51 dan memahami dengan baik

berbagai regulasi terkait Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi,
untuk Tim Teknis yang ditempatkan di PISP

c. Dapat mengoperasikan komputer densan baik
4) Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DPMPTSp

5| Jumlah Pelaksana
a) Minimal 2 arang di Front Office PTSP
b) Minimai 3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6f Jaminan Pelayanan
Permohonan rzin akan diproses minimal sesuai dengan standar
operational Prosedur (soP) dan standar Peiayanan (sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

7! Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelavanan
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan atan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan (front
office), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelayanan yang tepat waktu.

8l Evaluqsi kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap sop dan standar rehyanin
(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraarl survey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DpMF,rsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku Pembina dan pimpinan
Pemerintah Daerah.
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29. TTEIX PETGTI,oLAflT PASAR PASAR RAI(YA'T, PUSAT PERBELITTJAAT
DA.r TOKO SIf,ALI\YAT
Izin Pengelolaal Pasar Rakvat, Pusat Perbetanjaan Dan Izin Usaha Toko
S'w-ala-r-an adalah izirr -vang diberikan oieh pemerintah daerah kepada
perorangall atau Badan usaha yang akan mengelola pasar ralgrat, pusat
perbelanjaan atau ]'ang akan menjalankan usaha toko swaiayan.

A. standar Pela5ranan terkait proses penyampaian pelayanan (sertice
deliaeni

Pemohon mendapatkan informasi dan mengamtril Formulir
pendaftaran di l,oket Informasi Front oflice DpMprsp, atau melalui
tempat-tempat yang tetrah ditentukan, seperti kantor Desa I
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

C.

Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran;
staf l,oket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka diiakukan registrasi
pendaftaran permohonan izir. dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap <literuskan ke
seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapal dan kesesuaian berkas permohonan.

f. Berkas permohonan vang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelavanan Terpadu Satu Pintu ],ang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kaiian dan komoosisi Tim teknis_

b.

d.

a. Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional {IUp2Tl
Persyaratan:

1. copy Suratlzin Prinsip / Iztn l,okasi;
2. copy Suratlzin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. copy Suratlzin Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahan;
4. surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi

Ketentuan yang berlaku;
5. Hasil Analisa Kondisi sosial Bkonomi Masyarakat serta

Rekomendasi dari Instansi yang berwenang.
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP! dan Toko Swalayan :
Persyaratan:

1. copy Surat Persetujuan Prinsip / Izin Lokasi
2. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. copy Suratlzin Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahan;
4. surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi

Ketentuan yang berlaku;
5. Hasil Analisa Kondisi sosial Ekonomi Masyarakat serta

Rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
6. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

c. rzin usaha Pusat Perbelanjaan (tuPp! dan rzin Toko swalayan yang
terintegrasi dengan Pusat Pembelanjaan atau Bangunan Lain :
Persyaratan:

1. surat Pernyataan Kesanggupan melaksalakan dan mematuhi
Ketentuan yang berlaku;

2. Hasil Analisa Kondisi sosiai Ekonomi Masyarakat ser[a
Rekomendasi dari Instansi yang berwenang;

3. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
4. copy IUPP Pusat Perbelarry'aan atau Bangunan lainnya tempat

berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;

makenisme dan2
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g Tim Tek:rjs sesuai dengan surat tugas -\-ang ada. seranjutnl a
melakukan kajran teknis terhadap permohonan izin l-ang diterima.
melakukan kunjungal lapangan bila dipertukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internal

a. UU No. 2O Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
b. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
c. UU No. 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerinta-h Daerah
d. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 20OB
e. Perpres Nomor 112 tahun '2AA7 tentang penataan dan pembinaan

Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern
f. Permen Perdagangan Nomor 36/M DaglPerlgl'ZAA7 Tentang

permohonan ain kepada Kepala DpMprsp selaku koordinator TIM
Teknis.

h. untuk permohonan izan yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk diterbitkan surat

J.

penolakannya.
Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke
seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izin.
Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oieh Kepala DpMpTSp,
di cap stempel dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke
pemohon bahwa izinnya telah selesai dan dapat di ambil rli loket
penyerahan.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

k.

t^

3! Jangka waktu pelayanan
Maksimal
leqgkap.

lo hari keg'a, sejak berkas permohonan dinyatakan

4) Biqya I Tarif
Gratis

5) Prodqk Pelayanan
Surat lzin Pasar Raky-at, Pusat perLrelanjaan Dan Toko
swalayanberlaku selama bangunan itu berdiri dan tidak acla
perubahan, dicetak di atas kertas F4, 100 gram, resmi dengan tanda
tangan dan Cap stempel Basah

6) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

C.

Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepa1a Bidang
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPrsp yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
saran dan aduan disampaikan melaiui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMmsP .

saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.
Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari keq'a sejak pengaduan diterima
densan lenskao.

d.

b.

d.

1l Dasar Hukum
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39 i\I Dag/per/ t2 / 2o1
g. Permen perdagangan

Penerbitan Srup dan
Perdagalgan

lz t M-DAG/PER/ t2 /2A13 Tentang
Secara Simultan Bagi perusahaan

1

Nomor
TDP

h. Peraturan Menteri perdagangan Nomor:46 /M-DAG/TF]R/9 / zaogTentang Penerbitan Surat tzin Usaha perdagangan.
Peraturan Menteri perdagangan Repuuur< rnoonesia Nomor s3/M-DAG/PERll2l2aaB tentang pedoman penataan dan pembinaan
fayr Tradisional, pusat peibetanjaan, dan Toko Modern
I.rbll Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2orr tentangPendelegasian Kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan
kepada Kepaia Dinas penanaman Moda.l dan perayanan TerpaduSatu Pintu.

t.

k. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 29g rahun 2arr tentangPembentukan Tim Teknis pelayanan perizinan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas penanaman Modal dan pelayanan TerpaduSatu Pintu {DPMpTSp) Kab. Luwu Timur tahun ZO|Z

Pelaksana

Setia-p pemohon yang *e,
me_ndapatkan jaminan keamanan selama di "*""g
Office), termasuk keams1211 berkas permohonJn
berlangsung hingga kepada terbitlr.a izin. hak arns

ditetapkan akan
pela_vanan (front

selama proses
infnmaci oo.+^

ilanl atau fasilitas

Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
-{omputer Server,.Scanner, CCTV, Kamera, proyektor, l,emari Arsip,wlq, aht penyimpanan data {database}, 

" atat kontrol, alattelekomunikasi, sarana kebersihan dan keindairan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruangrapat/pertemuan,. .Tq.tS pelayanan, ruang pen*aAuan, ,,r*rr[penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sisteir ttntrot, ruang ;;",data, gudang arsip.
Fasilitas:
gli? I3;:i:1::, 1:o*"d:31," Ruang tunggu ber AC, Lapangan
-P_arkir 

Gratis, sarana hiburaq TV dan akses intEiret

lqE1lqn komputer densan baik

Pendidikan sekurang-
sertifikat service Bxcelrent bagi iretugas pelayanan di DpMprspPendidikan sekurang-kryangnya sl dan mema-rrami dengan baikberbagai regulasi dan kete-ntuan terkait p".irit rr. bagi pasarmodern, toko swalayan dan semacamnya bagi rim Teknis yangditempatkan di pfsp

Pengawasan Internal
pimpinan dan secara berkala o1.l tTrvr F.";;;;" rnternar yang
{ibettgBieggilugaskan khusu oleh Kepata opi,iptsp5) Jumlah pilaksana

Minimal2 orang Oi front Offrce ptSpa)
b)
c)

Yi"y""l3 orang termasuk Kepala Dinas di Back OfficeMinimal 8 orang TIM Teknis ALri Sfpn brkait6) Jaminan pelavanan
Permohonan tri" at a" alp
operational Prosedur {sopi dan standar pelayanan {sp) yang berlaku,dan jika tidak sesuai, p*moho, d,apat menyamp"L"i-i"'r[ulo;;;'?"?
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perutoarrg-undangan ya,,gherlaku.
Jaminan Keamaaan aan Xis"t"matan
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Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Sre
(SP) akan rtim6fif6firrg melalui mekalisme kartu control,
penyelenggaraan suwey Kepuasal Masyarakat (sKM) dan akan
dievaluasi minimar setiap 6 bulan oleh DpMprsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pemLrina dan Fimpinan
Pemerintah Daerah.
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30. SURAT TATIDA PEITDAFTARATT WARALIIBA (SPTW)
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah
bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba
dan atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran peq'anjian
waralaba bagi penerima waralaba dan atau penerima waralaba lanjutan,
yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan
sebagaimana peraturan dan perundang-undangarl yang berlaku.

A. Standar Pelayanan terkait proses penyampaian pelayanaa (Sleruice
deliae

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir
pendaftaran d,i Loket Informasi Front Office DPMPTSP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa I
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.

b. Pemohon mengisi formulir perrnohonan dan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;

c. Staf l,oket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan lzirr dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi

{daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan iengkap diteruskan ke

Seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian trerkas permohonan.
Berkas perrnohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis'
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu
permohonan ain kepada Kepala DPMP|SP seiaku koordinator TIM

Teknis.
h. Untuk permohonan:zinyang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang

Pela.vanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannl'a.

d.

e.

.J
b.

Ijin Banr:
;. Foto copy akta pend.irian perusahaan dan akta perubahan (bila ada

perubahan) bagi perusahaan berbadan hukum;
b. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
c. Foto copy NPWP;
d. Dokumen perjanjian warabala
e. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 (3 lembar);
f. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasakan pengurusan ijin

kepada orang lain.

Perpanjangan Ijia :

a. roto copy KTP penanggungjawab perusahaan yanS masih berlaku;
b. Dokumen perjanjian warabala;
c. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 {3 lembar};
d. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menggasakan pengurusan ijin

Sistem, makenisme dan

IInhik nermohonan izttt vans diterima, maka akan diteruskan ke
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di cap stempel dan diarsipkan di Seksi pengelolaan Data dan

B. Standar Pelayanan terkait proses pengeloiaan pelayanan internal
ma,nu

a. UU No. 40 Tahun 2OAT Tentang perseroan Terbatas
b. uu Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan, sebagaimana telah

dubah dengan UU Nomor 28 Thn 2OA4
c. UU Nomor 17 Tahun 2A12 tentang perkoperasian
d. UU No. 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
e. PP Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan uu rentang

Yayasan, sebagaimana telah dubah dengan pp No. 2 Tahun ZOts
f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/ M-DAG/pF,F./gl2aaT

Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran perusahaan
g. Permen Perdagangan Nomor 77/ M-DAGIPER/L2/2O13 Tentang

Penerbitan SIUP dan TDP secara simultan Bagi perusahaan
Perdagangan

h. Permen Perdagangan Nomor g0/ M-DAGIPER/I,2/ZOt4 Tentang
Penataan Pembinaan Gudang

i. Permendag No.8/M-DAG/PtrR / 2/ 2A17 tentang perutrahan Ked,ua
Atas Permendag No. 37IM-DAG/PDP.|9 |2OAT tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/ptrR/B/ZAn
tentang Penvelenggaraan Waralaba

k. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M-DAG/PBR/ LO/ZAn
tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
Perlrrrn Ilolrrrnoto- T rr-'ar 'T1.i-',- l\T^*^- <4 +^1^,-- .\t\11

Sistem Informasi.
k. Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke

pemohon bahwa izirnya telah selesai dan dapat di ambil di loket
penyerahan.

1. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan
kesesuaian identitas pemohon.

3l Jangka waktu pelayailan
Maksimal5 hari keria, seiak berkas permohonan dinvatakan lenskao.

4) Biaya I Tarif
Rp. 0,- {Bebas Biaya)

5) Produk Pelayanan
Tanda Daftar waralaba {sPTw) untuk Penerima waral;aba Dari
Waralaba Dalam Negeri dengan masa trerlaku 3 (tiga) tahun, dapat
diperpanjang dalam waktu yang sama, resmi dengan tanda tangan
d4n cap stempel basah.

6) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang

Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.

b. saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah
disiapkanDPMPTSP .

c. saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari keq'a sejak pengaduan diterima
dengan lengkap.

1l Dasar Hukum
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Saru Pinru.

Ke^sesuaian proses pel
(sP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,penyelenggaraan lurvey Kepuasan Masyarakat {sKM) dan akandievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh irp*ApIsp bersama SKPDTeknis Terkait dan pihakbksternal lainnya yang ,"L.r^r.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan oi puirr<isikan dan dilaporkansecara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpina*
Pemerintah Daerah.

Meja, kursi, alat tulis kantor, checkrist, almari, komputer, printer,
Komputer Server,.Scanner, CCTV, Klmera, proyektor, l,emari Arsip,w]fi", alat- penyimpanan data (database), " alat kontrol, alattelekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruangrapat/pertemuan,. ..yqng pelayanan, ruang pengaOuan, ruan;penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang enddata, gudang arsip.
Fasilitas:
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, LapanganParkir Gratis, sarana hiblrran TV dan aksis intirnet

Pendidikan sekurang-kuia
sertifikat service Bxcerlent bagi iretugas pelayanan di DpMprsp
Pendidikan sekurang-kurangnya sl dan memahami dengan baikbgrbagai regulasi terkait surat"Tanda Daftar usaha waralaba tragiTim Teknis yang ditempatkan di plsp
Dapat mengoperasil!4n komputer dengan baik

Pengawasan Internal d

IfllT:i,31,__*_*".1" u.elrara ol*l dnr--f."s.;"s internal -yangdibentuk dan ditugaskan khusus oleh
Jumlah Pelaksana

Minimal2 orang di Front Office pTSp

Yyh{3 orang termasuk Kepala Dinas di Back OfficeMinimal 1 orang TIM Teknis dLri SKPD terkait

a)
b)
cl

6| Jaminan
Permohonan lrin

lTi?j:i*j-':::1il (sop) dan standar peiayanan {sp) yans bertaku,dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyamp"rk";';J;"?ffi?#
f,ffifj."poran 

sesuai dengan peiaturan perundang-unAangan yang

Tl Jaminan K_e

tepat waktu.

Setiap pemohon yang-mengikuti prosedur yang teta@
f_:"i:lo*T^llTiil keamanln selama"oi Tuarrs pelayanan {frontoffice), termasuk keamanan berkas permorrorr;1;;;;"oi;:;;
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
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31. EIT USAEA PERIXATAIT PEUBI]DIDAYAAT IKA]Y
Izin usaha Perikanal pembudida)-aarl ikan adalah izin tertulis -\-ang harusdjmiliki serjap orang unruk merai<ukan 

"""d ;;rk;;-;;1t;;ti xegiatanuntuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkal ikan sertamemanen hasihel'a dalam lingkungan yang terkontrol, temasuk kegiatanyang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah d,an/ atau mengawetkannya. denganmenggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Lin tersebut.
A. S,tandar Pelayanan terkait proses

deliaeni

f.

penyampaian pelayanan (Seruice

b.

Pemohon mendapatkan
pendaftaran di Loket Informasi Front office DpMprsp, atau melaluitempat-tempat yang terah ditentukan, seperti kantor Desa /Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.
Pemohon mengisi formurir permohonan dan melengkapi dokumenyang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket plndaftaran;
staf Loket pendaftaran memeriksa kerengkapan berkaspermohonan, jika dinyatakan rengkap, maka dilaf,ukan registrasipendaftaran permohonan izln dan pemohon diberikan buktipendaftaran;

d.

e.

Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang terah dinyatakan lengkap diteruskan keseksi Administrasi perizinan dan Non perizinan untuk di lakukan
verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelavana, Terpadu Satu pintu yang ada di Back oIfice, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya
melakukan kajian tekreis terhadap permohonan izin vars riiterima

ob.

b. Rencana usaha perikanan tangkap atau proposal rencana usahaperikanan tangkap terpadu, -bagi or*.rg *t*.. Badan hukum
Indonesia;

c- Fotocopy akte pendirian/ perubahan perusahaan berbadan
- hukumlkoperasi yang telah disahkan;
d. Fotocopy kartu tanda pend.uduk (KTp) pemilik kapar ataupenanggung jawab perusahaan yang terah disahkan oreir pejabat

yang berwenang;

a. Mengisi Formulir permohonan

e. Fotocopy lzin penggunaan pemanfaatan Ruang, untuk usaha
dengan luas lebih dari 25 Hektar;
Fotocopy SIUP dan TDp;

k. Pernyataan kesanggupan mematuhi
undangan bermaterai Rp. 6.000,_;

1. Fotocopy STTS pBB;

Pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jaw*ab
perusahaan sebanyak 2 (duai lembar, uku.ar, + i 6 crrr;
fura_t keterangan domisili usaha; speciment tanda tangan pemilik
kapal atau penanggungjawab perusahaan; dan
Pernyataan dari .pemohon yans menyatakan bertanggung jawab
atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan bermateraiRp.6.000,-;

i. Penyataan kesanggupan menangani dampak lingkungan bermaterai
Rp. 6.000,-;

ketentuan pemndang-

2) Sistem, makenisme aan
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tersebut -.r..Ot**
permohonan tzin kepada Kepata DpMplSp selaku

akan dikembalikan ke
untuk diterbitkan

ditolakn-r a suatu
koordinator Tiiv1

Bidang
surat

h. Untuk permohonan izin-yang ditoLak,
Pelavalan Terpadu Satu pintu
penolakannl,s.

Teknis.

Tahun ZO09;

untuk permohonan izin yang d.iterima, maka akan diteruskan keseksi Pelayanan pertzinan dan Non perizinan untuk pencetakanizin.
Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oreh Kepala DpMprsp,
t1 ".p stempel dan diarsipkan di set<si eengeloiaan Data danSistem Informasi.

k. Petugas loket informasi menghubungi
pemohon bahwa :a;krnya telah selesai
penyerahan.
Petugas i'oket penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,dengan terlebih dahulu *.*..ik*u bukti pila*ft.r*.. dankesesuaian identitas pemohon.

Undang-Urd""*
sebagaimana terah diubah dengan undang-undang Nomor 45

pemohon, menyampaikan ke
dan dapat di ambil di loket

B, Standar pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internalmanu

b. undang-undang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang pemerintahan
Pt"ltf, sebagaimana telah diubah dengan UrrAa"glUndang Nomor9 Tahun 2015;
undang-undang Nomor 7 Tahun 2ot6 Tentang perlindungan DanPemberda-vaan Nelayan, pembudi Daya rr<in, 

-nr' 
petamtrak

Garam;
Peraturan pemerintah Nomor s4 Tahun 2ao2 Tentang usahaPerikanan:

C.

Maksimal 5 hari ke ohonan din

O,- f Grati

Surat lzin Usaha

}::l111:,:*u f:^lqirr3i peiunarran dan *"*ri a"nsan peraturan;;'3#' *ffi;tanda tangan dan Cap stempel Basah
saran dan masukan

Pengaduan, *rr rt
Pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf roket

B#:11""n 
di lingkunsan DpMpTSp rlrrs oit"":"r. oteh Kep;i;

saran dan aduan disampaikan melalui roket pengaduan, kotaksaran, SMS, Telepon, Faximile, dan *d;J -yanfl telahdisiapkanDpMpTsp .

saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untukdiselesaikan.

::,:f*:,"ijll1 gr:.13qrtT. olg! tim penansanan pengaduan
::3::i.:1Tl:tnyaz(rujuh)rrarir.e4a".:"k=p"-"sid"ffi*i;ffi ;

1| Dasar Hukum

d.
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f. Peraturan \{enteri Kelautan Dan Perikanan Nomor per.05/\Iery
Tangkap sebagiamana telah

2008 Tentang Usaha perikanan
diubah dengan peraturan Menteri
Per. 12lMen/ 2OO9;

Kelautan Dan Perikanart Nomor

g. Peraturan Menteri Kelautan Dan perikanan Nomor per.o2/Men/
, 2009 Tentang Tata cara penetapan Kawasan Konservasi perairan;h. Peraturan Menteri Kerautan Dan perikanan Nomor per.oslMen/
. 2009 Tentang skala usaha Di Bidang pemuuaia*y** Ikan;i' Peraturan Menteri Kelautan Dan perikanan Nomor per.

3o/Men12oo9 ltentang perimpahan we*e.rarg pemberian rzin
Y*11" Tetap penanaman nriboa Di Bidang Kelautan DanPerikanan Daram Rangka perayanan Terpadu satu pintu DiBidang Penanaman Modal Kepada xepata Dinas KoordinasiPenanaman Modai;j. Peraturan Menteri Kelautan Dan perikanan Nomor 36/permen_Kp/2OM Tentang Andon penangkapan lkan;k. Peraturan Menteri Kelautan Dan perikanan Nomor 4g/perrnen-Kp/2ola Tentang Usaha pembudidayaan Ikan;1. Peraturan Menteri Kelautan Dan perikanan Repubiik Indonesia
{omor 36/Permen-Kp/ 2a1s rentang Kriteria Dan pengerompokan
skala Kecil, skala Menengah, Dan skala Besar Daram pungutan
Hasil Perikanan;

m' Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor
Kep. 6 0/ M en / 2oa 1 Tentang penataan penggunaan Kapal perikanan
Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

n. Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 4/Kepmen_Kp/20La rentang penetapan status perlindungan penuh Ikan pari
Manta;

o. Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2orr tentangPendelegasian Kewerrangan Pelayanan perizinan dan Non per,inan
kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan perayanan T".d;;Satu Pintu.

p. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 29g rahu n Z}LZ tentangPembentukan Tim Teknis pelayanan perizinan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas penanaman Modar dan pelayanan TerpaduSatu Pintu {DI,MPTSP) Kqb. Luwu Timur tahun ZAif

Pendidikan sekurang-k
sertifikat service Bxcenent bagi iretugas perayanan di DpMmspPendidikan sekurang-kurangnya sl dan memahami dengan baikberbagai regulasi dan keteniuan terkait Budidaya perika,an bagiTim Teknis yang ditempatkan di P"fsp

b.

danl atau fasilitas

Meja, kursi, airat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer server,,scanner, ccrv, KSrnera, proyektor, Lemari Arsip,alat- penyimpanan data (database), alat kontrol, alattelekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruangrapat/pertemuan,. ..31rS pehydnan, ruang pengaduan, mangpenyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem liontrol, ruang entrydata, gudang arsip.
Fasilitas:

Y:*f :1fjTi:l -d*. 
pengaduan,- Ruang tunggu ber AC, LapanganParkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

c. Dapat mengoperasikal komputer dengan baik
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4l Pengawasan Iaterrral

f91gg1'asan-

)^-
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pimpinan dan secara berkala oleh tifra
dibentuk dan ditusaskan khrrsrrs nleh Kenq

Pengawas Internal yang
Iq DPIITPTaIT

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimt
b) Minimai 3 orang termasuk Kepala Dinas di Back office

6l Jaminan Pelayanan
Permohonr @operational Prosedur (sop) dan standar pelayanan isp) y*"g berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan p*rg"tr.n dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-unoangan yang
berlaku.

seuap pemo.non yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan {frontoffice), termasuk keamanan berkas permohonan- seliama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, ]nak atas informasi serta

=, 
qela]ranqn yang tepal waktu.

8l Evaluasi kinerja pela$sana
Kesesuaian proses pelayanan terha sn
{sP} akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraall survey Kepuasan Masyarakat (sKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oteh bpuplsp bersama sKpD
Teknis Terkait dan pihak Bksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan Ai puUtitcasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pirnpinan
Pemerintah Daerah.
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32. ITEX PE,,GU'.PULAX SIITIBAITGAIY DATAII DAERAIIizin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten adai:ah rzrn r ang*ajib dimihki oleh setiap organisasi yang menjalanka, usahamendapatkan uang atau barang untuk pembangrr.rr' dalam bidangkesejahteraan sosial, mental/ " agaia-1 - klrokhanian, kejasmanian,pendidikan dal bidang kebudayaan.

A. Standar pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan (seruicede

Pemohon mendapatka
pendaftaran di Loket Informasi Front office DpMprsp, atau melaluitempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.
Pemohon mengisi formurir permohonan dan melengkapi dokurnenyang dipersyaratkan cran menyetorkannya ke roket pendaftaran;
staf Loket pendaftaran - memeriksa kelengkapan berkaspermohonan, jika dinyatakan rengkap, rnaka dilaf,ukan registrasipendaftaran permohonan izL.l dan pemohon diberikan truktipendaftaran;
Jika trelum lengkap, maka berkas permohonan tirlak diregistrasi(daftar) dan dikembarikan ke pemohon untuk dilengkapi;Berkas permohonan yang terah dinyatakan rengkap diteruskan keseksi Administrasi perizinan dan Non perizinan untuk di 1akuka,verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke BidangPelayanan Terpadu satu pintu yang ada di Back office, untukmenentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ad.a, selanjutnyamelakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima,melakukan kunjungan lapanga* bila diperrukan dan atas dasartersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatuperrnohonan izin kepada Kepala DpMprsp selaku koordinator TIMTeknis.

h. Untuk permohonan izinyang ditolak,
Pelan,anan Terpadu Satu pintu

akan dikembaiikan ke Bidang
untuk diterbitkan surat

a. Mengisi formulir
b' Fotocopy akta pendirian bagi usaha Lrerbentuk badan hukum;

rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secaraten:erinci.

c. Fotocopy kartu tanda pendrldut untuk p".rgr*rnJ;;;;H;"",d. Pas photo ukuran 3*4 = 3 lembar;e. Rekomendasi dari Kepala Desal Lurah;f. Rekomendasi Camat;
g' Rekomendasi Dinas yang membidangi sosial/ Tim Teknis;h' lyrat Pernyataan Kesediaan tvienlampaikan Laporan kepadaDinas teknis terkait;
i Fotocopy Rekening Bank penampung Sumbangan;i. Data:

kegiatan sosial -yang telah dilaksanakan;
maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan; usaha_usahayang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
rn aktu penyelenggaraan;
luas penyelenggaraan (wilayah, golonganJ;
cara penyelenggaraan dan penyaluran;

2l Sislem, mtG;isme dan
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B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayalan internalmanu

Izin -vang terah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala
I r.p stempel dan diarsipkan di Setsi eergetoiaan
Sistem Informasi.

k. Petugas loket informasi menghubungi
pemohon bahwa iztnnya telah selesai
penyerahan.

1' Petugas Loket penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,dengan terrebih d,ahuru memeriksa bukti p;;;fd;;" a;kesesuaian identitas pemohon.

Undang-undan
atau Barang;
undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tsrtang penyandang cacat;undang-undang Nomor 13 Tahun lggg tentang KesejahteraanLanjut Usia;
undang-undang Nomor 40 Tahun 2oo4 tentang sistem JaminanSosial Nasional;
undang-undang Nomor 24 Tahun 2aar tentang penanggulangan
Bencana;

fn{a1s-undang Nomor 11 Tahun zoog tentang KesejahteraanSosial;
g' undaag-undang Nomor 13 Tahun 2afi tentang penanganan FakirMiskin;
h. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahu._ 19go tentang pelaksanaan
. PengumpulanSumbangan;
i- Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1gg0 tenta,g
. Penanggulangan Gelandargan dan pengemis;
i. Peraturan pemerintah uotor a2 Tahun 1gg1 tentang pelayanan

Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
k. Peratrrra- Damo-;-+^1^ rr-

a.

b.
C.

d.

e.

f.

Dt-

Dr
Ilr
fr
)r

Makqimal S hari keria. se berkaspermoh@

Surat lzin pengu

3::,*i,::Y::,I:i,"pi beriangsung atau sesuai yans dimohonkan,dapat diperpanjang dalam *rki, yangrr5 ucrr.r.r, waKllr yang sama, resmi dengan tandatangan dalr cap stempel basah.
lqran dan masukan

Pengaduan, 
"aPengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket

Bfi:li""n di lingkunsan DpMprsp fi"t ;it"rr.iirr. or.n Kepa,a

saran dan aduan 
-disampaikan melalui l0ket pengad.uan, kotaksaran, SMS, Telepon, Faximile, dan *dc yang teiahdisiapkanDpMpTsp .

saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untukdiselesaikan.

::,:-j*1l:11jl1-,qi:*l3qftll, oi:? tim penansanan pengaduanselambat- lambatnva 7 {ruj uh} h.;i k.rj"- 
"J: 

JTii*'#l#ffi1ffi;densan lencrlran

1| Dasar Hukum
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1. Peraturan peme
Penin gka tan Ke sej ahte raan So sial pe nyand..rg 6 

^."a,m. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2oai t..rt .rg peraksanaa,
upa-va Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut usia (Lansia);n' Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun ,2006 tentangPenyelenggaraal dan Ke{asama pemulihan Kortlan KekerasanDalam Rumah Tangga;
Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun 2or2 tentangPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;p. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tairun 201s rentang Tata caraPengumpulan -?ry penggunaan sumbangan Masyarakat BagiPenanganan Fakir Miskin;

q. Peraturan Menteri sosial Nomor 14 Tahun 19g2 tentang Tata caradan syarat-s,yarat usaha pengumpuran sumbangan oleh organisasiSosial;
r' Keputusan Menteri sosial Nomor TZ /HUK/KEp/rv/ 19s3 tentangTata Cara penerimaal dan penggunaan Bantuan Sosial;s. Keputusan Menteri sosial Nomor |4/]HUKIKEPIIX/ Lgg4 tentangPetunjuk peraksanaan Tata cara penerimaan dan penggunaan

Bantuan Dari Luar Negeri oleh Dinas-Dinas Sosial;t' Keputusan Menteri sosial. _Iopo. L/]HUK/rggs tentangPengumpulan sumbangan untuk Korban Bencana;u' Keputusan Menteri sosial - Nomor 56/HUK/ 1996 tentangPelaksanaan pengumpulan Sumbangan Oleh tUasyaratcat;v. Keputusan Menteri sosial Nomor siluuxliqgg"t"rrt ng pembinaan
Peran Masyarakat Dalam pembangunan erarr,g KesejahteraanSosial;

w. Keputusan Menteri sosial Nomor rc/HUK/199g tentang BantuanSosial Untuk Korban Kekacauan;
x. Keputusan Menteri sosial Nomor 03/pEGHUK/Zoaz tentangPengumpulan Dan pengelolaan Dana Kesejahteiaan sosial;y' fgrltYan Kepara Badan Nasional renan{gur*rrg* Bencana Nomor23 Tahun 2010 Tentang pedoman eengilapuiin oan pengerolaan

Dana Masyarakat untuk Bantuan renan[guranga, Bencana;z. Peraturan Menteri sosial Nomor rz6/HUV/2arl rentang pengeloraan
Hibah Dalam Negeri Dalam Rentuk Uarrg;

aa. Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun zafi tentangPendelegasian Kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas penaoaman Modal dan perayanan TerpaduSatu Pintu.

bb.Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 29g TahunPembentukan Tim Teknis pelayanan perizinan dan
]erpadu pada Dinas penanaman VtoOrt dan pelay;;;"

u Timur tahun ZO|T

2Ol7 tentang
Non Perizinan
Terpadu Satu

Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, armari, komputer, printer,
Komputer Server,.Scanner, CCTV, f3me1a, proyektor, Lemari Arsip,yi{, alat penyimpanan data {database), atat kontrol, alattelekomunikasi' sarana kebersihan dan keindahan Kantor.Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server? mang kerja, ruarrgrapat/pertemuan,. .ry1ng pelayanan, ruang penga*uan, ,,r*rr[penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem t<ontrot, ruang *;tddata, gudang arsip.
tr'asilitas :
Media informasi da, pengadua,, Ruang tunggu ber AC, LapanganParkir Gratis, sarana hiburan TV dan aksis irrt".,,r"t

Saranadatt prasarana, dan



b.
SeruJlkat Sen
Pendidikan sekurang-rurangil-, al-;; -##r#i 

aengan uarr
iilt+:ffi sutasi terkait surlt iri, p".rgrrmpulan Sumbangan bagi

c. Dapat m sikan kom uter den baikIuternal
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Pengawasan- tnternat
pimpinan dan secara
dibentuk dan dit

dilakukan iangsuns @berkala oleh TIM penga*as fnie.af ,yang
L khusus oleh Kepala DpMpISpQ) Jumlah pelaksana

a) Minimal 2 ora

:l lf,:lg J orans te_nnayk n"** Dinas di Back office

" 
O"ri SKPD terkait

Permohonan

3f;i?Yi#j.:::g:l rlglli,y standar perayanan (sp) yang berraku,dan jika tid ak s e suai, p. -;h; ; 6;;;;;'ffi # ?.r#ffi ;H?
fi$lfJ"poran 

sesuai dengan peiaturan perurOang_undangan yang
.Jaminanxeamanffi
P-.ey pemohon _vq"S

Hrf#*lr1*3lify" keamanair seiama"dil";"s petayanan {frontoffice), termasuk keamanan il.k;;;r';;f" ":fi;frf"oi"T:ffberlangsung hingga kepada terbitnya irrt , hak atas informasi sertapelayanan yang tepat waktu.

Kesesuaian pros

IL?.,,.,**-^Y".1]:4T,, metatui'*.L*i**J' ru.,,, contror,penvelenggaraan 
lurvey Kepuasan Masyarakat tsxilt"*a*ri"*[Iidievaluasi minimal getiap 6'bulan oleh npivtprsp trersama sKpDTeknis Terkait dan pihak 

-pt 

"t .rrri lainnya yang ,"Lurrr.Hasil Monitoring dan evaruasi akan oi puiril<isikan dan dilaporkansecara tertulis kepada Bupati selaku pembina dan pimpinanPemerintah Daerah.
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3i}. IZIX REKI.AUE
tzin Reklame adalah Izin 1-ang diberikan oleh pemerintah daerah kepadaperorangari atau Badan ]'arrg akan men5,'elenggarakan kegiatan reklame dansejenisnl'a dalam q-ilayah kabupaten

A. Standar Pela5ranan terkait proses p€nyampaian pelayanan (S,eruice
de

PTRMOHONAN IZIII RTKLAIIIE BARU :

1. Foto copy KTp pemohon rangkap 2b' Foto lokasi pemasangan rekiami dengan 2 sudut pandang masing2asli 2 (dua) iembar foto copy 2 rangkap, clengan syarat:
1) sudut pandang pengambil"r, roto sejajir trotoar/ialan d.enga,

ketentuan rekrame secara keseluruhar, laari uarvarr tiang E7d
atas rekiame)

2) sudut pandang pengambilan foto tegak rurus trotoar/iaran
dengan ketentuan latar belakang (bangunan / pohon/larrrlhi.r)
terlihat untuk.beserta bangunan persil ai unan kirinya3) Foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pacla rencana
penempatan titik reklame

c. Gambar situasi atau d.enah lokasi yang jelas posisi titiknya
be4'um1ah rangkap 2 dilengkapi keterangrrl "

u Nama toko/kantorl tanah kosong/din-rain diberakangnya2) Jarak terhadap jemLratan/simpang jalan.
d. Gambar teknis konstruksi asli "ii"*i"r, rangkap 2 dan fotocopy

_sejumlah rangkap 2 dilengkapi keterangan :
1) Dimensi rangka konstruksi
2| Dimensi diameter tiang penyangga
3) Dimensi kedalaman danpanjang lebar pondasi4l Jenis bahan konstruksi
5) Ukuran panjang iebar konstruksi
6) Ketinggian rekiame
7) Gambar detail hutrungan

bangunan/ faqade{bi1a reklame
gedung

konstruksi dengan atap
menempel di faeade atau diatas

:. Gambar potongan terhadap persil/trotoar/jaian.
f" Gambar desain reklame y;"g akan aipa!"a"s (obyek reklame) aslirangkap 2 (fotocopy rangkap 2)g' surat pernylgan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segar;a
. resiko yang diakibatkan oleh penyelenggara rekrame (rangk,ip zfh' Foto copy surat perjanjian kerjasamali""sr..p 2), khusus reklameyang diselenggarakan dalam rangka ti{'aJama dingan pemerintah

daerah.
i. surat pernyataan bersedia memindahkan rekrame sebelumberakhirnya masa ijin apabila pada lokasi tersebut akan digunakanuntuk pembangunan oleh pemerintah (rangkap 2)j. Surat-surat lain -yang dianggap perlu

il, PERMOHOISAN IZIN RTKLAME PERPAIYJANGA1Y
1' Fotocopy naskah izirt rlan surat setoran pajak daerah besertalampiran rekomend.asi tahun sebelnmnva (Rangkap 2)
2. Foto lokasi pemasangan reklarne teratnir ast"i rangt< ap z iFotoCopy Rangkap 2)

surat pernyataan. bennaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah)
bahwa konstruksi masih la-vak dan bertanggung jawab atas resiko
yang diakibatkan oleh penveienggaraan reklame asli {rangkap 3) 

]Surat-surat larn ]-ang dianggap p&tu 
]

a.) -

A+-
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Sl Si+em, -'.1: s. Pemohon mendaRatk
pendaftaral di r,oket Informasi Front ofrce DpMprsp, atau melalui j

tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa /Keiurahan, Kecamatan dan juga melalui Website.b. Pemohon mengisi formulir peLorronan dan melengkapi dokumen
-yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke l0ket pendafLaran;

c' staf Loket pendaftaran memeriksa keiengkapan berkaspermohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasipendaftaran permohonan uin da* pemohon diberikan buktipendaftaran;
d. Jika belum iengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi(daftari dan dikembarikan ke pemohon untuk d*engkapi;e' Berkas permohonan yang telah dinyatakan rengkap diteruskan keseksi Administrasi perizinan dan Non perizinan untuk di rakukan

verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.f' Berkas permohonan yang telah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanan Terpadu satu pintu yang ada di Back office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi rim teknis.g' Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, seranjutnyamelakukan kajian teknis terhadap permohon"..-iri, yang diterima,melakukan kunjungan rapangan bila diperlukan dan atas dasartersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatupennohonan izin kepada Kepala DpMF'lsp selaku koordinator TIMTeknis.

h' Untuk permohonanizktyang d.itoiak, akan dikembalikan ke BidangPelayanan Terpadu satu pintu untuk diterbitkan suratpenoiakannya.
i. untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan keseksi Pelayanan perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan

izin.
j' Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DpMpTSp,di cap stempel dan diarsipkan di seksi pengelolaan Data danSistem Informasi.
k. Petugas loket informasi menghubungi

pemohon bahwa izirlrrya teirah selesai
penyerahan.

I' Petugas Laket penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon,dengan terlebih dahuru memeriksa bukti pendaftaran dankesesuaian identitas pemohon.

pemohon, menyampaikan ke
dan dapat di ambil di loket.

Pengaduan, saran, Or"
Pengendalian, pengavrasan dan pergadua., atau stafpengaduan di lingkungan DpMpTSp yang ditunjuk oiehDinas.

Bidang
loket

Kepala

Maksimal 5 hari nan dinyatakan

Rp. 0,- (Bebas Bia

Surat lzin penyelengg

:l*,"::yii1111d:"si" **:. blrlaku **i.*" -uorr 
mengaramiperubahan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang Lrerlaku,resmi dengan tanda tangan dqq cap stempeibasah. -

saran dan masukan

Ib. Saran dan aduan disampaikan metatui loket pengaduan, totat i
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c. saran dan aduan segera ditangani dan didxdakranjutj rlntuk
diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat-larn5aarr, 7 (Tujuh) hari ke4'a sejak pengaduan diterima

1en

B. Standar Pelayanan terkait proses pengelolaan pelayanan internai

1) Dasar Hukum
a. Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2olz tentang

Pendelegasian Kewenangan Pelayalan perizinan dan Non perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpad,u
Satu Pintu.

b. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 298 Tahun 2o1T tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu

__,AAqi Pintu {DPMPTSP} Kab. Luwu Timur tahun ZALZ
2} Sarana dan prasarana, danl atau fasilitas

Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, almari, komputer, printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, proyektor, Lemari Arsip,
Wifi, alat penyimpanan data (database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapat/pertemuan, ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsipldokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas:
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

9l Kompetensi Pelaksana

C.

Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan terah memiliki
Sertifikat Service Excellent bagi pslu*as pelayanan di DpMpTSp
Pendidikan sekurang-kurangnya sl dan memahami dengan baik
berbagai reguiasi terkait izin reklame dan bangunan bagi rim
Teknis yang ditempatkan di PTSP
Dapat rygngoperasikan komputer dengan baik

4l Pengawasa4lnternal
Pengawasan Internal dilakukan langsu
pimpinan dan secara berkala oleh rIM pengawas Internal yant
5llbBntuk dan ditugaskan khusus oleh Kepala DpMpTSp

5) Jumlah Petaksa4a
a) Minimal2 orang di Front Office pTSp
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Ofiice
ql Minimal 1 orang TIM Teknis dari SKPD terkait

6J Jaminan Pelayanan
Permohonan rzin akan diproses minimal sesuai dengan standar
operational Prosedur (soP) dan standar Pelayanan (sp) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7) .Iaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang
OfIice), termasuk keamanal berkas permohonan

ditetapkan akan
peiayanan (front

selama proses
beriangsung hingga
nelavanan vAns tenef

kepada
tt'aktrr

terbitnya iztn, Llak atas inforrnasi serta
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8 Evaluasi
Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar Pelayanan
(SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat {SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan diLaporkan
secara tertulis kepada Bupatiselaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintah Daerah.
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34. IZIIT PEIITELITIAIT
Izin Penelitian adaiah adalah izrn yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
bagi perorangan atau lembaga yang akan melakukan penelitian dalam
wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang dimitki oleh daerah.

A. Standar Pelajranan terkait proses penyampaian pelayanan {Seruice

a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Fclrmulir
pendaftaran di l,oket Inforrnasi Front Office DPMPISP, atau melalui
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa I
Kelurahan, Kecamatan dan juga meialui Website.

b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan meiengkapi dokumen
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;

c. Staf Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi
pendaftaran permohonan iztt:r dan pemohon diberikan bukti
pendaftaran;
Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi
{daftar) dan dikembaiikan ke pemohon untuk dilengkapi;
Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke
Seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk di lakukan
veri{ikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan.
Berkas permohonan yang teiah di verifikasi diteruskan ke Bidang
Pelayanal Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk
menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.

d.

e.

Penelitian oleh siswa/ mahasiswa :

a. Formulir Permohonan
b. Foto Copy KTP Peneliti
c. Surat Pengantar dari Institusi masing-masing
d. Proposai Kegiatan

Penelitian oleh lembaga I peneliti lainnya :

a. proposal penelitian yang berisi:
1. latar belakang,
2. maksud dan tujuan,
3. ruang lingkup,
4. jangka waktu penelitian,
5. nama peneliti,
6. sasaran/target penelitian,
7. metode penelitian,
8. lokasi penelitian, dan
9. hasil yarrg diharapkan dari peneiitian;

b. salinan/foto copy kartu tanda penduduk peneliti/penanggullg
jawabl ketua/ koordinator peneliti;

c. surat pernyataan untuk mentaati dan tidak meianggar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang trerlaku.untuk peneliti
badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba
lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud disertai berkas
salinanffoto copy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi
kemasvarakatanl iembaga nirlaba iainn

Sistem. makenisme dan

s. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas vang ada, selanjutnva
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permohonan izin kepada Kepaia DPI{PTSP selaku koordinator TIM
Teknis.

h. Untuk perrnohonar. lzir.-lang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang
Pelal'anan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat
penolakannya.

di kan keUntuk permohonan iztrr yang diterima, maka akan dlterusl{an t<e

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk pencetakan
izin.
Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP,

di cap stempel dan diarsipkan di seksi Pengeloiaan Data dan
Sistem Inforrnasi.
Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikap ke

pemohon bahwa izinnya telah selesai dan dapat di ambil di loket
penyerahan.
Petugas Loket Penyerahan menyerahkan izin kepada pemohon,

dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan

kesesuaian identitas Pemohon.

k.

1.

3l Jancka uraktu Pelavanalr
ffi a, seiak berkas permohonan diny4tak4q&ngkep.

4l Biaya I Tafif
Rp. O,- {Bebas Biaya)

5l Produk Pelavanan
Surat izin Penelitian yang berlaku
dicetak diatas kertas F4, 80 Gram,
stempel basah.

selama penelitian berlangsung dan
resmi dengan tandatangan dan caP

6l Penangalilan Pengadua[' saran dan masukan
Pengaduan, Saran? dan masukan ditangani oleh Kepaia lJldang
pengendalian, pengawasan dan pengaduan atau staf loket
pengaduan di lingkungan DPMFTTSP yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
saran dan aduan disampaikan melaiui loket pengaduan, kotak
saran, SlvIS, Telepon, Faximile, dan emaii yang telah
disiapkanDPMPfsP .

c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk
diselesaikan.

d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan
selambat,lambatnya 7 iTujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima
densan lenskan.

a.

b.

B. Standar Pelayanan terkait proses pengeiolaan pelayanan internai

a- UU Nomor 18 Tahun 2AA2 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan IPTEK

b. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun z}n Tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah
dengan Perrnendagri Nomor 7 Tahun 2414

c. Perbup Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 tahun 2417 tentang
Ptndelegasian Kewenaogan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

d. Keputusan Bupati Lurvu Timur Nomor 298 Tahun 2al7 tentang
Pemtrentukan tim Teknis Pelavanan Perizinan clan Non Perjzinan
Terpadu pacia Dinas Penanaman Modal dan Peia]'anan Terpadu
Satu Pintu [DP\{P"ISP) Kab. Lurru Timur tahun 20),7

1l Dasar Hukum
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Sarana:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, alnaari, komputer, printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Proyektor, l,emari Arsip,
Wifi, alat penyimpanan data (database), aiat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, rl.ang
rapat/pertemuan, fltang pelayanan, ruang pengaduan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas:
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiiiki

Serlifikat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
b. Pendidikan Sekurang-kurang SLTA dan memahami dengan baik

berbagai regulasi terkait Surat Izin Penelitian bagi Tim Teknis
yang ditempatkan di PTSP

c. Dapat mengoperasikan komouter densanm baik
4l Pengawasao Internal

Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing*masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditusaskan khusus oleh Kepala DPMPTSP

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimal2 orang di Front Office PTSP
b) Minimal3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Oflice
c) Minimal 1 orans TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan Pelayanan
Permohonan rzturt akan diproses minimal sesuai dengan standar
Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7| Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan
setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan {front
Oflice), termasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelayanan yang tepat waktu.

8| Erraluasi kinerja pelaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap soP dan standar pelayanan
{SP} akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP bersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal iainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupatiselaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintah Daerah.

,;r, I
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Saraua:
Meja, kursi, alat tulis kantor, checklist, a lmari, komputer, Printer,
Komputer Server, Scanner, CCTV, Kamera, Pro-yektor, Lemari Arsip,
Wifi, alat penyimpanal data {database), alat kontrol, alat
telekomunikasi, sarana kebersihan dan keindahan Kantor.
Prasarana:
Instalasi listrik, telpon, ruang server, ruang kerja, ruang
rapatf perlemuan, rlrang pelayanan, ruang pengaduan, rt.ang
penSrimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, ruang entry
data, gudang arsip.
Fasilitas:
Media informasi dan pengaduan, Ruang tunggu ber AC, Lapangan
Parkir Gratis, sarana hiburan TV dan akses internet

3l Kompetensi Pelaksana
Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan telah memiliki
Sertifikat Service Excellent bagi Petugas Pelayanan di DPMPTSP
Pendidikan Sekurang-kurang SLTA dan memahami dengan baik
berbagai regulasi terkait Surat Izin Penelitian bagi Tim Teknis
yang ditempatkan di PTSP
Dapat mensooerasikan komputer denganm baik

4l Penqawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan langsung oleh masing-masing
pimpinan dan secara berkala oleh TIM Pengawas Internal yang
dibentuk dan ditusaskan khusus oleh Kepala DPMPTSP

5l Jumlah Pelaksana
a) Minimal 2 orang di Front Office PTSP
b) Minimal 3 orang termasuk Kepala Dinas di Back Office
c) lvlinimal 1 orans TIM Teknis dari SKPD terkait

6l Jaminan Pelavanan
Permohonan lzin akan diproses minimal sesuai dengan Standar
Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan {SP} yang berlaku,
dan jika tidak sesuai, pemohon dapat menyampaikan pengaduan dan
atau pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7l Jaminan Keamanan dan Keselamatan oelavanan
Setiap pemohon yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan akan
mendapatkan jaminan keamanan selama di ruang pelayanan {front
OfTice), terrnasuk keamanan berkas permohonan selama proses
berlangsung hingga kepada terbitnya izin, hak atas informasi serta
pelavanan yans tepat waktu.

8l Evaluasi kineria relaksana
Kesesuaian proses pelayanan terhadap SOP dan Standar Pelayanan
(SP) akan dimonitoring melalui mekanisme kartu control,
penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan akan
dievaluasi minimal setiap 6 bulan oleh DPMPTSP Lrersama SKPD
Teknis Terkait dan pihak Eksternal lainnya yang relevan.
Hasil Monitoring dan evaluasi akan di publikasikan dan dilaporkan
secara tertulis kepada Bupatiselaku Pembina dan Pimpinan
Pemerintah Daerah.

,, *fd F ffi !i Ifi tfr'*i3o%1*$?,?#,,, BUPATi LUWU TIMUR,
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